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ABSTRAK 
      
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan 
distribusi sumberdaya pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. 
Penelitian ini dibatasi pada bidang sarana dan prasarana pendidikan, tenaga 
pendidik dan pembiayaan pendidikan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penilitian ini 
adalah staf Dinas pendidikan, guru dan pegawai sekolah. Penelitian dilakukan di 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, SMP N 1 Lendah dan SMP N 2 Galur. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 
telaah dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikembangkan oleh Matthew B. 
Miles dan Michael A. Huberman.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan distribusi sumberdaya 
pendidikan dalam bidang sarana dan prasarana secara umum dimulai dengan 
koordinasi, pengajuan proposal, verifikasi, evaluasi dan pengadaan. Kebijakan 
distribusi tenaga pendidik secara umum dilakukan dengan koordinasi, pengajuan 
dan penataan antara Dinas Pendidikan, sekolah dan BKPP Kabupaten Kulon 
Progo. Kebijakan distribusi pembiayaan pendidikan secara umum terdiri dari  
penyaluran biaya dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan dari pemerintah 
ke sekolah langsung. (2) Implementasi kebijakan distribusi sumberdaya 
pendidikan dilihat dari aspek komunikasi sudah konsisten, sumberdaya staf, 
fasilitas maupun anggaran belum terpenuhi, disposisi, pembagian tanggungjawab, 
kerjasama yang baik dalam melaksanakan kebijakan.  
 
Kata Kunci: Implementasi kebijakan, distribusi sumberdaya pendidikan sarana 
dan prasarana, tenaga pendidik, pembiayaan. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to describe the implementation of the policy of distribution 
of educational resources in the education office of Kulon Progo Regency. This 
study is limited to the areas of educational facilities and infrastructure, educators 
and education finance. 
This research is a qualitative descriptive research. The subjects of this study 
were the staff of the education office, teachers and school staff. The research was 
conducted in the education office of Kulon Progo Regency, State Junior High 
School of 1 Lendah and State Junior High School of 2 Galur. Data collection 
techniques used were interviews, observation, and document review. Data 
analysis techniques used were data reduction, data presentation, and making 
conclusions as developed by Matthew B. Miles and Michael A. Huberman. 
         The results of the research indicated that: (1) The policy on distribution of 
educational resources in the field of facilities and infrastructure generally begins 
with coordination, proposal submission, verification, evaluation and 
procurement. The distribution policy of educators was generally done by 
coordination, submission and structuring between education office, schools and 
BKPP in Kulon Progo regency. The education financing distribution policy 
generally consisted of channeling costs from the government through the 
education service and from the government to the school directly. (2) 
implementation of education resources distribution policy seen from 
communication aspect had been consistent; staff resources, facility and budget 
had not been fulfilled; disposition, responsibility division, good cooperation in 
implementing policy.  
 
Key words: Policy implementation, education resources distribution facilities and 
infrastructure, educators, education funding 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan oleh sebagian bangsa dianggap sebagai tolak ukur kemajuan 
suatu bangsa, sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat 
diperhatikan. Hal ini sejalan dengan tujuan  bangsa Indonesia yang tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Sisdiknas) dijelaskan bahwa: 
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan 
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Melihat pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa 
ini harus diimbangi oleh terpenuhinya hak setiap warga negara dalam memperoleh 
kesempatan pendidikan. Hal ini menjadi tugas pemerintah yang tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 11 ayat (1) yang 
menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan 
layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang 
bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini berarti pemerintah 
dan pemerintah daerah di setiap daerah mempunyai tugas yang berkaitan erat 
dengan terpenuhinya pendidikan bagi setiap warganya, sebagaimana yang telah 
diatur di dalam  Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
bahwa pendidikan bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat tetapi 
diserahkan kepada tanggung jawab pemerintah daerah, hanya beberapa fungsi 
yang tetap berada di tangan pemerintah pusat. Tugas pemerintah diatas dapat 
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tercapai serta proses pendidikan dapat berlangsung lancar, efektif dan efisien, 
terdapat beberapa komponen yang berpengaruh besar. Komponen pendukung 
tersebut oleh para ahli disebut dengan istilah sumberdaya pendidikan. Dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
dijelaskan bahwa:  
Sumberdaya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam 
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, 
masyarakat, dana, sarana dan prasarana. 
Sumberdaya pendidikan ini memiliki peran penting yang saling 
berhubungan sebagai sebuah proses sinergik, yaitu suatu proses yang terbentuk 
dari berbagai faktor secara keseluruhan yang secara sadar  bekerja untuk mencapai 
tujuan umum. Bekerja secara sinergik menunjukan adanya produktivitas kerja 
setiap personil dengan memperlihatkan tingkat keunggulan yang diharapkan atau 
diinginkan lembaga dan terutama keunggulan untuk memenuhi keinginan 
pelanggan. Produktivitas ini dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 
persepsi pelanggan (Gaspersz, 2003: 130 dalam Engkoswara 2010: 41).  
Pentingnya sumberdaya pendidikan ini, sudah seharusnya dibarengi pula 
dengan pengelolaan sumberdaya pendidikan yang efektif dan efisien sehingga 
layanan pendidikan yang ada di setiap daerah dapat dikatakan sebagai sebuah 
layanan pendidikan yang produktif karena pelayanan pendidikannya yang cepat 
tanggap terhadap kebutuhan pelanggan atau masyarakat. Pentingnya pengelolaan 
sumberdaya pendidikan yang efektif dan efisien ini juga sesuai dengan H.A.R 
Tilaar dalam bukunya yang berjudul Standarisasi Pendidikan Nasional, yang 
menjelaskan bahwa meskipun besarnya dana tidak dengan sendirinya dapat 
menghasilkan kualitas pendidikan yang tinggi namun suatu adagium mengatakan  
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“funds is the life-blood of a system”. Suatu sistem pendidikan hanya dapat 
dilaksanakan dan berhasil mencapai sasarannya atau mewujudkan visi dan misi 
sistem tersebut apabila didukung oleh dana yang memadai. Dana tersebut harus 
dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam sistem pendidikan dengan 
pengelolaan yang tepat waktu. Demikian pula para pelaksana dari program 
tersebut harus dipersiapkan sehingga mempunyai kemampuan-kemampuan untuk 
melaksanakannya secara efisien. (H.A.R Tilaar, 2006: 161). Untuk mewujudkan 
pengelolaan sumberdaya pendidikan yang efisien dan efektif ini, pada tahun 2010 
Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan misi 5 tahun ke depan (2010-
2015) dengan lima hal yang menjadi fokus perhatian. Kelima fokus yang dinamai 
Lima K, yakni Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas/mutu dan relevansi, 
Kesetaraan serta Kepastian. (Hasbullah, 2015: 30).  
Kementerian Pendidikan Nasional juga telah menetapkan 11 langkah 
strategis di berbagai level jenjang pendidikan. 11 langkah strategis tersebut 
diturunkan ke dalam 15 arah kebijakan. Khusus pada jenjang pendidikan dasar 
terdapat 4 arah kebijakan yakni a) akselerasi pembangunan pendidikan di daerah 
perbatasan, tertinggal dan bencana; b) rasionalisasi pendanaan pendidikan 
penelitian dan pengabdian masyarakat; c) penyediaan buku teks murah; 
d)pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah serta sertifikasi dan 
kualifikasi guru. Sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi untuk 
menerapkan kebijakan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar wajib belajar 9 
tahun. Salah satunya adalah dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan. Di dalam 62 PP disebutkan bahwa (1) Pembiayaan 
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pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal; (2) 
Biaya investasi satuan pendidikan yang meliputi biaya penyediaan sarana dan 
prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap; (3) Biaya 
personal sebagaimana meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh 
peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan 
berkelanjutan (Hasbullah, 2015: 31). 
Dengan peraturan tersebut diharapkan membuka jalan dalam peningkatan 
layanan pendidikan di berbagai jenjang yang ada serta skema pendidikan dapat 
dialokasikan secara jelas. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 
masih  banyaknya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 
pengelolaan sumberdaya pendidikan yang menunjukkan bahwa  kerjasama antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih membutuhkan perhatian serius 
dalam distribusi sumberdaya pendidikan agar tercipta akses pendidikan yang 
merata, efektif dan efisien untuk setiap daerah di Indonesia. Begitu pula yang 
terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu kabupaten dari Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pendidikan ternyata masih terdapat 
beberapa masalah terkait sumberdaya pendidikan. Kulon Progo diperkirakan akan 
mengalami kekurangan 517 guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) di akhir tahun 2017 
(HarianJogja.com pada 16 April 2016), hal tersebut dibenarkan oleh Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mengingat sampai bulan Maret 2017 Kulon 
Progo kekurangan guru SD (Sekolah Dasar) sebanyak 282 orang dengan jumlah 
yang terus bertambah. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, masalah terkait biaya dan sarana 
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prasarana pendidikan juga masih terjadi. Hal tersebut terkait dengan keluhan dari 
sekolah bahwa distribusi sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan 
sekolah. Dalam mengurangi permasalahan distribusi sumberdaya pendidikan 
dalam komponen pendidik, pembiayaan, serta sarana dan prasarana ini, dinas 
mempunyai kebijakan regrouping Sekolah Dasar (SD) untuk efisiensi dana 
pendidikan. Kebijakan regrouping ini terus diusahakan dan sudah berjalan selama 
2 tahun terakhir dengan 6 sekolah yang melakukan re grouping. Kebijakan re 
grouping ini juga sebagai upaya mengatasi perkiraan kekurangan guru di tahun 
2017 selain mengupayakan tenaga bantu oleh masing-masing sekolah. Dari hasil 
observasi juga diketahui bahwa dinas pendidikan kabupaten Kulon Progo terus 
mengupayakan ditribusi berbagai macam beasiswa salah satunya melalui KIP 
yang sudah menjangkau 45% siswa SMA/SMK, 60% siswa SMP, dan 75% siswa 
SD. Hal ini terus diupayakan karena masih ada beberapa orangtua siswa yang 
mengeluh mengenai mahalnya biaya sekolah dan tidak tepat sasarannya beasiswa. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi 
kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kulon Progo dalam komponen pendidik, pembiayaan serta sarana dan prasarana 
pendidikan. Penelitian ini penting untuk dikaji mengingat kebijakan distribusi 
sumberdaya pendidikan merupakan upaya pemerintah Kulon Progo untuk 
mewujudkan pendidikan yang merata. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi, kritik dan rekomendasi kepada pembuat maupun 
pelaksana kebijakan , sehingga tujuan utama dari kebijakan yang ada yaitu untuk 
mewujudkan pendidikan yang merata dapat tercapai. 
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B. Identifikasi Masalah 
      Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 
beberapa permasalahan, yaitu: 
1. Pendidikan di Indonesia masih memiliki banyak masalah terkait pengelolaan 
sumberdaya pendidikan. 
2. Masih terjadi permasalahan distribusi sumberdaya pendidikan di Kabupaten 
Kulon Progo. 
3. Kulon Progo diperkirakan akan mengalami kekurangan 517 guru PNS di 
akhir tahun 2017. 
4. Masih adanya keluhan dari sekolah bahwa distribusi sarana dan prasarana 
tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. 
C. Pembatasan Masalah 
Agar permasalahan yang ditinjau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 
maka peneliti akan membatasi permasalahan pada permasalahan dalam 
implementasi kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di Dinas Pendidikan 
Kulon Progo. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumusakan masalah: 
Bagaimana implementasi kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo? 
E. Tujuan 
Untuk mengetahui implementasi kebijakan distribusi sumberdaya 
pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. 
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F. Manfaat 
Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan 
serta menambah kepustakaan mengenai implementasi kebijakan alokasi dan 
distribusi sumberdaya pendidikan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Dinas Pendidikan 
Penelitian ini diharapkkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas 
Pendidikan dalam mengambil keputusan terkait alokasi dan distribusi 
sumberdaya pendidikan. 
b. Bagi Sekolah 
Dapat digunakan sebagai informasi dalam mengambil keputusan terkait 
permasalahan sumberdaya pendidikan dalam komponen pendidik, 
pembiayaan dan sarana prasarana pada tingkat sekolah. 
c. Bagi Peneliti 
Dapat menambah wawasan terkait implementasi kebijakan alokasi dan 
distribusi sumberdaya pendidikan serta dapat dijadikan sebagai bahan 
informasi penelitian selanjutnya.
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Teori 
1. Kajian Kebijakan Pendidikan 
a. Pengertian Kebijakan  
Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy dalam bahasa 
inggris, yang mempunyai arti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau 
juga berarti administrasi pemerintah. (Hasbullah, 2015: 37). Sebagaimana 
pengertian kebijakan yang telah dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 
kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat 
sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau 
jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. 
(Solichin Abdul Wahab, 2012: 9). Istilah kebijakan dewasa ini sering dan secara 
luas dipergunakan dalam konteks atau kegiatan publik pemerintah serta perilaku 
negara pada umumnya, sehingga muncul istilah kebijakan publik. 
Banyak pakar telah mengemukakan pengertian kebijakan publik. Menurut 
Thomas R. Dye, kebijakan publik yaitu whatever government choosess to do or 
not to do (Moh. Alifudin, 2012: 123). Pengertian ini memiliki makna bahwa 
tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah, 
kebijakan tidak hanya rumusan kebijakan di atas kertas saja, tetapi pilihan 
tindakan yang akan diambil oleh pemerintah. Sementara menurut H.A.R Tilaar 
dalam (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 264) menjelaskan bahwa 
kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu berkenaan 
dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang mengatur kehidupan 
bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang seorang 
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atau golongan. Dari dua pengertian kebijakan publik ini, dapat kita ketahui bahwa 
masih terdapat perbedaan pendapat diantara ke dua pakar. Namun dari kedua 
pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan 
sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk melayani 
kehidupan publik atau masyarakat luas.  
Dalam memahami pengertian kebijakan publik, perlu dipahami pula proses 
pembuatan dan tingkatannya. Dunn membagi proses pembuatan kebijakan publik 
menjadi lima tahapan sebagai berikut: 1) Penyusunan Agenda; 2)Formulasi 
kebijakan; 3) Adopsi kebijakan; 4) Implementasi kebijakan; 5)Penilaian 
kebijakan. ( Muhamad Manadi dan Barnawi, 2011: 19). Tahapan pembuatan 
kebijakan publik ini merupakan serangkaian tahapan yang cukup banyak dengan 
waktu yang cukup panjang. Apabila dilihat dari perspektif pengambil kebijakan, 
secara konsepsional kebijakan memiliki tingkatan-tingkatan. Dalam konteks ini 
terdapat empat tingkat kebijakan, yaitu sebagai berikut: 
1) Tingkat kebijakan nasional (national policy level) 
Biasanya sebagai penentu kebijakan pada level ini adalah 
MPR/DPR/DPRD, berlaku secara nasional, disebut juga sebagai kebijakan 
administratif.  Salah satu contoh produk kebijakan ini adalah produk MPR 
bersama DPR dan DPRD yaitu konstitusi UUD 1945 berikut 
amandemennya. (Hasbullah, 2015: 48) 
2)      Tingkat kebijakan umum  
Kebijakan ini sering disebut sebagai kebijakan eksekutif karena biasanya 
sangat ditentukan oleh pemerintah atau eksekutif. Contoh kebijakan ini 
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adalah pembuatan undang-undang. Kekuasaan membuat undang-undang 
berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. 
3) Tingkat kebijakan khusus (special policy level) 
Penentu kebijakan pada tingkat ini adalah para Menteri sebagai pembantu 
Presiden. Bentuk kebijakan tingkat ini seperti Keputusan Menteri, Peraturan 
Menteri, Instruksi Menteri, dan Surat Edaran Menteri. (Hasbullah, 2015: 49) 
4) Tingkat kebijakan teknis (technical policy level) 
Kebijakan ini lazimnya disebut sebagai kebijakan operatif, karena kebijakan 
ini merupakan pedoman pelaksanaan. Penentu kebijakan ini berada pada 
Pejabat Eselon 2 ke bawah, seperti Direktorat Jenderal atau pimpinan 
lembaga non-departemen. Produk kebijakan pada tingkat ini dapat berupa 
peraturan, keputusan dan instruksi pimpinan lembaga. (Hasbullah, 2015: 50)  
Dengan melihat pengertian, tahap perumusan serta tingkat kebijakan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rumusan keputusan 
pemerintah yang dibuat melalui tahapan proses yang sistematis. Rumusan ini 
berisikan rencana dan tujuan serta dijadikan sebagai pedoman tingkah laku untuk 
melayani kehidupan publik atau masyarakat luas.  
b. Pengertian Kebijakan Pendidikan 
Istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan istilah 
perencanaan pendidikan (education planning), rencana induk tentang pendidikan 
(master plan of education), pengaturan pendidikan (educational regulation), 
kebijakan tentang pendidikan (policy of education). (Arif Rohman, 2012: 85). 
Untuk dapat memahami istilah-istilah tersebut perlu diketahui pengertian 
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mengenai kebijakan pendidikan menurut beberapa pakar. Karena istilah-istilah 
tersebut sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna. merupakan salah 
satu bagian dari kebijakan publik. 
Menurut Arif Rohman bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan 
publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, 
alokasi, dan distribusi sumber serta pengaturan perilaku dalam pendidikan (Arif 
Rohman, 2012: 86). Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kebijakan 
pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik, sehingga kebijakan 
pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Sedangkan definisi lain 
mengenai kebijakan pendidikan dirumuskan oleh Carter V. Good yang 
memberikan pengertian “education policy” sebagai pertimbangan yang didasarkan 
atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat 
situasional yang berarti perimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk 
mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga, pertimbangan tersebut juga 
merupakan perencanaan umum yang dijadikan pedoman untuk mengambil 
keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. (Hasbullah, 2015: 
41). Definisi ini menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan dirumuskan sebagai 
bagian dari upaya mencapai tujuan pendidikan. Hal ini juga dikemukakan oleh 
H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho bahwa: 
“kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan 
langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi 
pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam suatu 
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masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu” (H.A.R Tilaar dan Riant 
Nugroho, 2008: 140) 
H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho juga menyebutkan beberapa aspek yang 
tercakup dalam kebijakan pendidikan berdasarkan pengertian kebijakan 
pendidikan yang telah dikemukakan, yaitu sebagai  berikut: 1) Kebijakan 
pendidikan merupakan suatu keseluruhan deliberasi mengenai hakikat manusia 
sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan; 2) 
Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yakni 
kesatuan antara teori dan praktik pendidikan; 3) Kebijakan pendidikan haruslah 
mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang 
memiliki pendidikan itu; 4) Keterbukaan ( openness ) yang berarti proses 
kebijakan pendidikan telah melalui pertimbangan-pertimbangan dari berbagai 
pihak sehingga keputusan yag telah diambil dapat memberikan manfaat yag 
sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat; 5) Kebijakan pendidikan didukung oleh 
riset dan pengembangan; 6) Analisis kebijakan, yaitu kebijakan pendidikan 
sebagai bagian dari kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan; 7) Kebijakan 
pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik; 8) Kebijakan 
pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis; 9) Kebijakan 
pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pecapaian-
pencapaian tujuan tertentu; 10) Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi; 
11) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan, tetapi pada 
kebutuhan peserta didik; 12) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau 
kebijaksanaan irasional; 13) Kejelasan tujuan dapat melahirkan kebijakan 
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pendidikan yang tepat; 14) Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan 
kebutuhan peserta didik dan bukan keputusan birokrat (H.A.R tilaar dan Riant 
Nugroho, 2008: 141-154).  
Untuk mempermudah pemahaman. Hasbullah menjelaskan kebijakan 
pendidikan melalui konteks stratifikasi yaitu sebagai berikut:  
1) Kebijakan pendidikan di tingkat pusat, yaitu kebijakan pendidikan yang 
diterapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat pusat dan mempunyai ruang 
lingkup nasional. Karena ruang cakupannya secara nasional, maka 
kebijakan ini akan berlaku di semua wilayah NKRI. Contoh kebijakan ini 
seperti pelaksanaan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri 
(SNMPTN), dan Ujian Nasional (UN) (Hasbullah, 2015: 47). 
2) Kebijakan pendidikan di tingkat daerah, yaitu kebijakan pendidikan yang 
diterapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah  dan mempunyai 
ruang lingkup daerah. Karena ruang cakupannya berada di tingkat daerah, 
maka hanya berlaku pada daerah yang mengeluarkan kebijakan tersebut. 
Wujud kebijakan pendidikan di daerah ada dua macam, yaitu: pertama, 
Perda (Peraturan Daerah) tentang pendidikan yang perumusannya berada di 
tangan eksekutif (Bupati/Walikota) dan legislatif (DPRD), kedua, 
keputusan/peraturan bupati/walikota tentang pendidikan. Contoh kebijakan 
pendidikan yang bersifat desentalistatik misalnya penerimaan siswa baru 
(PSB) mulai dari SD hingga SMA/MA/SMK, Keputusan Bupati/Walikota 
tentang hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan di daerahnya, dan lain-
lain (Hasbullah, 2015: 48). 
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Memperhatikan batasan pengertian, aspek dan stratifikasi kebijakan 
pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan 
bagian dari kebijakan publik yang fokus dalam bidang pendidikan. Kebijakan 
pendidikan sebagai hasil dari sebuah proses perumusan kebijakan yang terwujud 
dalam visi dan misi untuk mencapai tujuan dirumuskannya kebijakan itu. 
Kebijakan pendidikan juga dijadikan sebagai pedoman tingkah laku untuk 
mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Dalam mencapai tujuan 
kebijakan ini hendaknya memperhatikan beberapa aspek yang ada, baik 
pengambil kebijakan maupun pengguna kebijakan. 
2. Kajian Implementasi Kebijakan 
a. Pengertian Implementasi Kebijakan 
Tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan pendidikan dapat dilihat pada 
bagaimana implementasi kebijakan tersebut. Rumusan kebijakan yang dibuat 
bukan hanya sekedar berhenti pada tataran rumusan, melainkan harus secara 
fungsional dilaksanakan. Van Meter dan Van Horn merumuskan maksud 
implementasi kebijakan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh 
individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 
swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan 
terlebih dahulu. Yaitu tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk 
mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha 
berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang 
diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Arif Rohman, 2012: 106). Dari 
rumusan ini, dapat diketahui bahwa implementasi merupakan tindakan dari 
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sebuah kebijakan. Proses tindakan ini melibatkan individu maupun kelompok 
serta pejabat supaya tujuan dari kebijakan yang telah ditentukan tercapai.  
Definisi lain mengenai implementasi kebijakan dari Mazmanian dan 
Sabatier, bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan 
kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula 
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 
keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan 
masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara 
tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan /proses implementasinya. Proses 
ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali 
dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam 
bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan 
dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, 
dampak nyata  baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, 
dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil 
keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya) terhadap 
undang-undang/peraturan-peraturan yang bersangkutan (Joko Widodo, 2008: 88).  
Menurut Wibawa, implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan 
keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu 
undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang 
penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut 
menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang 
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hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses 
impelementasi tersebut  (Hasbullah, 2015: 92).  
Dengan bertumpu pada pendapat para pakar di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang 
melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan 
organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau 
kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.  
Charles O. Jones membagi kegiatan implementasi kebijakan menjadi tiga 
macam, yaitu sebagai berikut: 1) Aktivitas pengorganisasian (organization) yaitu 
suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (resources), 
unit-unit (units) serta metode-metode (methods) yang mengarah pada upaya 
mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil (outcome) sessuai 
dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. 2) Aktivitas interpretasi 
(interpretation) yakni aktivitas (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam 
bahasa yang lebih operasional serta mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan 
dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. 3) Aktivitas aplikasi 
(application) yakni aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau 
ilmu lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada (Joko Widodo, 
2008: 89). 
Dari penjelasan kegiatan implementasi di atas, dapat dipahami bahwa 
implementasi kebijakan merupakan proses yang panjang, tidak sederhana, tetapi 
sangat penting. Tidak sedikit kebijakan yang telah dibuat, termasuk kebijakan 
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pendidikan mengalami kegagalan karena implementasinya tidak sesuai dengan 
prosedur. Hogwad dan Gunn membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy 
failure) menjadi dua kategori, yaitu: 1) Tidak terimplementasikan (non 
implementation), yaitu suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. 
Hal ini dimungkinkan karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya 
tidak mau bekerjasama, bekerja tidak efisien, bekerja setengah hati, tidak 
sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang 
digarap di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka 
hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi, akibatnya 
implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi; 2) Implementasi yang tidak 
berhasil (unsuccesful implementation), yang mengandung arti bahwa 
implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan 
tertentu telah dilaksanakan dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal 
ternyata tidak menguntungkan. Kebijakan tersebut tidak berhasil dalam 
mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki (Solichin Abdul Wahab, 
2008: 61).  
b. Model Implementasi Kebijakan 
Model implementasi kebijakan menggambarkan secara jelas variabel 
maupun faktor-faktor yang mempunyai pengaruh penting terhadap implementasi 
kebijakan publik. Model implementasi kebijakan juga bermanfaat untuk 
menyederhanakan pemahaman. Dalam model implementasi ini, peneliti memilih 
teori dari George Edward III karena teori Edward lebih terperinci dan mudah 
dipahami daripada teori implementasi pakar lain. Menurut George Edward III ada 
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empat variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, 
yaitu sebagai berikut:  
1) Komunikasi (Communication) 
Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator 
kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian 
informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. 
Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat 
memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, 
sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang 
berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan 
bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.  
Komunikasi kebijakan mempunyai beberapa macam dimensi, antara lain 
dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi 
(consistensy). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi kebijakan tidak 
hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan, melainkan juga 
disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan (target group) dan pihak yang 
berkepentingan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang 
ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang 
berkepentingan dapat diterima dengan jelas, sehingga mereka mengetahui apa 
yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran, serta substansi dari kebijakan publik 
tersebut. Apabila tidak jelas mereka tidak akan mengetahui mengenai apa yang 
seharusnya dipersiapakan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai 
secara efektif dan efisien (Joko Widodo, 2008:97). 
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2) Sumber Daya 
Sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk 
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup 
sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Sumber 
daya mencakup: a) Sumber Daya Manusia (Staff). Implementasi kebijakan tidak 
akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup 
kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan 
keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kopetensi di bidangnya, sedangkan 
kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup utuk 
melingkupi seluruh kelompok sasaran; b) Anggaran (Budgetary). Anggaran 
berkaitan dengan kecukupan modal atu investasi atas suatu program atau 
kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan; c) Fasilitas (Facility). 
Fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu 
program atau kebijakan; d) Informasi dan Kewenangan (Information and 
Authority). Informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana 
mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi faktor penting. Wewenang juga 
merupakan faktor penting untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan 
yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. (Joko Widodo, 2008: 98-104)  
3) Disposisi (Disposition) 
Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam 
implementasi kebijakan. Apabila impelementator memiliki sikap yang baik maka 
dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan 
oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka 
 20 
 
implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Karakter penting yang harus 
dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. 
Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang 
telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari implementor akan 
membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi 
dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Joko Widodo, 
2008: 104). 
4) Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)  
Aspek struktur organisasi ini meliputi dua hal yaitu mekanisme dan struktur 
birokrasi itu sendiri. Aspek mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanaya 
sudah dibuat standart opertion procedur (SOP) yang menjadi pedoman untuk 
setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak 
melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek birokrasi, struktur birokrasi 
yang terlalu panjang dan fragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan 
dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya 
akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel (Joko Widodo, 
2008: 106) 
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Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III  
(Sumber: Joko Widodo, 2012: 107) 
 
3. Kebijakan Distribusi Sumberdaya Pendidikan 
a. Pengertian Kebijakan Distribusi  
Arif Rohman di dalam buku Kebijakan Pendidikan menjelaskan bahwa 
kebijakan distribusi merupakan salah satu macam klasifikasi dari kebijakan 
publik. Kebijakan distribusi sumber merupakan pembagian dan penjatahan 
sumber-sumber baik yang bersifat material-jasmaniah maupun yang bersifat 
spiritual-rokhaniah, dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Untuk 
dapat mencapai tujuan tersebut, pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban 
melakukan itu semua akan dapat memenuhinya manakala keputusan yang bersifat 
ekstaktif mampu memberikan sumber yang cukup bagi pemerintah selaku 
pembuat sekaligus pelaksana kebijakan publik (Arif Rohman, 2012: 77). 
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b. Pengertian Sumberdaya Pendidikan  
Dalam pengertian umum sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang 
dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya 
adalah komponen dari ekonomi yang menyediakan barang dan jasa yang 
bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Grima dan Berkes 1989  (Akhmad Fauzi, 
2004: 2) mendefinisikan sumber daya sebagai aset untuk pemenuhan kepuasan 
dan utilitas manusia. Rees (1990) lebih jauh mengatakan bahwa sesuatu untuk 
dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria, yaitu: 
1) Harus ada pengetahuan, teknologi atau ketrampilan (skill) untuk 
memanfaatkannya. 
2) Harus ada permintaan (demand) terhadap sumber daya tersebut.  
Dalam sebuah organisasi, sumberdaya secara garis besar dapat dibedakan ke 
dalam dua kelompok, yaitu: sumber daya manusia (human resources), dan 
sumberdaya non manusia (non-human resources). Sumberdaya manusia meliputi 
semua orang yang berstatus sebagai anggota dalam organisasi, yang masing-
masing memiliki peran dan fungsi. Sumberdaya manusia adalah potensi manusia 
yang melekat keberadaanya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non 
fisik. Sedangkan SDM dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi 
manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas 
potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik adalah kemampuan fisik yang 
terakumulasi pada seorang pegawai, sedangkan potensi non fisik adalah 
kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang 
pengetahuan, intelegensia, keahlian, keterampilan, human relations. Menurut H. 
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Hadari Nawawi (2000) yang dimaksudkan sebagai SDM adalah meliputi tiga 
pengertian, yaitu: 
1) Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja di  lingkungan     suatu 
organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan). 
2) Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak 
organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 
3) Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi 
sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisai bisnis. yang 
dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam 
mewujudkan eksistensi organisasi.  
Sumberdaya non manusia terdiri atas; sumberdaya alam (natural resources), 
modal, mesin, teknologi, material, dll (Ambar Teguh Sulistyani dan Rosidah, 
2009: 10-11). Prinsip dan teori sumber daya manusia sebagaimana secara umum 
yang telah dijelaskan di atas, pada saat ini juga telah diterapkan dalam dunia 
pendidikan. Berkaitan dengan itu, maka di lembaga pendidikan dikenal istilah 
sumber daya  pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa:  
Sumberdaya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam 
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, 
masyarakat, dana, sarana dan prasarana. 
Dari pengertian sumberdaya pendidikan di atas, salah satu sumberdaya di 
dalamnya yaitu tenaga kependidikan. Dalam kesatuan sistem organisasi 
pendidikan di sekolah, yang disebut sumberdaya manusia tidak hanya tenaga 
pendidik, melainkan tenaga kependidikan lainnya seperti pustakawan, teknisi 
sumber belajar, staf tata usaha, dan tenaga lainnya. Dengan demikian, yang 
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dimaksud sumberdaya manusia dalam pendidikan adalah semua orang yang 
bekerja di/untuk penyelenggaraan pendidikan ( Nurul Ulfatin dan Teguh 
Triwiyanto, 2016: 4) 
 c. Pengertian Kebijakan Distribusi Sumberdaya Pendidikan 
Dari pengertian kebijakan distribusi, sumberdaya secara umum serta 
sumberdaya pendidikan dapat disimpulkan bahwa kebijakan distribusi 
sumberdaya pendidikan merupakan kebijakan distribusi atau pembagian dan 
penjatahan segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan 
yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana baik 
yang bersifat material-jasmaniah maupun yang bersifat spiritual-rokhaniah, dalam 
rangka pemerataan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 
Dalam penelitian ini, penelitian dibatasi pada tiga sumberdaya pendidikan yang 
meliputi: 
1) Tenaga Pendidik  
Kemendikbud menjelaskan bahwa tenaga pendidik atau guru merupakan 
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pendidikan anak 
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 
Sedangkan Guru Pegawai Negeri Sipil adalah guru yang berstatus sebagai 
pegawai negeri sipil (Kemendikbud, 2011:5) 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 24 ayat 1 tentang Guru dan 
Dosen menyebutkan bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik 
dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata 
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untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan 
menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Kemendikbud, 2011: 4) 
2) Pembiayaan Pendidikan  
Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental (instrument 
input) yang sangat penting dalam menyiapkan SDM melalui penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah. Dalam arti luas, biaya dalam pendidikan meliputi dua 
komponen, yaitu biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect 
cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan 
pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat 
pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh 
pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sementara biaya tidak langsung 
berupa keuntungan yang hilang (earning forgene) dalam bentuk biaya kesempatan 
yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar) Cohn, 
1979; Jone, 1985; Thomas, 1976 (Mulyono, 2010: 22). 
Dilihat dari sifat cara perhitungannya, biaya pendidikan dapat dibedakan 
menjadi dua kajian, yaitu biaya yang bersifat budgetair dan non budgetair. Biaya 
nonbudgetair meliputi biaya-biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh murid atau 
orangtua/keluarga dan biaya kesempatan yang hilang. Sementara biaya budgetair 
adalah biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai 
satuan pendidikan. Biaya budgetair sekolah meliputi tiga bidang, yaitu biaya rutin, 
biaya operasional, dan biaya investasi. Biaya rutin adalah biaya yang harus 
dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan nonguru), biaya 
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operasional, yaitu biaya untuk pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat 
pengajaran (barang-barang habis pakai) serta biaya pembangunan atau investasi 
yang meliputi biaya pembelian dan pengembangan tanah, pembangunan gedung, 
perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur serta biaya atau pengeluaran 
untuk barang yang tidak habis pakai. Biaya-biaya pendidikan yang bersifat 
budgetair dan nonbudgetair termasuk dalam pengertian biaya pendidikan dalam 
arti yang luas. Pada PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pada 
pasal 3 dijelaskan: 
a) Biaya pendidikan meliputi (a) biaya satuan pendidikan; (b) biaya 
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan (c) biaya pribadi 
peserta didik. 
b) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
atas (a) biaya investasi, yang terdiri atas [1] biaya investasi lahan 
pendidikan dan [2] biaya investasi selain lahan pendidikan; (b) biaya 
operasi, yang terdiri atas [1] biaya personalia dan biaya [2] biaya 
nonpersonalia; (c) bantuan biaya pendidikan; dan (d) beasiswa.  
c) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi (a) biaya investasi, yang terdiri atas 
[1] biaya investasi lahan pendidikan dan [2] biaya investasi selain lahan 
pendidikan; (c) biaya operasi, yang terdiri atas [1] biaya personalia dan [2] 
biaya nonpersonalia.  
d) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan 
ayat (3) huruf b angka 1 meliputi (a) biaya personalia satuan pendidikan, 
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yang terdiri atas [1] gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan; [2] 
tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidika; [3] 
tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan; [4] 
tunjangan fungsional bagi pejabat fungsioal di luar guru dan dosen ; [5] 
tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; 
[6] tunjangan profesi bagi guru dan dosen; [7] tunjangan khusus bagi guru 
dan dosen; [8] maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan [9] tunjangan 
kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar. (b) 
Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang 
terdiri atas [1] gaji pokok; [2] tunjangan yang melekat pada gaji; [3] 
tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan [4] tunjangan fungsional 
bagi pejabat fungsional (Mulyono, 2010: 23)  
Sebagaimana yang diutarakan Nanang Fattah dalam Mulyono, 2010: 72 
bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan 
dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang 
mencangkup gaji guru, peningkatan profesional guru, pwngadaan sarana ruang 
belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan 
buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK) , kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan 
pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.  Pembiayaan pendidikan 
sesungguhnya adl sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan 
penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara 
efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah 
ditentukan.  
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3) Sarana dan Prasarana Pendidikan 
Memahami pengertian sarana dan prasarana pendidikan yang keduanya 
tercakup dalam fasilitas sekolah. Perlu dipahami terlebih dahulu pengertian 
fasilitas sekolah. Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang tersedia untuk 
melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. (Popi Sopiatin, 2010: 73). Sarana 
adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung 
digunakan untuk proses pendidikan di sekolah, meliputi gedung, ruang kelas, 
media belajar, meja dan kursi, sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara 
tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, meliputi halaman sekolah, 
taman sekolah, dan jalan menuju ke sekolah.  
Tidak berbeda jauh dari pengertian di atas, menurut Suharno sarana 
pendidikan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan 
menunjang proses pendidikan khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, 
ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Prasarana 
pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses 
pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju 
sekolah tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar 
seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai 
sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. 
(Suharno, 2008: 30). Dari kedua pengertian pakar di atas tentang sarana dan 
prasarana pendidikan, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan 
merupakan semua bentuk peralattan dan perlengkapan yang menunjang proses 
jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah baik secara langsung maupun tidak 
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langsung. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan ini akan mempengaruhi 
kenyaman maupun kelancaran proses kegiatan belajar mengajar. 
4. Landasan Distribusi Sumberdaya Pendidikan 
a. Undang-undang No 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(UUSPN) Pasal 11 ayat I yang menyebutkan bahwa pemerintah dan 
pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta 
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga 
negara tanpa diskriminasi. 
b. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah 
c. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 23 tentang Sumberdaya 
Pendidikan 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan  
B. Penelitian Relevan 
Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) pada Jenjang SMA Negeri di Kota Yogyakarta. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Setianingrum (2013) dengan judul. 
Hail penelitian menunjukkan: a) Mekanisme pelaksanaan kebijakan penataan dan 
pemerataan guru pada jenjang SMA Negeri di Kota Yogyakarta secara umum 
dimulai dengan koordinasi, pengumpulan database guru, verifikasi data, penataan 
guru, dan pemindahan guru; b) Implementasi kebijakan penataan dan pemerataan 
guru PNS dilihat dari aspek komunikasi sudah jelas dan konsisten, sunber daya 
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staf, fasilitas, anggaran dan kewenangan sudah terpenuhi, disposisi yang baik dari 
pelaksana, penyebaran tanggung jawab yang jelas dan kerjasama yang baik antar 
pelaksana kebijakan; c) Dampak positif bagi guru adalah terpenuhinya beban 
mengajar 24 jam dan kemudahan pencarian jam tambahan sedangkan dampak 
negatifnya adalah pemutasian dan penambahan jam di sekolah lain yang 
menimbulkan masalah bagi guru seperti kesulitan beradaptasi di sekolah baru, 
adanya konflik batin karena hasrus meggantikan/menggeser guru yang sudah 
lama, jadwal kegiatan antar sekolah yang bertabrakan serta bertambahnya jarak 
dan waktu di perjalanan. Dampak positif bagi sekolah adalah terpenuhinya 
keebutuhan guru PNS di setiap mapel walaupun juga menimbulkan beberapa 
permasalahan seperti timbulnya konflik interbal dan peserta didik menjadi kurang 
diperhatikan. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama 
menganalisis terkait pemerataan sumberdaya pendidikan, namun penelitian di atas 
lebih sempit karena hanya menganalisis pemerataan sumberdaya pendidikan 
tenaga pendidik sedangkan penelitian ini meneliti distribusi sumberdaya 
pendidikan dalam bidang tenaga pendidik atau guru, pembiayaaan serta sarana 
dan prasarana. 
2. Kajian Lokasi dan Pola Distribusi Fasilitas Pendidikan SMA/MA di 
Kabupaten Sampang Madura. 
Penelitian yang dilakukan oleh Solekhah Ilfantari (2013) dengan judul 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis kesesuaian lokasi dan 
pola distribusi fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah 
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Aliyah (MA) di Kabupaten Sampang Madura. Lokasi SMA/MA dan pola 
persebarannya apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan dan badan 
standar pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi, populasinya 
adalah lokasi SMA/MA di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur. Penelitian 
ini membahas mengenai kesesuaian lokasi SMA dan MA, pola persebaran 
SMA/MA dan pola distribusi apakah sudah sesuai dengan supplay dan demand 
untuk tiap-tiap kecamatan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah metode observasi untuk memperoleh data primer dan dokumentasi. 
Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis tetangga terdekat, 
teknik overlay, dan analisis tingkat pelayanan sekolah. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pola persebaran SMA/MA adalah menyebar tidak merata 
dengan hasil hitungan 1,9. untuk kesesuaian lokasi sekolah SMA/MA ada 
beberapa lokasi yang tidak sesuai diantaranya MAN 1 sampang, SMA N 4 
Sampang dan SMA N 2 Sampang, sedangkan pola distribusi SMA/MA di lihat 
dari supplay dan demand menunjukan bahwa semua lulusan SMP/MTS belum 
dapat tertampung di SMA/MA. Maka perlu di kaji ulang mengenai lokasi 
pembangunan sekolah menengah atas. Mengenai pola distribusi, perlu dibangun 
SMA/MA baru atau menambah jumlah ruang kelas. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama 
meneliti tentang distribusi fasilitas pendidikan untuk pemerataan pendidikan di 
setiap kecamatan. Namun, penelitian di atas lebih fokus pada fasilitas pendidikan 
dengan jenis penelitian evaluasi, sedangkan penelitian ini fokus pada 
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implementasi distribusi sarana dan prasarana, tenaga pendidik maupun 
pembiayaan pendidikan. 
C. Alur Berpikir 
Pendidikan merupakan tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Sehingga  
kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan. Untuk menciptakan kualitas 
sumber daya manusia yang unggul ini pemerintah mempunyai tugas pemerataan 
pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang telah tertuang dalam Undang-
undang No 23 Tahun 2003 Pasal 11 ayat I. Dalam mewujudkan pemerataan 
pendidikan bagi semua warga negara ini diperlukan pengelolaan sumberdaya 
pendidikan yang efisien dan efektif.  Kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan 
di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo merupakan strategi pemerintah 
daerah dalam mengatasi permasalahan distribusi sumberdaya pendidikan di Kulon 
Progo, yang dalam penelitian ini dalam aspek tenaga pendidik, sarana prasarana 
dan pembiayaan. Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, sehingga 
Kebijakan distribusi ini menjadi tanggungjawab pemerintah daerah karena daerah 
masing-masing yang lebih mengetahui kebutuhan dan kemampuan 
pendidikannya.  
Agar tujuan kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan dapat diwujudkan, 
maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan dengan menggunakan 
mekanisme yang jelas di tingkat  Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. 
Implementasi kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan yang dalam penelitian 
ini dalam aspek tenaga pendidik, sarana dan prasarana serta pembiayaan meliputi 
langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
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untuk mencapai tujuan kebijakan.  Untuk melihat bagaimana implementasi 
kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan dalam aspek tenaga pendidik, sarana 
prasarana serta pembiayaan di Dinas dapat ditinjau dari empat asek pokok 
implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. 
Dengan meninjau ke empat aspek tersebut, dapat diketahui bagaimana 
keberhasilan implementasi kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Dengan meninjau bagaimana implementasi 
kebijakan sumberdaya pendidikan di Dinas Pendidikan juga dapat diketahui 
bagaimana dampak kebijakan bagi sekolah. Dari uraian di atas, dapat 
digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Gambar 2. Alur Berpikir 
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D. Pertanyaan Penelitian 
Pertanyaan penelitian dibuat sebagai acuan peneliti selama penelitian. 
Acuan ini yang akan dijawab berdasarkan perolehan data-data di lapangan. 
Adapun pertanyaan penelitian yang akan diajukan adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan distribusi sumberdaya 
pendidikan di dinas pendidikan?  
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan distribusi sumberdaya 
pendidikan di tingkat sekolah? 
3. Bagaimana proses komunikasi dalam implementasi kebijakan distribusi 
sumberdaya tenaga pendidik? 
4. Bagaimana proses komunikasi dalam implementasi kebijakan distribusi 
sumberdaya sarana dan prasarana pendidikan? 
5. Bagaimana proses komunikasi dalam implementasi kebijakan distribusi 
sumberdaya pembiayaan pendidikan? 
6. Bagaimana ketersediaan sumberdaya dalam implementasi kebijakan 
distribusi sumberdaya tenaga pendidik? 
7. Bagaimana ketersediaan sumberdaya dalam implementasi kebijakan 
distribusi sumberdaya sarana dan prasarana pendidikan? 
8. Bagaimana ketersediaan sumberdaya dalam implementasi kebijakan 
distribusi sumberdaya pembiayaanpendidikan? 
9. Bagaimana disposisi dari implementor dalam implementasi kebijakan 
distribusi sumberdaya tenaga pendidik? 
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10. Bagaimana disposisi dari implementor dalam implementasi kebijakan 
distribusi sumberdaya sarana dan prasarana? 
11. Bagaimana disposisi dari implementor dalam implementasi kebijakan 
distribusi sumberdaya pembiayaan pendidikan? 
12. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan distribusi 
sumberdaya tenaga pendidik? 
13. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan distribusi 
sumberdaya sarana dan prasaranapendidikan? 
14. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan distribusi 
sumberdaya pembiayaan pendidikan? 
15. Bagaimana dampak kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di dinas 
pendidikan? 
16. Bagaimana dampak kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di sekolah? 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode 
penelitian deskriptif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode penelitian 
kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. 
Moloeng, 2005: 4). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian kualitatif 
yang bersifat deskriptif karena berusaha mendeskripsikan secara rinci tentang 
implementasi kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo. Deskripsi penelitian ini diperoleh dari data di lapangan 
baik berupa kata-kata maupun data tertulis. 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah guru, pegawai sekolah, Staf Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Kunci informan dalam penelitian ini adalah 
Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang secara langsung menangani 
distribusi sumberdaya pendidikan untuk sekolah yang ada di Kabupaten Kulon 
Progo. 
Informan guru dan pegawai sekolah dipilih secara snowball sampling. 
Snowball sampling merupakan teknik pengambilan sumber data, yang pada 
awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena 
dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data 
yang lengkap, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber 
data (Sugiyono, 2010: 300). Informan guru dan pegawai sekolah merupakan 
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informan yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan. Apabila telah mencapai 
kejenuhan data, maka proses pengumpulan data selesai. Objek penelitian ini 
adalah implementasi kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.  
C. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan Maret-Mei 2017 di 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Peneliti juga melakukan penelitian di 
beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Kulon Progo. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan interview atau wawancara langsung kepada informan, 
observasi serta dokumentasi.  
1. Wawancara  
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti 
melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan penelitian. Pengertian 
wawancara menurut Cholid N. & Abu Ahmadi, (2010: 10) adalah proses tanya jawab 
dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih 
bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan. Tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya 
untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden (Cholid N. & Abu 
Ahmadi, 2010: 86). 
2. Observasi  
Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan 
langsung agar dalam penelitian nanti data yang diperoleh lebih lengkap dan 
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akurat. Menurut Maman A. & Sambas A.M. (2011: 85) teknik observasi merupakan 
salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan 
pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam 
situasi buatan yang secara khusus diadakan (laboratorium) maupun dalam situasi 
alamiah atau sebenarnya (lapangan). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 
observasi secara langsung dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dengan 
sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki terkait implementasi kebijakan 
distribusi sumberdaya pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.  
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 
lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2002: 206).  
E. Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen atau alat penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. 
Sugiyono (2010: 305) menyatakan dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 
instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sekaligus 
merupakan perencanaan, pelaksana pengumpulan data, analisis penafsir data dan 
pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitian. Berdasarkan metode 
pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, maka peneliti 
menggunakan instrumen sebagai berikut: 
1. Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara berisi garis besar pertanyaan-pertanyaan dalam 
kegiatan wawancara yang kemudian dapat dikembangkan saat proses wawancara 
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berlangsung di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan 
data yang lebih lengkap terkait permasalahan yang sedang diteliti.  
Tabel 1.  Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 
1. Pedoman Observasi 
Pedoman observasi digunakan untuk mencatat kejadian atau berbagai hal 
yang dianggap mendukung data penelitian.  
Tabel 2. Kisi-Kisi Pedoman Observasi 
No Aspek yang Diamati Keterangan 
1. Fisik Gedung, Lingkungan, Peralatan Kantor, 
Kegiatan, Ruang Kerja. 
2. Non Fisik Interaksi, budaya kerja. 
 
 
 
No Aspek yang dikaji Indikator yang dicari Sumber data 
1. Mekanisme 
pelaksanaan 
kebijakan alokasi 
dan distribusi 
sumberdaya 
Pendidikan 
Mekanisme pelaksanaan 
kebijakan alokasi dan distribusi 
sumberdaya pendidikan di tingkat 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kulon Progo 
Staf Dinaas 
Pendidikan      
Kabupaten 
Kulon Progo 
2. Keberhasilan 
implementasi 
kebijakan distribusi 
sumberdaya 
Pendidikan 
Komunikasi (transisi, kejelasan,  
konsistensi) 
a. Sumberdaya (sumberdaya 
manusia, fasilitas, anggaran, 
kewenangan) 
- Disposisi 
Struktur Birokrasi  
SOP (Standar Operasional 
Prosedur) 
Staf Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Kulon Progo, 
Staf Sekolah 
  
3. Dampak 
implementasi 
kebijakan distribusi 
sumberdaya 
Pendidikan 
Sebab dan akibat bagi Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon 
Progo 
Sebab dan akibat bagi Sekolah 
Staf Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Kulon Progo, 
Staf Sekolah 
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2. Kajian Dokumentasi 
Pedoman dokumentasi akan digunakan sebagai pedoman untuk menggali 
data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 
lengger, agenda, dan sebagainya terkait dengan permaalahan yang diteliti.  
Tabel 3. Kisi-Kisi Pedoman Observasi 
No Aspek yang dicari Sumber Data 
1. Profil Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kulon Progo 
Dokumen atau arsip 
2. Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kulon Progo 
Dokumen atau arsip 
Foto 
 
3. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses mencari dan meyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 
diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2007: 335). Proses analisis data pada 
penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 
sumber, baik dari data wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam 
catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, 
foto, dan sebagainya (M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, 2014: 245). 
Tujuan dilakukannya analisis data dalam penelitian ini adalah untuk 
menyempitkan dan membatasi penemuan data di lapangan sampai menjadi suatu 
data yang sistematis dan rapi.  
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Dalam penelitian jenis kualitatif ini, analisis data yang akan digunakan yaitu 
model analisis dari Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman karena interaktif 
dan berkelanjutan. Adapun langkah-langkah model analisis data ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi dara “kasar” yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian (M. Djunaidi Ghony dan Fauzan 
Almanshur, 2014: 307).  Mereduksi data mempunyai arti bahwa merangkum, 
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan 
membuang yang tidak perlu. Dengan melakukan reduksi data ini, akan 
mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya untuk 
mencari data yang sekiranya masih diperlukan. 
2. Penyajian Data 
Proses penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Dengan melihat penyajian data ini, peneliti akan dapat memahami apa yang 
sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang 
didapat peneliti dari penyajian data tersebut (M. Djunaidi Ghony dan Fauzan 
Almanshur, 2014: 307). Dalam penelitian ini, data hasil penelitian akan disajikan 
dengan uraian singkat, tabel, dan bagan sesuai dengan fokus penelitian agar 
mudah dipahami dan memudahkan dalam pengambilan kesimoulan dalam 
menjawab rumusan masalah penelitian. 
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3. Penarikan kesimpulan  
Menurut Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman dalam (Sugiyono, 
2007: 345) penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 
sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan 
yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
konsisten saat kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penariikan kesimpulan ini 
dgunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian terkait impelementasi 
kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kulon Progo.  
 
Berikut adalah gambar dari proses analisis data yang diadopsi dari Matthew 
B. Miles dan Michael A. Huberman: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif Sumber: 
Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman (2009:20) 
Pengumpulan 
Data 
Reduksi 
Data 
Penarikan 
Kesimpulan/Verifika
si 
Penyajian 
Data 
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4. Uji Validitas data 
Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data dimana yang 
digunakan adalah triangulasi sumber. 
Triangulasi dengan sumber merupakan proses membandingkan dan 
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 
waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber ini dilakukan dengan cara: 
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 
yang dikatakannya secara pribadi. 
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang 
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintahan. 
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. (M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, 2012: 322) 
Selain menggunakan triangulasi sumber, untuk menguji kredibiltas data 
peneliti juga menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan cara membandingkan 
hasil wawancara atau metode wawancara dengan hasil observasi atau metode 
observasi maupun membandingkan dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
Data yang diperoleh dari sumber tersebut kemudian akan dideskripsikan, 
dikategorisasikan berdasarkan fokus penelitian. Data yang telah dianalisis akan 
menghasilkan suatu kesimpulan yang sama dari beberapa sumber yang ada. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu lembaga 
yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah 
dan tugas pembantuan bidang pendidikan antara lain: menyelenggarakan kegiatan 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan 
formal inforlam kesenian dan olahraga, dan kegiatan ketatausahaan. Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo terbagi ke dalam dua unit. Unit I terletak di 
Jl. Ki Josuto, Wates, Kulon Progo, Unit II terletak di Jl. Terbah, Wates, Kulon 
Progo. Akses pelayanan publik mudah dicapai karena ke dua lokasi Dinas 
Pendidikan ini berada di pusat kota Wates.  
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mempunyai visi “Terwujudnya 
Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Berkarakter dan Berprestasi Berdasarkan 
Budaya dan Sumber Daya Lokal”. Untuk merealisasikan visi yang telah 
ditetapkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo memiliki misi sebagai 
upaya yang akan dilaksanakan yaitu: a) Meningkatkan pelayanan dan pemerataan 
pendidikan; b) Meningkatkan manajemen pendidikan dan SDM pendidik dan 
tenaga kependidikan. 
2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
Susunan organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dapat 
dilihat dalam bagan berikut ini:  
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3. Sumber Daya Dinas Pendidikan 
a. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
Jumlah pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
sejumlah 5.270 orang dengan latar pendidikan yang berbeda-beda. Data jumlah 
pegawai tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4. Data Jumlah Pegawai di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon 
Progo 
No.  Uraian  Jumlah  
1  Sekretariat  46  
2  Bidang PAUDNI  24  
3  Bidang Pendidikan SD  15  
4  Bidang Pendidikan SMP  15  
5  Bidang Pendidikan SMA dan 
Kejuruan  
7  
7  UPTD SKB  5  
8  UPTD PAUD  92  
9  Penilik  10  
10  Pengawas TK  3  
11  Pengawas SD  22  
12  Pengawas SMP  10  
13  Pengawas SMA  8  
14  Pengawas SMK  8  
15  Pendidik TK  226  
16  Pendidik SD  2.185  
17  Tenaga Kependidikan SD  96  
18  Pendidik SMP  1.173  
19  Tenaga Kependidikan SMP  238  
20  Pendidik SMA  442  
21  Tenaga Kependidikan SMA  117  
22  Pendidik SMK  528  
23  Tenaga Kependidikan SMK  60  
JUMLAH  5.270  
(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 2016) 
Dari data di atas, diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon 
Progo memiliki jumlah pegawai sebanyak 5.270 orang yang tersebar di Dinas 
Pendidikan, UPTD PAUD dan DIKDAS, UPTD SKB, TK, SD, SMP, SMA dan 
Kejuruan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo sendiri memiliki jumlah staf 
yang pada beberapa bidang masih kurang. 
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1. Kebijakan Distribusi Sumberdaya Pendidikan di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo 
Distribusi sumberdaya pendidikan merupakan salah satu kebijakan 
pemerintah sebagai upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan. Tujuan dibentuknya peraturan ini adalah 
untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dengan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. 
Peraturan pemerintah ini dalam pelaksanaanya di setiap wilayah Indonesia akan 
berbeda-beda. Hasil penelitian di lapangan dalam mendeskripsikan kebijakan 
distribusi sumberdaya pendidikan dibatasi ke dalam tiga bidang, yaitu distribusi 
sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan pembiayaan pendidikan.    
a. Kebijakan Distribusi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu komponen penting 
dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dalam rangka mencapai tujuan 
pendidikan. Kebijakan distribusi sarana dan prasarana pendidikan di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo adalah proses perencanaan, mengakomodir 
permintaan sekolah, pengadaan dan pemerataan yang disesuaikan dengan Dapodik 
(Data pokok pendidikan) masing-masing sekolah dengan memperhatikan standar 
pelayanan minimal, seperti yang disampaikan ES, kepala seksi sarana dan 
prasarana pendidikan SMP, sebagai berikut: 
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“Untuk kebijakan dari dinas, lebih mengorientasikan pada pemenuhan 
standar pelayanan minimal terlebih dahulu. Seperti pengadaan buku, alat 
peraga, mebel dll itu kan sudah ada standar  nya. Seperti setiap sekolah 
harus memiliki perpustakaan dengan ukuran sekian kali sekian dll. 
Meskipun juga ada standar nasional, tetapi mau memenuhi standar nasional 
bagaimana kalau yang standar minimal belum terpenuhi. Pendistribusian 
sarana dan prasarana juga tidak serta merta kita laksanakan sendiri, tetapi 
mengakomodir permintaan dari sekolah. Permintaan dari sekolah ini 
berwujud proposal yang diajukan oleh masing-masing sekolah yang 
membutuhkan sarana dan prasarana. Proposal yang telah kita terima 
kemudian kita sesuaikan dengan data dapodik. Setelah itu, staf dinas akan 
melakukan verifikasi dengan terjun langsung ke sekolah yang bersangkutan. 
Setelah melakukan verifikasi, kita akan melakukan evaluasi dari hasil 
verifikasi tadi. Kalau memang proposal dari sekolah sesuai dengan dapodik 
dan layak, ya kita terima. Kemudian kita komunikasikan ke yang 
bersangkutan”. (ES/27/03/2017) 
Penjelasan yang senada dengan ES juga disampaikan oleh JS, kepala bidang 
sarana dan prasarana pendidikan SMP: 
“Sarpras itu kan terdiri dari sarana dan prasarana. Untuk prasarana itu kan 
aset yang tidak bergerak seperti tanah,  gedung sekolah. Nah itu kan sudah 
ada, berarti kita tidak mendistribusikan maka yang kita lakukan membangun 
yang baru atau merehab, atau mereka tidak punya kemudian kita beri sesuai 
dengan: 1 usulan sekolah, 2 kelayakan, 3 Dapodik (Data Pokok Pendidikan). 
Pertama  kita mengacu pada dapodik. Nanti sekolah akan  mengusulkan  
kepada kami dalam bentuk proposal, kemudian kita akan cek proposal 
tersebut dengan dapodik. Terkadang data yang ada di dalam dapodik belum 
tentu benar. Karenanya kemudian kita utus tim verifikasi, apakah sesuai 
atau tidak dan layak atau tidak. Misal sekolah mengusulkan ruang 
Laboratorium, kita cek kesana ternyata sekolahnya nggak punya tanah. 
Kemudian kita alihkan kepada sekolah yang membutuhkan dan memenuhi 
syarat. Kalau untuk Ruang Kelas Baru (RKB) kita tidak melayani, karena 
jumlah rombongan siswa SMP melebihi jumlah siswa SD yang lulus, 
sehingga tidak perlu, yang kami layani adalah rehab, kalau dia rusak, 
mengajukan ke kami, kami verifikasi, betul sesuai proposal, anggaran 
cukup, maka kami bantu.” (JS/18/05/2017) 
Dari  beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan 
distribusi sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo meliputi proses proposal yang diajukan oleh masing-
masig sekolah kemudian dilakukan verifikasi dengan dapodik maupun verifikasi 
langsung ke sekolah. Apabila hasil verifikasi sesuai, maka Dinas Pendidikan akan 
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menerima proposal dan memanggil sekolah yang bersangkutan.. Hal tersebut juga 
dibenarkan oleh K: 
“...kita usahakan distribusi dapat merata untuk semua sekolah. Untuk 
sekolah mana yang kita distribusi kita mengacu pada beberapa hal. Yang 
pertama mengacu pada proposal yang masuk disesuaikan dengan dapodik. 
Yang kedua kita verifikasi langsung ke lapangan atau ke sekolah-sekolah. 
Kita ber  empat staf dan satu dengan bapak ES selaku kepala seksi sarpras 
terkadang kita bagi setiap kecamatan. Terkadang kita acak juga, supaya kita 
bekerja juga tidak jenuh. Ketiga dengan cara evaluasi, setelah kita verifikasi 
di lapangan. Kita kumpul untuk melakukan evaluasi. Mana-mana yang 
paling tepat sesuai dengan standar pelayanan minimal. Kita juga melakukan 
rehab melihat dari jumlah siswa.” (K/29/03/2017) 
Dari penjelasan K di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan 
pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan juga melihat jumlah peserta didik 
sekolah yang bersangkutan. Selain jumlah peserta didik, Dinas Pendidikan juga 
memperhatikan beberapa aspek seperti yang dijelaskan S, staf sarana dan 
prasarana pendidikan SMP Dinas Pendidikan sebagai berikut: 
“Untuk distribusi sendiri kan banyak sekali kaitannya. Dengan seksi lain 
kita juga saling bantu. Walaupun kita sudah punya pedoman, tetapi kita 
tetap ada kaitannya dengan bidang lain terutama bidang SMP. Pertama dari 
sekolahan membutuhkan, sekolahan melakukan permintaan, terus kita 
mempelajari. Tidak semata-mata langsung kita beri. Tapi kita melihat dari 
banyak aspek, dari jumlah murid, gedung, lokasi, guru sekiranya dapat 
memanfaatkan atau tidak. Seperti untuk alat-alat TIK komputer kita juga 
melihat dari aspek gurunya. Apakah guru yang bersangkutan dapat 
mengoptimalkan pemanfaatan sarpras atau tidak.”  (S/29/03/2017)  
Dari penjelasan kepala bidang, kepala seksi dan beberapa staf sarana dan 
prasarana pendidikan SMP  di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan distribusi 
sarana dan prasarana pendidikan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon 
Progo dimulai dari proposal pengajuan masuk dari sekolah kemudian proposal 
diverifikasi dengan dapodik sekolah yang bersangkutan. Verifikasi ini juga 
dilakukan dengan terjun langsung ke sekolah. Setelah melakukan verifikasi, 
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dilakukan evaluasi. Apabila hasil verifikasi dan evaluasi sudah benar, kemudian 
Dinas Pendidikan akan memanggil sekolah yang bersangkutan.  
Kebijakan Dinas Pendidikan berdasarkan pada standar pelayanan minimal 
dengan mengutamakan pemerataan yang memperhatikan beberapa aspek seperti 
jumlah peserta didik, kondisi pegawai sekolah, kondisi lahan sekolah, gedung. 
Dari hasil penelitian, juga diperoleh data bahwa bidang sarana dan prasarana 
mempunyai rencana untuk membuat kebijakan baru terkait dengan distribusi 
sarana dan prasarana pendidikan. Rencana kebijakan ini didasarkan pada hasil 
evaluasi distribusi sarana dan prasarana yang dirasa belum maksimal oleh Dinas 
Pendidikan. Hal ini disampaikan oleh ES, selaku kepala seksi sarana dan 
prasarana, sebagai berikut: 
“...meskipun pendistribusian belum tercapai secara maksimal. Sehingga 
Dinas mulai tahun depan mempunyai rencana untuk membuat kebijakan 
pendistribusian sarpras berdasarkan prinsip tuntas. Prinsip tuntas ini semisal 
ada dua sekolah yang mengalami kekurangan. Kita akan melihat sekolah 
mana yang sekiranya memang sangat kekurangan, kemudian sekolah 
tersebut kita adakan sarpras secara tuntas dahulu. Kemudian baru beralih ke 
sekolah-sekolah yang lain. Selama ini kan berdasarkan prinsip pemerataan. 
Kalau bisa mulai tahun 2018 ya merata tapi tuntas. Untuk mendukung 
kebijakan tuntas tersebut kita juga berencana untuk membuat database. Jadi 
pihak dinas maupun sekolah itu sama-sama mempunyai up date kondisi 
sekolah masing-masing. Sehingga ketika dinas ditanya sekolah mana yang 
akan akan di alokasikan sarpras itu, Dinas sudah mempunyai pandangan.” 
(ES/27/03/2017) 
 
ES juga menyampaikan bahwa ada kemungkinan Dinas Pendidikan akan 
melakukan re grouping sekolah untuk tingkat SMP dua atau tiga tahun ke depan, 
hal tersebut disampaikan dlam wawancaranya sebagai berikut: 
“Kalau di SD (Sekolah Dasar), Dinas Pendidikan sudah mulai menerapkan 
regrouping sekolah, hal ini dikarenakan jumlah siswa yang semakin 
berkurang. Hal ini juga dilakukan untuk mengehemat pembiayaan entah itu 
pembiayaan sarpras maupun yang lainnya. Untuk tingkat SMP bisa 
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dimungkinkan dua atau tiga tahun ke depan juga akan diadakan regrouping. 
Terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di perbukitan atau 
perbatasan.” (ES/27/03/2017) 
b. Kebijakan Distribusi Tenaga Pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kulon Progo 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 24 ayat 1 tentang guru dan 
dosen menyebutkan bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik 
dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata 
untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan 
menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. (Kemendikbud, 2011: 4). 
Kebijakan distribusi tenaga pendidik Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
merupakan salah satu upaya dalam menunjang pemerataan tenaga pendidik 
dengan mengacu pada peraturan pemerintah, seperti yang disampaikan JS, selaku 
kepala bidang pendidikan SMP dalam wawancaranya: 
 
Hal senada juga disampaikan oleh S, bahwa: 
“Kalau pendistribusian itu sebenarnya sekarang baru kekurangan. Kita 
nunggu ada mutasi atau penarikan. Kalau untuk yang pegawai negeri. Kalau 
untuk honor itu sekolah bisa mencari sendiri. Kalau ada kekurangan seperti 
saat ini ya kita tidak bisa apa-apa. Soalnya kan tidak ada formasi 
pembukaan PNS. Nanti sekolah juga akan mencari sendiri guru tenaga 
bantu. Kita koordinasi dengan sekolah, BKPP pada intinya.” (S/12/04/2017) 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan Dinas Pendidikan dalam 
melakukan distribusi tenaga pendidik mengikuti peraturan pemerintah yang ada. 
Distribusi tenaga pendidik terdiri dari dua macam, yaitu distribusi tenaga pendidik 
PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendidik non PNS (honor). Distribusi 
tenaga pendidik PNS dilaksanakan ketika Dinas Pendidikan telah memperoleh 
surat tugas untuk tenaga pendidik yang terkait dari BKPP (Badan Kepegawaian 
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Pendidikan dan Pelatihan). Dalam menentukan sekolah mana yang memperoleh 
tenaga pendidik, BKPP berdasarkan pada usulan dari Dinas Pendidikan. Hal ini 
seperti yang disampaikan oleh S selaku kepala seksi tenaga pendidik SMP dalam 
wawancaranya, sebagai berikut: 
“Kita ya hanya sesuai dari BKPP, jadi kita sudah menerima surat tugas 
misal guru A ditempatkan dimana, guru B ditempatkan dimana. Kemudian 
kita memanggil guru yang bersangkutan tersebut untuk mengambil surat 
tugasnya. Tapi BKPP juga usul dari Dinas, nanti lewat kepala Dinas. Kan 
yang mengetahui sekolah mana kekuragan itu Dinas. Itu yang PNS, kalau 
yang swasta kan bisa mencari sendiri. Bisa juga yang swasta lewat BKPP.” 
(S/17/05/2017)  
Berdasarkan penjelasan di atas, Dinas Pendidikan dalam meminta tenaga 
pendidik ke BKPP berdasarkan pada usulan dari sekolah terlebih dahulu, seperti 
yang dijelaskan oleh Sy selaku salah  staf tenaga pendidik SMP di Kabupaten 
Kulon Progo, bahwa: 
“Koordinasinya itu ketika sekolah sini kekurangan tenaga pendidik apa, 
guru bidang studi  apa kemudian mengusulkan ke Dinas. Yang menentukan 
dapat atau tidaknya nanti BKPP Kabupaten Kulon Progo. Usulannya ke 
Dinas langsung. Usulan ini dalam bentuk surat permohonan. Untuk tenaga 
non pendidik atau non guru juga lewat Dinas.Dalam proses menunggu itu 
kita bisa mencari sendiri tenaga bantu.” (Sy/15/05/2017) 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan distribusi tenaga pendidik di 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo di awali dengan usulan dari pihak 
sekolah yang kekurangan tenaga guru maupun kekurangan jam mengajar melalui 
surat permohonan. Usulan dari sekolah kemudian disampaikan ke pihak BKPP. 
Setelah BKPP melakukan penetapan, surat tugas untuk guru yang terkait 
disampaikan ke Dinas Pendidikan yang nantinya akan disampaikan ke pihak 
sekolah.    
c. Kebijakan Distribusi Pembiayaan Pendidikan di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo 
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Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam 
menyiapkan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan di 
sekolah. Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dalam pembiayaan 
pendidikan yaitu melakukan distribusi biaya sesuai dengan aturan pemerintah 
yang meliputi dana APBN maupun APBD, seperti yang disampaikan JS, bahwa: 
“Pembiayaan, ada dua yaitu APBD itu namanya PBP (Penyediaan Biaya 
Pendidikan)untuk negeri, swasta namanya BPPD. Kalau negeri itu langsung 
lewat dinas, sekolah belanja apa kemudian SPJ ke dinas, sesuai, kemudian 
kita ganti, kalau untuk swasta kita dalam bentuk hibah, sekolah buka 
rekening, sesuai, memenuhi syarat kemudian kita transfer.  dan APBN itu 
yang BOS Pusat. Kalau yang BOS pusat langsung lewat sekolah masing-
masing, tapi tetep pantauan dinas.  BOS pusat itu kan bisa cair kalau kita 
sudah menandatangani surat perjanjian.” (JS/18/05/2017) 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk biaya pendidikan 
sekolah, Dinas Pendidikan mendistribusikan dua sumber dana yaitu APBN dan 
APBD. Dana APBN langsung dikirim ke sekolah masing-masing, sedangkan dana 
APBD dikirim lewat Dinas Pendidikan. Hal ini dipertegas oleh A, sebagai berikut: 
“Untuk rehabilitasi gedung atau yang terkait sarpras itu yang mengurus 
sarpras. Untuk pembiayaan bagian saya siswa itu dari APBN itu dana BOS 
pusat dan APBD. Yang APBD itu PBP (Penyediaan Biaya Pendidikan). 
Untuk yang APBN yang dari pusat yang dari kemendikbud itu langsung di 
distribusikan ke masing-masing rekening sekolah, tapi tetap kita pantau. 
Selain itu, syarat pencairan dana yang APBN itu ketika kita sudah 
menandatangani surat perjanjian. Berapa jumlahnya itu sudah dialokasikan 
pusat, sehingga dinas manut saja dengan pusat. Kemudian itu yang APBD 
kita pencairannya lewat Dinas berupa SPJ, kalau SPJ sudah sesuai kemudian 
sudah kita revisi, sekolah bisa ambil ke bank. Untuk jumlahnya itu 
disesuaikan dengan jumlah siswa.” (A/04/04/2017) 
 
 
2. Implementasi Kebijakan Distribusi Sumberdaya Pendidikan di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
a. Implementasi Kebijakan Distribusi Sarana dan Prasarana Pendidikan di 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
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Berdasarkan deskripsi kebijakan distribusi sarana dan prasarana pendidikan 
Dinas Pendidikan di atas, berikut ini adalah gambaran implementasi kebijakan 
distribusi sarana dan prasarana pendidikan dilihat dari teori Edward III yang 
melihat empat aspek pokok, yaitu: 
1) Komunikasi 
Komunikasi berkaitan dengan sosialisasi tentang kebijakan kepada 
organisasi dan/atau publik serta para agen pelaksana yang terlibat. Implementasi 
kebijakan distribusi sarana dan prasrana pendidikan akan berjalan dengan efektif 
apabila terjadi proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan 
pelaksana kebijakan. Sehingga pelaku kebijakan dapat memahami apa yang 
menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan serta dapat mempersiapkan 
hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi 
dalam implementasi kebijakan distribusi sarana dan prasarana di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dilakukan baik secara internal maupun 
eksternal. Komunikasi ini dilakukan melalui rapat koordinasi baik internal Dinas 
Pendidikan maupun eksternal dengan pihak sekolah. Undangan koordinasi ini 
baik melalui surat maupun media sosial seperti pesan WA, seperti yang 
disampaikan oleh K sebagai berikut:  
“Dari sekolahan kita panggil untuk ke Dinas. Misal sekolah A mendapat 
bantuan ini ini. Kita menghubungi sekolah selain lewat surat juga lewat 
WA. Kadang malah Cuma lewat WA, lebih praktis. Untuk koordinasi itu 
tidak tentu. Yang jelas untuk Dinas sebulan sekali dengan  UPTD masing-
masing kecamatan.” (K/29/03/2017) 
Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh N, sebagai berikut: 
“Setiap kali ada pendistribusian bantuan, kepala sekolah akan di undang 
oleh kepala seksi ke Dinas pemberitahuan bahwa sekolahnya mendapatkan 
bantuan sarana dan prasarana.”(N/27/03/2017)  
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Selain komunikasi dilakukan untuk memberitahu pihak sekolah bahwa 
sekolah yang bersangkutan mendapatkan bantuan, komunikasi juga dilakukan 
oleh Dinas Pendidikan untuk memberitahu bahwa bakal ada bantuan sarana dan 
prasarana sehingga sekolah dapat mempersiapkan pengajuan, seperti yang 
disampaikan oleh MJ, salah satu staf sarana dan prasaran SMP di Kabupaten 
Kulon Progo sebagai berikut: 
“Seandainya ada bantuan dari Dinas itu akan dikomunikasikan ke sekolah. 
Sekolah nanti bisa ngajuin proposal. Kalau proposal diterima, nanti bantuan 
akan di drop ke sekolah. Seperti sekarang, kan sekolah ini baru ada rehab 
ruang kelas. Dari Dinas sudah diberi bahan-bahan material dll. Untuk 
koordinasinya nanti biasanya lewat epala sekolah, kepala sekolah nanti akan 
menghubungi yang bersangkutan. Tapi kalau kepala sekolah ada halangan 
tidak bisa datang, saya yang mewakili.” (MJ/17/05/2017) 
Komunikasi dilakukan tidak hanya semata untuk distribusi sarana dan 
prasarana, tetapi digunakan untuk koordinasi kegiatan lain pula. Hal ini 
disampaikan oleh JS, selaku kepala bidang pendidikan SMP Dinas Pendidikan, 
sebagai berikut: 
“Kita undang kepala sekolah atau yang mewakili untuk rapat koordinasi. 
Rapat ini sesuai kebutuhan. Bisa sebulan 1 kali atau bisa lebih dari 1 kali. 
Tergantung kebutuhan dan kegiatan juga.” (JS/18/05/2017) 
Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa komunikasi 
langsung yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan koordinasi 
dengan sekolah dapat dijadikan sebagai sarana penyampaian informasi tentang 
distribusi sarana dan prasarana pendidikan, sehingga sekolah menjadi tahu 
mekanisme distribusi sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan dan 
apa yang harus sekolah persiapkan. Hal ini diperkuat oleh penjelasan TW, salah 
satu staf sarana ddan prasarana pendidikan SMP di Kabupaten Kulon Progo: 
“Sekolah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan, kita juga diberi tahu 
mekanisme nya di Dinas bagaimana sehingga sekolah bisa menyiapkan 
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proposalnya, nanti kalau memang mendapatkan, nanti kita akan dipanggil 
lewat surat. Tentunya apa yang kita minta itu yang sesuai, yang tersedia, 
anggaran di Dinas itu untuk apa. Untuk proses pengajuan sendiri biasanya 
sudah dibatasi tanggal sekian sampai sekian.” (TW/15/05/2017) 
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses 
komunikasi kebijakan distribusi sarana dan prasarana pendidikan dilakukan 
melalui rapat koordinasi baik rapat koordinasi internal Dinas Pendidikan maupun 
rapat koordinasi eksternal antara Dinas Pendidikan dengan sekolah maupun pihak 
lain yang berkaitan. Dalam mengundang untuk mengadakan rapat koordinasi, 
Dinas Pendidikan menyampaikan baik melalui surat maupun via media sosial 
berupa whatsapp. Hal ini dilakukan agar sekolah mendapat informasi yang cukup, 
sehingga dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses 
distribusi sarana dan prasarana pendidikan.  
2) Sumber Daya 
Aspek sumber daya berkaitan dengan sumber daya pendukung dalam 
pelaksanaan kebijakan distribusi sarana dan prasarana pendidikan agar dapat 
berjalan dengan baik. Aspek sumber daya meliputi: 
1. Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mendukung 
keberhasilan sebuah kebijakan yang ada. Sumber daya manusia berkaitan dengan 
kuantitas dan kualitas manusia. Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa 
sumber daya manusia Dinas Pendidikan yang mengurus segala hal yang berkaitan 
dengan distribusi sarana dan prasarana pendidikan SMP di Kabupaten Kulon 
Progo masih kurang, seperti yang disampaikan ES selaku kepala seksi sarana dan 
prasarana dalam wawancaranya berikut ini: 
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“Kalau dibilang tidak ya cukup. Kalau dibilang cukup ya tidak. Masing-
masing staf sarana dan prasarana disini tidak hanya mengurusi 
pendistribusian sarana dan prasarana. Empat staf disini semua merangkap. 
Satu staf merangkap sebagai bendahara membantu mengurus SPJ atau surat 
pertanggungjawaban. Satu staf menangani proposal-proposal dari sekolah 
yang masuk. Satu staf mengurusi bagian masuk keluarnya surat, dan yang 
terakhir mengurus pendataan. Padahal di kabupaten Kulon Progo ada 12 
kecamatan dengan banyak sekolah baik negeri maupun swasta. Ketika 
semua staf harus terjun ke lapangan, kantor tidak ada yang menunggu. 
Sehingga sebenarnya kami kekurangan satu staf.” (ES/27/03/2017) 
 
Hal senada juga disampikan oleh N, staf sarana dan prasarana sebagai 
berikut: 
“Kalau dibilang kurang ya cukup, cukup juga kurang. Kalau kita sedang 
monitoring dan pak kasi juga ikut monitoring, atau ketika kita semua ke 
sekolah, ruangan akan kosong. Padahal paling tidak ada orang yang 
menjaga ruangan ketika kita bertugas di luar atau mengurus administrasi. 
Sehingga kita gantian biasanya.” (N/27/03/2017) 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah staf Dinas 
Pendidikan yang mengurus sarana dan prasarana termasuk distribusi sejumlah 
empat staf dan satu kepala seksi. Dengan jumlah staf yang kurang Dinas 
Pendidikan mensiasati dengan melakukan pekerjaan secara berkreasi, gotong 
royong maupun membangun jejaring sosial dengan pihak lain, seperti penjelasan 
JS dalam wawancaranya sebagai berikut: 
“Kurang, nggak ada pengangkatan ini. Mereka itu bekerja sampai sore-sore 
terus. Kami mengatasinya dengan berkreasi, kalau harus lembur ya kami 
lembur sesuai kemampuan kita. Selain itu  kita membangun jejaring sosial, 
kita bekerjasama dengan pihak lain. Kita bekerjasama dengan MKKS, 
MGMP, maupun bidang lain.” (JS/18/05/2017) 
Memaksimalkan jumlah staf yang ada juga disampaikan oleh S, selaku staf 
sarana dan prasarana pendidikan: 
“Kalau dilihat dari rincian tugasnya kurang mbk bidang sarpras disini. 
Tetapi kita memaksimalkannya dengan bekerja bareng-bareng. Jadi saling 
membantu satu dengan yang lainnya.” (S/29/03/2017) 
Penjelasan ini diperkuat oleh K dari hasil wawancaranya sebagai berikut: 
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“Kita cukup-cukupkan. Karena kalau tidak begitu kita tidak akan cukup 
sebenarnya. Kita melakukan pekerjaan secara gotong royong saja. Banyak 
pekerjaan kita, ada laporan SPJ, dll” (K/29/03/2017) 
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara kuantitas 
sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan 
distribusi sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon 
Progo belum terpenuhi. Tetapi dalam bentuk kualitas sumber daya manusia sudah 
dirasa terpenuhi, hal ini didasarkan pada profesionalitas dan komitmen para staf 
untuk mensiasati kekurangan tenaga dengan bekerja secara berkreasi, gotong-
royong maupun membangun jejaring sosial dengan pihak-pihak lain 
2. Sumber Daya Anggaran 
Anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi sebuah 
kebijakan. Dari hasil penelitian, sumber daya anggaran secara khusus tidak 
dialokasikan dalam kebijakan distribusi sarana dan prasarana pendidikan. 
Sumber daya anggaran diperoleh dari dana APBN maupun APBD dan 
sumber dana lain seperti DAK (Dana Alokasi Khusus). Seperti apa yang 
disampaikan oleh JS bahwa: 
“Tidak ada, ya kita menganggarkan apa yang sehaarusnya kita anggarkan. 
Seperti tadi, kalau sarana dan prasarana APBN, APBD dan atau sumber 
dana lainnya.” (JS/18/05/2017) 
 
Hal senada juga disampaikan oleh N, selaku staf sarana dan prasarana 
pendidikan: 
“Karena pendistribusian sarana dan prasarana merupakan kebijakan dari 
pusat, sehinggga tidak ada anggaran khusus. Anggaran ya kita manut dari 
pusat. Kalau anggarannya itu bersumber dari tiga dana yaitu APBN, APBD, 
DAK dan Hibah DAK Tahun sebelumnya.” (N/27/03/2017) 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan 
distribusi sarana dan prasarana pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon 
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Progo tidak mengalokasikan anggaran. Sumber daya anggaran yang dialokasikan 
untuk melaksanakan distribusi sarana dan prasarana merupakan anggaran yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan juknis yang ada.  
3. Sumber Daya Fasilitas 
Fasilitas merupakan aspek pentting dalam menunjang keberhasilan 
implementasi suatu program atau kebijakan. Fasilitas yang baik dan cukup akan 
membuat sumber daya manusia bekerja secara maksimal. Dari hasil penelitian, 
didapat bahwa fasilitas yang menunjang kebijakan distribusi sarana dan prasarana 
pendidikan masih kurang. Hal ini disampaikan oleh JS dalam wawancaranya 
sebagai berikut: 
“Internet, tapi belum mencukupi soalnya jaringannya lemot banger. 
Komputer sebenanya kita juga kurang.” (JS/18/05/2017) 
Dari wawancara di atas, diketahui bahwa Dinas Pendidikan membutuhkan 
koneksi internet yang kuat. Dalam wawancara yang lain dengan N selaku staf 
sarana dan prasarana, menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan sebenarnya 
kekurangan alat transportasi roda empat yang digunakan untuk distribusi sarana 
dan prasarana. N menyatakan bahwa:  
“Nggak ada, ya kalau koneksi internet sudah ada. Kalau untuk komputer 
sebagian dari kita masih menggunakan komputer pribadi. Disini ada 
komputer sama print yang dari Dinas tapi masing-masing baru satu. Kalau 
dibilang cukup ya kurang, kalau dibilang kurang ya cukup. Kita 
memaksimalkan fasilitas yang ada saja. Cuma kadang kita merasa 
kesusahan dalam hal transportasi. Mobil Dinas itu cuma ada satu, kalau kita 
ingin mendistribusikan barang-barang yang cukup besar dalam jumlah yang 
banyak, mau enggak mau kita harus pakai mobil. Sedangkan terkadang 
mobil juga dipakai oleh seksi lain. Sehingga kadang kita harus antri dalam 
menggunakan mobil.” (N/27/03/2017) 
Hal ini senada dengan K bahwa: 
“Untuk fasilitas itu kalau di ruang ini ada satu komputer, satu printer. Untuk 
koneksi internet juga ada, meskipun kadang lemot. Untuk kendaraan roda 
empat kita baru mempunyai satu.” (K/29/03/2017) 
 61 
 
Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang dibutuhkan 
Dinas Pendidikan dalam melaksanakan distribusi sarana dan prasarana pendidikan 
belum terpenuhi secara keseluruhan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. 
Hal tersebut disiasati dengan membawa fasilitas pribadi, seperti yang disampaikan 
oleh ES, sebagai berikut: 
“Tidak ada fasilitas khusus untuk pendistribusian sarpras. Untuk fasilitas 
seperti laptop kami membawa sendiri-sendiri. Disini yang fasilitas dari 
Dinas itu ada satu komputer dan satu printer. Koneksi internet Dinas juga 
menyediakann. Kalau dikatakan apakah sudah menunjang ya sudah. Tetapi 
kalau fasilitas pribadi digunakan untuk pekerjaan dinas itu kurang leluasa.” 
(ES/27/03/2017) 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang dibutuhkan Dinas 
Pendidikan untuk distribusi sarana dan prasarana pendidikan seperti laptop, 
koneksi internet, keendaraan belum terpenuhi semuanya baik dari aspek kualitas 
maupun kuantitas. Belum terpenuhinya fasilitas ini disiasati dengan menggunakan 
fasilitas pribadi seperti laptop pribadi guna menunjang dalam bekerja. 
 
3) Disposisi 
Disposisi berkaitan erat dengan sikap dari pelaksana kebijakan  yang sangat  
berpengaruh dalam implementasi sebuah program atau kebijakan. Sikap dari 
pelaksana ini seperti komitmen dan kejujuran yang tinggi. Sikap dari pelaksana 
kebijakan ini dapat dilihat dari tanggapan pihak yang terkena dampak dari sebuah 
program atau kebijakan. Dari hasil penelitian. Respon MJ selaku salah satu staf 
sarana dan prasarana MP di Kabupaten Kulon Progo , adalah sebagai berikut:  
“Menurut saya sudah bagus. Seperti saat ini kalau rehab ruang kelas ini 
tidak bagus. Nanti Dinas akan memberikan sanksi ke pemborong. Hal ini 
juga berdasarkan pantauan sekolah juga.” (MJ/17/05/2017)  
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Dari respon di atas diketahui bahwa Dinas Pendidikan sudah berusaha untuk 
tegas dalam menangani masalah yang muncul terkait dengan distribusi sarana dan 
prasarana. Ketegasan dari Dinas Pendidikan ini sebagai salah satu wujud 
komitmen Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan distribusi dengan 
sebaik mungkin. Respon tersebut diperkuat oleh TW, sebagai berikut: 
“Dinas itu yang mengurusi sarpras sedikit dan banyak pekerjaan, tapi 
menurut saya sudah maksimal dalam bekerja. Mengusahakan agar semua 
terpenuhi dengan lancar.” (TW/15/05/2017) 
Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 
terhadap JS, selaku kepala bidang pendidikan SMP, bahwa:  
“..kami mengatasinya dengan berkreasi, kalau harus lembur ya kami lembur 
sesuai kemampuan kita. Selain itu  kita membangun jejaring sosial, kita 
bekerjasama dengan pihak lain. Kita bekerjasama dengan MKKS, MGMP, 
maupun bidang lain” (JS/18/05/2017) 
Dari beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa 
pelaksana kebijakan distribusi sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan memiliki 
komitmen yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini didapat dari hasil 
penelitian bahwa para staf sarana dan prasarana sekolah memberikan respon yang 
positif terhdap kinerja Dinas Pendidikan.  
4) Struktur Birokrasi 
Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, pelaksana kebijakan harus 
berpedoman pada SOP (Standart Operating Procedur). SOP merupakan petunjuk 
dan aturan-aturan yang ada dalam sebuah organisasi. Dalam melaksanakan 
distribusi sarana dan prasarana pendidikan, Dinas Pendidikan berpedoman pada 
SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh ES dalam 
wawancaranya sebagai berikut: 
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“Kalau untuk SOP dari Dinas sendiri tidak ada, karena kami mengacu pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2012. Peraturan tersebut sebagai 
pedoman kami dalam melaksanakan pendistribusian. Mulai dari 
perencanaan, penganggaran, sampai dengan pengadaan kami mengacu pada 
peraturan tersebut.” (ES/27/03/2017) 
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam 
implementasi kebijakan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMP di 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, SOP yang digunakan adalah Peraturan 
Pemerintah Nomor 70 tahun 2012. Dalam wawancara peneliti dengan ES, peneliti 
diberitahu seperti apa SOP tersebut. Kemudian peneliti disarankan untuk men 
download  sendiri SOP tersebut. Dari hasil penelitian pula didapat bahwa SOP 
yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan distribusi sarana dan  
prasarana ini kurang diketahui oleh pelaksana kebijakan yang lain. Hal tersebut 
disampaikan oleh K, selaku staf sarana dan prasarana: 
“Kita sesuai dengan juknis dari peraturan pemerintah saja mbk. Untuk 
peraturannya nomor berapa saya kurang tahu.” (K/29/03/2017) 
Hal tersebut diperkuat oleh N dalam wawancaranya, 
sebagai berikut: 
“Ada, tapi untuk peraturannya nomor berapa Saya kurang tau. Yang 
mengetahui Bapak ES selaku kepala seksi. Tapi SOP tersebut kita jadikan 
acuan kami dalam proses melaksanakan tugas.” (Ng/27/03/2017) 
Dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan distribusi sarana dan 
prasarana Dinas Pendidikan sudah berpedoman dengan juknis yang ada di SOP 
mulai dari perencanaan, penganggaran sampai pada pengadaan. Akan tetapi, SOP 
yang secara terperinci kurang dipahami oleh beberapa pelaksana kebijakan bidang 
sarana dan prasarana..  
b. Implementasi Kebijakan Distribusi Tenaga Pendidik di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
Berdasarkan deskripsi kebijakan distribusi tenaga pendidik Dinas 
Pendidikan di atas, berikut ini adalah gambaran implementasi kebijakan distribusi 
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tenaga pendidik dilihat dari teori Edward III yang melihat empat aspek pokok, 
yaitu: 
1) Komunikasi 
Komunikasi berkaitan dengan sosialisasi tentang kebijakan 
kepada organisasi dan/atau publik serta para agen pelaksana yang terlibat. 
Implementasi kebijakan distribusi sarana dan prasrana pendidikan akan berjalan 
dengan efektif apabila terjadi proses penyampaian informasi antara pembuat 
kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Sehingga pelaku kebijakan dapat 
memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan serta 
dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan 
kebijakan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan distribusi tenaga pendidik 
di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dilakukan baik secara internal 
maupun eksternal. Komunikasi ini dilakukan melalui rapat koordinasi, baik antara 
Dinas Pendidikan dan sekolah, maupun sekolah dengan pihak lain yang terkait, 
seperti yang disampaikan oleh S sebagai berikut:  
“Lewat MKKS, Lewat UPTD, lewat MGMP. Pertemuan ini tergantung 
kebutuhan. Tapi sering. Jadi lewat forum-forum itu nanti kita bisa 
mengetahui kondisi atau info dari sekolah masing-masing.” 
(S/12/04/2017) 
Kepala bidang pendidikan, Bapak JS juga menyampaikan bahwa: 
“Kita undang kepala sekolah atau yang mewakili untuk rapat koordinasi. 
Rapat ini sesuai kebutuhan. Bisa sebulan 1 kali atau bisa lebih dari 1 kali. 
Tergantung kebutuhan dan kegiatan juga.” (JS/18/05/2017) 
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam forum-forum rapat 
koordinasi seperti MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan MGMP 
(Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Kabupaten Kulon Progo digunakan oleh 
pihak sekolah untuk saling berbagi informasi keadaan sekolahnya seperti 
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kekurangan guru, kekurangan jam mengajar, mutasi guru dll. Dalam wawancara 
dengan narasumber lain, diketahui pula bahwa ketika proses usulan ke BKPP 
belum terpenuhi, pihak sekolah dapat melakukan pemenuhan tenaga pendidik 
terlebih dahulu dengan sistem pemenuhan jam atau harian lepas. Hal ini seperti 
yang disampaikan oleh Sy, bahwa: 
“...untuk yang non PNS itu saling komunikasi saja. Untuk yang non PNS 
ini biasanya karena  proses usulan sampai terpenuhinya guru itu 
membutuhkan waktu yang tidak cepat. Sehingga sebelum terpenuhi, 
biasanya di komunikasikan di MKKS (Musyawarah Kerja Kepala 
Sekolah) se Kabupaten Kulon Progo. Di MKKS ini kita akan mengetahui 
sekolah  mana yang kelebihan guru maupun kekurangan guru. Contohnya: 
untuk bulan Mei tahun 2017 ini guru PKn disini sudah pensiun, kemudian 
kami informasikan ke MKKS, selain itu kami juga komunikasikan ke antar 
guru atau pegawai disini apabila mempunyai saudara yang sekiranya 
masuk kualifikasi untuk mengisi kekosongan guru sementara. Kalau 
sekolah sudah dapat pengganti yang PNS dari BKPP, tenaga pendidik 
yang honor tadi kita berhentikan. Sehingga yang honor ini cuma untuk 
pemenuhan jam atau harian lepas.” (Sy/15/05/2017) 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi kebijakan distribusi 
tenaga pendidik di Dinas Pendidikan dilakukan melalui rapat-rapat tertentu seperti 
rapat MGMP, MKKS maupun rapat yag diadakan oleh Dinas Pendidikan dengan 
mengundang kepala sekolah atau yang mewakili. Komunikasi dalam bentuk rapat 
ini diadakan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan. Hal ini 
dilakukan agar sekolah satu dengan yang lainnya maupun sekolah dengan Dinas 
Pendidikan dapat mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan distribusi tenaga 
pendidik.  
2) Sumberdaya 
Aspek sumber daya berkaitan dengan sumber daya pendukung dalam 
pelaksanaan kebijakan distribusi sarana dan prasarana pendidikan agar dapat 
berjalan dengan baik. Aspek sumber daya meliputi: 
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1. Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mendukung 
keberhasilan sebuah kebijakan yang ada. Sumber daya manusia berkaitan dengan 
kuantitas dan kualitas manusia. Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa 
sumber daya manusia Dinas Pendidikan yang mengurus segala hal yang berkaitan 
dengan distribusi tenaga pendidik SMP di Kabupaten Kulon Progo masih kurang, 
hal ini disampaikan JS selaku kepala bidang pendidikan: 
“Kurang, nggak ada pengangkatan ini. Mereka itu bekerja sampai sore-sore 
terus. Kami mengatasinya dengan berkreasi, kalau harus lembur ya kami 
lembur sesuai kemampuan kita. Selian itu  kita membangun jejaring sosial, 
kita bekerjasama dengan pihak lain. Kita bekerjasama dengan MKKS, 
MGMP, maupun bidang lain.” (JS/18/05/2017)  
Hal tersebut diperkuat dengan oleh S: 
“Ya sebetulnya pas sibuk-sibuknya sebenarnya kurang. Karena banyak yang 
double pekerjaan.” (S/12/04/2017) 
Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia 
yang mengurus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
adalah 3 orang, seperti yang disampaikan oleh S: 
“3 orang dengan saya.” (S/12/04/2017)  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pelaksanaan 
distribusi tenaga pendidik sejumlah tiga orang. Dengan jumlah tiga orang ini, 
Dinas Pendidikan masih merasa kurang. Hal ini berkaitan dengan tugas lain yang 
tidak hanya fokus pada distribusi tenaga pendidik.  
2. Sumber Daya Anggaran  
Anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi sebuah 
kebijakan. Dari hasil penelitian, sumber daya anggaran secara khusus tidak 
dialokasikan dalam kebijakan distribusi tenaga pendidik. Seperti yang 
disampaikan oleh S: 
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“Tidak ada, karena itu sudah aturan dari pemerintah.” (S/12/04/2017) 
Hal ini senada dengan JS: 
“Tidak ada, ya kita mengganggrakan apa yang seharusnya kita  anggarkan 
untuk itu.” (JS/18/05/2017) 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada sumber daya anggaran selain 
sumber daya anggaran dari pemerintah. Hal ini dikarenakan kebijakan distribusi 
tenaga pendidik merupakan aturan dari pemerintah, sehingga Dinas Pendidikan 
hanya sebagai pelaksana dari aturan pemerintah tersebut. 
3. Sumber Daya Fasilitas 
Fasilitas merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan 
implementasi suatu program atau kebijakan. Fasilitas yang baik dan cukup akan 
membuat sumber daya manusia bekerja secara maksimal. Dari hasil penelitian, 
didapat bahwa fasilitas yang menunjang kebijakan distribusi tenaga pendidik 
masih kurang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh S, dalam wawancaranya 
sebagai berikut: 
“Komputer dan koneksi internet palingan. Kalau untuk ruangan tenaga 
pendidik sebenarnya kita merasa kurang. Karena seperti yang mbak lihat 
sendiri disini terbagi untuk dua bidang. SMP dan TK. Tapi kita bekerja 
dengan enjoy saja.” (S/12/04/2017) 
Hal di atas diperkuat oleh Sk, selaku kepala seksi tenaga pendidik bahwa: 
“Ada, seperti komputer koneksi internet. Ideal nya satu orang satu 
komputer, tapi kita siasati. Ruangan kita sebenarnya kurang, karena ini 1 
ruang untuk dua bidang.” (S/12/04/2017) 
Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa dalam melaksanakan distribusi 
tenaga pendidik, Dinas Pendidikan masih kekurangan fasilitas komputer dan 
ruangan. Berdasarkan hasil penelitian, hal tersebut dikarenakan idealnya satu 
fasilitas komputer untuk satu orang dan ruangan tenaga pendidik jenjang SMP 
dengan jenjang TK dipisah. 
 
 68 
 
3) Disposisi 
Disposisi berkaitan erat dengan sikap dari pelaksana kebijakan  yang sangat 
berpengaruh dalam implementasi sebuah program atau kebijakan. Sikap dari 
pelaksana ini seperti komitmen dan kejujuran yang tinggi. Sikap dari pelaksana 
kebijakan ini dapat dilihat dari tanggapan pihak yang terkena dampak dari sebuah 
program atau kebijakan. Dari hasil penelitian, respon Sy selaku salah satu staf 
tenaga pendidik sekolah di Kabupaten Kulon Progo, adalah sebagai berikut: 
“Cepat sekali, meskipun prosesnya dari Dinas BKPP itu tidak langsung. 
Tapi kalau menurut saya sudah tergolong cepat dan langsung 
ditindaklanjuti. Selain itu, untuk pensiun normal juga sudah diantisipasi, 
kemudian di tahun ajaran baru langsung dikomunikasikan antara Dinas dan 
BKPP lewat Dikdas.”( Sy/15/05/2017) 
Hal senada juga disampaikan oleh Sr dalam wawancaranya sebagai berikut:  
“Saya nggak berani mengatakan baik atau tidak. Karena saya hanya bisa 
mengatakan dampaknya untuk sekolah ini. Kalau untuk sekolah ini ya sudah  
baik.” (Sr/17/05/2017) 
  
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam melakukan 
penditribusian tenaga pendidik yang meliputi pemerataan sumberdaya guru 
maupun pemerataan jam mengajar, Dinas Pendidikan sudah cukup baik dengan 
berusaha menindaklanjuti permasalahan yang ada dalam waktu secepat mungkin 
meskipun pemerataan belum mampu terjadi di semua sekolah yang ada di Kulon 
Progo. 
4) Struktur Birokrasi 
Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, pelaksana kebijakan harus 
berpedoman pada SOP (Standart Operating Procedur). SOP merupakan petunjuk 
dan aturan-aturan yang ada dalam sebuah organisasi. Dalam melaksanakan 
distribusi tenaga pendidik, Dinas Pendidikan tidak mempunyai SOP khusus 
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karena mengacu pada peraturan pemerintah, seperti yang disampaikan Sk sebagai 
berikut: 
“Kita sesuai juknis dari peraturan pemerintah  saja. Nanti mbak nya bisa 
download sendiri peraturan-peraturan pemerintah terkait guru, pamong, 
pengawas dll. Karena kita disini sebagai fasilitator juga, jadi tinggal 
mengikuti peraturan yang ada saja.” (Sk/12/04/2017) 
Saat melakukan penelitian, peneliti diberi soft file peraturan-peraturan 
pemerintah yang dijadikan bidang tenaga pendidikan dalam melaksanakan 
kebijakan diantaranya adalah Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional 
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2010 tentang petunjuk 
pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. 
 
c. Implementasi Kebijakan Distribusi Pembiayaan Pendidikan di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
Berdasarkan deskripsi kebijakan distribusi pembiayaan pendidikan Dinas 
Pendidikan di atas, berikut ini adalah gambaran implementasi kebijakan distribusi 
pembiayaan pendidikan dilihat dari teori Edward III yang melihat empat aspek 
pokok, yaitu: 
1) Komunikasi 
Komunikasi berkaitan dengan sosialisasi tentang kebijakan kepada 
organisasi dan/atau publik serta para agen pelaksana yang terlibat. Implementasi 
kebijakan distribusi pembiayaan pendidikan akan berjalan dengan efektif apabila 
terjadi proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana 
kebijakan. Sehingga pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isu, 
tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan serta dapat mempersiapkan hal-hal apa 
saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi dalam 
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implementasi kebijakan distribusi pembiayaan pendidikan di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo dilakukan melalui rapat koordinasi baik Dinas 
Pendidikan dengan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dengan pihak lain 
yang terkait, seperti yang disampaikan oleh AS sebagai berikut:  
“Kita otomatis koordinasi dengan bendahara-bendahara sekolah. Untuk 
yang PBP ya kita koordinasi dengan bendahara sekolah yang mengurus 
PBP. Karena sekolah itu tidak hanya mempunyai 1 bendahara. Kita 
koordinasi juga lewat kepala sekolah lewat MKKS, misal ada info-info atau 
kegiatan apa. Selain itu kita juga koordinasi dengan pengawas sekolah untuk 
yang PBP APBD. Untuk pembiayaan yang lomba-lomba kita koordinasi 
dengan pihak luar tidak hanya sekolah.” (AS/04/04/2017) 
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh S selaku salah satu bendahara 
sekolah, bahwa: 
“Ya kita saling koordinasi saja antara sekolah dengan Dinas Pendidikan, 
bisa lewat forum rapat atau sekolah sekedar datang ke Dinas Pendidikan 
untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan pembiayaan.” (S/15/05/2017)  
Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi 
kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan koordinasi 
dengan sekolah maupun pihak lain yang terkait dapat dijadikan sebagai sarana 
penyampaian informasi tentang pembiayaan pendidikan, sehingga pihak sekolah 
dapat mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan sampai pencairan 
biaya pendidikan untuk sekolahnya.  
2) Sumberdaya 
Aspek sumber daya berkaitan dengan sumber daya pendukung dalam 
pelaksanaan kebijakan distribusi pembiayaan pendidikan agar dapat berjalan 
dengan baik. Aspek sumber daya meliputi: 
1. Sumber Daya Manusia 
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Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mendukung 
keberhasilan sebuah kebijakan yang ada. Sumber daya manusia berkaitan dengan 
kuantitas dan kualitas manusia. Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa 
sumber daya manusia Dinas Pendidikan yang mengurus segala hal yang berkaitan 
dengan pembiayaan pendidikan SMP di Kabupaten Kulon Progo masih kurang, 
seperti yang disampaikan AS selaku kepala seksi pembiayaan pendidikan dalam 
wawancaranya berikut ini: 
“Sangat kurang, karena untuk pembiayaan sendiri kita mengurusi banyak 
hal. Ada lomba-lomba juga. Memaksimalkan tenaga yang ada. Yang APBN 
kita meminta bantuan sekolah.” (AS/04/04/2017) 
Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa jumlah staf Dinas Pendidikan yang 
mengurus pembiayaan pendidikan masih kurang. Dari hasil penelitian, di dapat 
hasil bahwa jumlah staf pembiayaan pendidikan sebanyak dua orang dan satu 
kepala seksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kuantitas sumber daya 
manusia untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan distribusi sarana 
dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo belum 
terpenuhi. Tetapi dalam bentuk kualitas sumber daya manusia sudah dirasa 
terpenuhi, hal ini didasarkan pada profesionalitas dan komitmen para staf untuk 
mensiasati kekurangan tenaga dengan bekerja secara berkreasi, gotong-royong 
maupun membangun jejaring sosial dengan pihak-pihak lain, seperti yang 
disampaikan JS dalam wawancaranya: 
“Kurang, nggak ada pengangkatan ini. Mereka itu bekerja sampai sore-sore 
terus. Kami mengatasinya dengan berkreasi, kalau harus lembur ya kami 
lembur sesuai kemampuan kita. Selain itu  kita membangun jejaring sosial, 
kita bekerjasama dengan pihak lain. Kita bekerjasama dengan MKKS, 
MGMP, maupun bidang lain.” (JS/18/05/2017) 
2. Sumber Daya Anggaran 
 72 
 
Anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi sebuah 
kebijakan. Dari hasil penelitian, sumber daya anggaran secara khusus tidak 
dialokasikan dalam kebijakan distribusi pembiayaan pendidikan. Sumber daya 
anggaran diperoleh dari dana APBN maupun APBD, seperti yang disampaikan 
oleh AS, bahwa: 
“Tidak ada, ya kita cuma menganggarkan dana yang digunakan untuk 
pembiayan masing-masing sekolah itu” (AS/04/04/2017) 
 
3. Sumber Daya Fasilitas 
Fasilitas merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan 
implementasi suatu program atau kebijakan. Fasilitas yang baik dan cukup akan 
membuat sumber daya manusia bekerja secara maksimal. Dari hasil penelitian, 
didapat bahwa fasilitas yang menunjang kebijakan distribusi sarana dan prasarana 
pendidikan masih kurang. Hal ini disampaikan oleh JS dalam wawancaranya 
sebagai berikut: 
“Internet, tapi belum mencukupi soalnya jaringannya lemot banger. 
Komputer sebenanya kita juga kurang.” (JS/18/05/2017) 
Hal senada juga disampaikan oleh AS selaku kepala seksi pembiayaan 
pendidikan, sebagai berikut: 
“Jaringan internet ada, meski masih belum kenceng.” (AS/04/04/2017) 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan membutuhkan 
koneksi internet yang kuat dan alat komputer dalam menunjang kinerja umber 
daya manusia yang ada. 
3) Disposisi 
Disposisi berkaitan erat dengan sikap dari pelaksana kebijakan  yang sangat 
berpengaruh dalam implementasi sebuah program atau kebijakan. Sikap dari 
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pelaksana ini seperti komitmen dan kejujuran yang tinggi. Sikap dari pelaksana 
kebijakan ini dapat dilihat dari tanggapan pihak yang terkena dampak dari sebuah 
program atau kebijakan. Dari hasil penelitian, respon D selaku salah satu 
bendahara sekolah di Kabupaten Kulon Progo, adalah sebagai berikut: 
“Kalau menurut saya sendiri sudah baik, ibu AS selaku kepala seksi 
pembiayaan dan staf nya itu bersedia membantu kami dalam mebuat spj 
yang benar agar pencairannya tepat waktu.” (D/17/05/2017) 
Dari pejelasan di atas, dapat diketahui bahwa komitmen pelaksana distribusi 
pembiayaan pendidikan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya cukup 
baik. Komitmen ini dapat dilihat dalam membimbing sekolah-sekolah terkait 
pengajuan sampai pencairan pembiayaan.    
4) Struktur Birokrasi 
Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, pelaksana kebijakan harus 
berpedoman pada SOP (Standart Operating Procedur). SOP merupakan petunjuk 
dan aturan-aturan yang ada dalam sebuah organisasi. Dalam melaksanakan 
distribusi pembiayaan pendidikan, Dinas Pendidikan berpedoman pada SOP yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh AS dalam 
wawancaranya sebagai berikut: 
“Yang APBD mengacu pada peraturan daerah, yang APBN ya mengacu 
pada peraturan pemeritah, seperti BOS itu juknis nya terbaru dari 
permendikbud No. 08 Tahun 2012, mbk nya bisa download sendiri.” 
(A/04/04/2017) 
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa secara khusus Dinas 
Pendidikan tidak memiliki SOP sendiri. Hal ini senada dengan JS, bahwa: 
“Semuanya ada kurang lebih seperti yang saya sampaikan di kebijakan 
Dinas tadi, kita mengacu pada peraturan.” (JS/18/05/2017) 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan distribusi pembiayaan 
pendidikan adalah dari pihak pemerintah.  
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4. Dampak Implementasi Kebijakan Distribusi Sumberdaya Pendidikan di 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
a. Bagi Sekolah 
Pelaksanaaan distribusi sumber daya pendidikan pada jenjang SMP di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mengakibatkan dampak bagi sekolah. Dari 
hasil penelitian, dampak distribusi sumber daya pendidikan baik sarana dan 
prasarana pendidikan, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan adalah 
terpenuhinya sumber daya pendidikan untuk sekolah dalam menunjang 
berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut seperti yang disampaikan 
oleh TW, selaku staf sarana dan prasarana pendidikan salah satu sekolah di 
Kabupaten Kulon Progo: 
“Sarana dan prasarana kan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Ya 
terpenuhinya sarana dan prasarana di sekolah sehingga kita dapat 
melakukan kegiatan belajar mengajar dengan lancar. Karena bagaimanapun 
tanpa sarpras pembelajaran akan berlangsung tidak efisien.” 
(TW/15/05/2017) 
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dampak pelaksanaan 
kebijakan distribusi sarana dan prasarana pendidikan untuk sekolah yaitu 
pembelajaran di sekolah dapat berlangsung secara efisien. Hal senada juga 
disampaikan oleh MJ, sebagai berikut: 
“Yang jelas terpenuhinya sarpras di sekolah guna menunjang efektifnya 
pembelajaran untuk siswa maupun guru mbk.” (MJ/17/05/2017) 
Dari penjelasan beberapa guru SMP di atas, dapat diketahui bahwa dampak 
dari dilaksanakannya distribusi sarana dan prasarana pendidikan adalah 
terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan peraturan dan waktu 
yang telah ditetapkan meskipun sumber daya manusia Dinas Pendidikan selaku 
pelaksana distribusi masih kurang, seperti yang disampaikan oleh MJ:   
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“Dinas itu yang mengurusi sarpras sedikit dan banyak pekerjaan, tapi 
menurut saya sudah maksimal dalam bekerja. Mengusahakan agar semua 
terpenuhi dengan lancar.” (MJ/17/05/2017) 
Dampak yang sama juga terkait dengan distribusi tenaga pendidik. Dari 
hasil peneltian, didapat bahwa kebijakan ditribusi tenaga pendidik menunjang 
pemerataan jam mengajar guru maupun pemerataan jumlah guru. Hal ini 
disampaikan oleh Sy, selaku staf tenaga pendidik salah satu sekolah di Kabupaten 
Kulon Progo bahwa: 
“Kalau untuk dampaknya ya jelas kebutuhan guru di masing-masing sekolah 
khususnya untuk tingkat SMP dapat terpenuhi dan merata. Tapi saya juga 
kurang tahu kalau di sekolah-sekolah lain. Tetapi untuk SMP N 1 Lendah 
sendiri sudah cukup baik dampaknya.” (Sy/15/05/2017) 
Hasil wawancara di atas juga diperkuat oleh Sr, sebagai berikut: 
“Ya jelas terpenuhinya guru-guru untuk sekolah sesuai dengan kebutuhan 
sekolahnya masing-masing. Pemerataan pada intinya.” (Sr/17/05/2017) 
Dampak pelaksanaan distribusi tenaga pendidik ini tidak terlepas dari 
kerjasama berbagai pihak yang terkait, karena dalam distribusi tenaga pendidik, 
Dinas Pendidikan tidak memiliki wewenang sepenuhnya. Wewenang Dinas 
Pendidikan yaitu memproses usulan atau permohonan dari sekolah-sekolah ke 
BKPP. Seperti yang disampaikan oleh Sy dalam wawancaranya sebagai berikut:  
“Yang menentukan dapat atau tidaknya nanti BKPP Kabupaten Kulon 
Progo. Usulannya ke Dinas langsung. Usulan ini dalam bentuk surat 
permohonan. Untuk tenaga non pendidik atau non guru juga lewat Dinas.” 
(Sy/15/05/2017) 
Kerjasama dalam bentuk lain juga dilakukan melalui forum-forum rapat 
seperti forum rapat MKKS maupun MGMP. Hal ini seperti yang disampaikan 
oleh Sr: 
“Ya itu mbk, apabila sekolah kekurangan guru kita komunikasikan dengan 
Dinas Pendidikan maupu UPTD maupun kita komunikasikan di forum-
forum seperti MKKS dan MGMP. Dari forum-forum seperti itu kita bakal 
mengetahui kondisi sekolah-sekolah yang lain.” (Sr/ 17/05/2017)  
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi tenaga pendidik oleh Dinas 
Pendidikan sudah berjalan cukup baik. Pemerataan tenaga pendidik PNS erat 
kaitannya dengan peraturan pemerintah tentang formasi PNS sehingga Dinas 
Pendidikan maupun sekolah tidak mempunyai wewenang lebih, sedangkan untuk 
tenaga pendidik non PNS, sekolah mempunyai wewenang untuk 
mengupayakannya mencari sendiri.  
Terkait dengan distribusi pembiayaan pendidikan, di dapat hasil bahwa 
sekolah masih merasa kurang dengan peraturan anggaran yang ada, respon D 
selaku salah satu bendahara sekolah di Kabupaten Kulon Progo , adalah sebagai 
berikut:  
“Karena kita juga hanya bisa sekedar usul jumlah anggaran kemudian 
menerima, kita harus pandai-pandai mengelolanya. Kalau untuk jumlah 
anggaran yang segitu ya pandai-pandainya sekolah mengelola, karena 
sebenarnya itu kurang. Kita juga tidak boleh menarik dana. Aturan yang 
baru sekarang juga lebih diperketat.” (D/17/05/2017)  
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kebijakan distribusi 
pembiayaan pendidikan untuk sekolah masih kurang terkait dengan jumlah 
anggaran. Hal yang sama juga disampaikan oleh S dalam wawancaranya, bahwa: 
“Kalau berbicara tentang biaya pendidikan sebenarnya kurang sehingga 
balik lagi bagaimana sekolah mengelola anggaran yang sudah ada dari 
pemerintah dengan sebaik-baiknya.” (S/15/05/2017) 
 
4. Pembahasan 
Kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan merupakan salah satu 
kebijakan pemerintah untuk mengatasi pemerataan pendidikan. Kebijakan ini 
mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan. Tujuan dibentuknya peraturan ini adalah 
untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan 
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kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dengan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. 
Peraturan pemerintah ini dalam pelaksanaanya di setiap wilayah Indonesia akan 
berbeda-beda. Hasil penelitian di lapangan dalam mendeskripsikan implementasi 
kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan dibatasi ke dalam tiga bidang, yaitu 
distribusi sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan pembiayaan 
pendidikan. 
Kebijakan distribusi sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo dimulai dari proposal pengajuan masuk dari sekolah 
kemudian proposal diverifikasi dengan dapodik sekolah yang bersangkutan. 
Verifikasi ini juga dilakukan dengan terjun langsung ke sekolah. Setelah 
melakukan verifikasi, dilakukan evaluasi. Apabila hasil verifikasi dan evaluasi 
sudah benar, kemudian Dinas Pendidikan akan memanggil sekolah yang 
bersangkutan. Kebijakan Dinas Pendidikan juga berdasar pada standar pelayanan 
minimal dengan memperhatikan beberapa aspek seperti jumlah peserta didik, 
jumlah pegawai sekolah, kondisi lahan sekolah, perawatan. Proses verifikasi 
proposal sangat penting untuk dilakukan agar nantinya distribusi yang dilakukan 
oleh Dinas Pendidikan ke sekolah benar-benar tepat secara kualitas maupun 
kuantitas. Setelah proses verifikasi dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu 
evaluasi. 
Evaluasi merupakan proses merundingkan antara proposal, dapodik dengan 
kondisi lapangan secara langsung. Proses evaluasi ini biasanya dilakukan oleh staf 
sarana dan prasarana bersama kepala seksi. Hasil dari evaluasi ini nantinya akan 
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menjadi keputusan bersama yang akan disampaikan kepada kepala Dinas 
Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan akan memanggil sekolah penerima 
bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam pendistribusian sarana dan 
prasarana pendidikan, Dinas Pendidikan merasa kurang maksimal sehingga 
bidang sarana dan prasarana mempunyai rencana untuk membuat kebijakan 
distribusi dengan prinsip tuntas yang sebelumnya berdasarkan prinsip merata. 
Dinas Pendidikan juga telah melakukan kebijakan re grouping SD (Sekolah 
Dasar), hal ini dikarenakan jumlah siswa yang semakin berkurang dan dapat 
menghemat pembiayaan dalam bidang sarana dan prasarana maupun bidang 
lainnya. Re grouping tingkat SMP juga dimungkinkan dapat dilaksanakaan dua 
atau tiga tahun ke depan untuk sekolah-sekolah daerah perbatasan. 
Kebijakan distribusi tenaga pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon 
Progo mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Distribusi tenaga pendidik terdiri 
dari dua macam, yaitu distribusi tenaga pendidik PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 
tenaga pendidik non PNS (honor). Distribusi tenaga pendidik PNS dilaksanakan 
ketika Dinas Pendidikan telah memperoleh surat tugas untuk tenaga pendidik 
yang terkait dari BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) 
Kabupaten Kulon Progo. Dalam menentukan sekolah mana yang memperoleh 
tenaga pendidik, BKPP berdasarkan pada usulan dari Dinas Pendidikan. Sekolah 
mempunyai wewenang untuk mengajukan permintaan tenaga pendidik ke Dinas 
Pendidikan, permintaan tersebut akan di proses oleh Dinas Pendidikan dan BKPP. 
Selama proses permintaan tersebut diproses, sekolah mempunyai kewenangan 
untuk mencari tenaga pendidik sementara atau tenaga bantu non PNS.  
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Kebijakan distribusi pembiayaan pendidikan di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo yaitu melakukan distribusi biaya pendidikan ke sekolah-
sekolah sesuai dengan peraturan pemerintah. Pembiayaan pendidikan yang di 
distribusikan ada dua, yang pertama yaitu APBD, namanya PBP (Penyediaan 
Biaya Pendidikan) untuk negeri, untuk swasta namanya BPPD. Untuk distribusi 
ke sekolah negeri langsung lewat dinas, sekolah belanja kemudian sekolah wajib 
melakukan SPJ ke dinas, apabila SPJ yang telah dibuat sekolah sesuai, maka 
Dinas Pendidikan akan menggantinya. Distribusi untuk sekolah swasta dalam 
bentuk hibah, yaitu dengan cara sekolah membuka rekening, apabila sesuai dan 
memenuhi syarat kemudian Dinas Pendidikan akan melakukan transfer. Kedua 
yaitu APBN atau dana BOS Pusat. Distribusi dana BOS pusat langsung lewat 
sekolah masing-masing, tetapi tetap dalam pantauan Dinas Pendidikan karena  
BOS pusat bisa cair apabila Dinas Pendidikan sudah menandatangani surat 
perjanjian. 
Dari hasil pembahasan di atas, kebijakan pendidikan terkait dengan 
kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan 
termasuk dalam kebijakan pendidikan di tingkat pusat maupun kebijakan 
pendidikan di tingkat daerah. Kebijakan pendidikan di tingkat pusat yaitu 
kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat pusat 
dan mempunyai ruang lingkup nasional. Karena ruang cakupannya secara 
nasional, maka kebijakan ini akan berlaku di semua wilayah NKRI. (Hasbullah, 
2015: 47). Kebijakan pendidikan di tingkat daerah yaitu  kebijakan pendidikan 
yang diterapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah  dan mempunyai 
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ruang lingkup daerah. Karena ruang cakupannya berada di tingkat daerah, maka 
hanya berlaku pada daerah yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Wujud 
kebijakan pendidikan di daerah ada dua macam, yaitu: pertama, Perda (Peraturan 
Daerah) tentang pendidikan yang perumusannya berada di tangan eksekutif 
(Bupati/Walikota) dan legislatif (DPRD), kedua, keputusan/peraturan 
bupati/walikota tentang pendidikan. (Hasbullah, 2015: 48). 
Untuk melihat implementasi kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang dalam penelitian ini dibatasi ke 
dalam tiga bidang yaitu sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan 
pembiayaan pendidikan, peneliti menggunakan teori George Edward III. Dalam 
teori George Edward III disebutkan bahwa ada empat aspek yang berpengaruh 
terhadap keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, 
disposisi dan struktur birokrasi. 
Aspek pertama, yaitu komunikasi dalam implementasi kebijakan distribusi 
sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik maupun pembiayaan 
pendidikan berkaitan dengan penyampaian informasi. George Edward III 
menyebutkan bahwa agar pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal yang 
berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, diperlukan proses penyampaian 
informasi mengenai distribusi ke tiga sumberdaya tersebut kepada pelaku 
kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui , memahami apa yang 
menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan sehingga para pelaku 
kebijakan dapat mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan agar apa yang 
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai (Joko Widodo, 2008: 97). 
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Penyampaian informasi terkait distribusi sarana dan prasarana pendidikan, tenaga 
pendidik maupun pembiayaan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon 
Progo dilakukan melalui rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan pihak 
sekolah maupun Dinas Pendidikan dengan pihak lain yang terlibat. Rapat 
koordinasi yang dilakukan disesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan, seperti 
dalam forum MGMP, MKKS maupun rapat yang diadakan oleh pihak Dinas 
Pendidikan sendiri. Dalam forum-forum tersebut masing-masing sekolah maupun 
Dinas Pendidikan akan mengetahui informasi, kondisi setiap sekolah sehingga 
baik Dinas maupun sekolah dapat mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan distribusi sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik maupun 
pembiayaan pendidikan. 
Aspek kedua, yaitu sumber daya. Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
memiliki jumlah staf yang cukup memiliki komitmen dalam melaksanakan 
kebijakan distribusi, baik untuk staf sarana dan prasarana pendidikan, tenaga 
pendidik maupun pembiayaan pendidikan. Sumber daya fasilitas yang dimiliki 
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dalam segi kualitas maupun 
kuantitas masih kurang, padahal fasilitas merupakan faktor penting yang 
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan distribusi sarana dan 
prasarana pendidikan, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan. Fasilitas 
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan distribusi sarana dan prasarana pendidikan, 
tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan meliputi jaringan internet untuk 
akses informasi, komputer dan alat transportasi roda empat untuk distribusi sarana 
dan prasarana pendidikan, karena terkadang masih terjadi antri antar bidang dalam 
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penggunaan alat transportasi roda empat untuk melaksanakan tugasnya di masing-
masing bidang. Selain fasilitas, sumber daya anggaran juga merupakan faktor 
penting. Anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat dirasa belum cukup oleh 
sekolah terkait dengan sumber daya pembiayaan pendidikan. 
Aspek ke tiga, yaitu disposisi. George Edward III menjelaskan bahwa 
disposisi pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang 
berpengaruh pada berhasil tidaknya implementasi sebuah program atau kebijakan. 
Disposisi staf Dinas Pendidikan yang menangani distribusi sarana dan prasarana 
pendidikan, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari 
kepuasan sekolah terhadap kinerja Dinas Pendidikan. Secara keseluruhan, kinerja 
Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan distribusi sarana dan prasarana, 
tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan sudah baik dengan berusaha 
mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana, tenaga pendidik maupun biaya 
untuk sekolah-sekolah dengan mengacu pada juknis peraturan pemerintah maupun 
peraturan daerah yang telah ditetapkan. Disposisi dan kinerja yang baik dari 
pelaksana kebijakan tidak terlepas dari struktur birokrasi. Dalam struktur birokrasi 
harus terdapat SOP (Standard Operating Procedure). Dalam melaksanakan 
sebuah kebijakan, pelaksana kebijakan harus berpedoman pada SOP (Standart 
Operating Procedur). SOP merupakan petunjuk dan aturan-aturan yang ada dalam 
sebuah organisasi. 
Terkait dengan hal tersebut, dalam melaksanakan distribusi sarana dan 
prasarana, Dinas Pendidikan  berpedoman pada SOP peraturan pemerintah yaitu 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang 
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pelaksanaan distribusi tenaga 
pendidik, Dinas Pendidikan juga berpedoman pada peraturan pemerintah yang ada 
diantaranya adalah Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan 
jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Begitu pula dalam pelaksanaaan 
distribusi pembiayaan, untuk biaya BOS mengacu pada permendikbud No. 08 
Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah. 
Dengan adanya peraturan yang telah disepakati bersama ini memudahkan 
Dinas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Selain SOP, dalam 
struktur birokrasi juga terdapat penyebaran tanggungjawab yang mempermudah 
pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan distribusi sarana dan 
prasarana, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan penyebaran 
tanggungjawab sudah terbagi dengan baik yaitu sekolah mengajukan usulan 
terkait kekurangan guru, pemenuhan sarana dan prasarana maupun rencana 
anggaran. Dinas membagi tugas antara staf satu dengan yang lainnya untuk 
memproses pengajuan sekolah tersebut. Dalam bidang tenaga pendidik, BKD juga 
mempunyai tugas penentuan distribusi tenaga pendidik sesuai dengan usulan 
Dinas dan sekolah. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing bidang Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo saling melengkapi dan saling bekerjasama. 
Gambaran mengenai impelementasi kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan 
di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 5. Implementasi Kebijakan Distribusi Sumberdaya Pendidikan  
di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo  
(Sumber: Hasil Penelitian) 
 
Dari gambar bagan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa untuk 
implementasi kebijakan distribusi sarana dan prasarana, tenaga pendidik maupun 
pembiayaan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo di dukung 
oleh sumber daya manusia yang secara kuantitas masih kurang tetapi secara 
kualitas sudah baik dalam bentuk sumber daya manusia yang mempunyai 
komitmen dalam tugasnya. Dengan komitmen yang tinggi dari agen-agen 
pelaksana kebijakan maka fasilitas yang masih terbatas seperti kuragnya alat 
transportasi roda empat, kurangnya komputer di setiap ruang maupun lemahnya 
koneksi internet dalam menyebarkan dan mengakses informasi dapat 
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dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin guna menunjang kelancaran 
pelaksanaan distribusi. Komitmen yang tinggi juga dibuktikan dengan kinerja 
yang efektif sehingga sekolah sebagai satuan pendidikan yang terkena dampak 
kebijakan merasa puas. Dalam aspek komunikasi antara pelaksana kebijakan di 
tingkat Dinas Pendidikan maupun sekolah sudah berjalan dengan baik dan 
konsisten dalam bentuk rapat-rapat koordinasi melalui MGMP, MKKS maupun 
rapat koordinasi lain yang diadakan oleh Dinas Pendidikan yang disesuaikan 
dengan kegiatan dan kebutuhan sehingga peraturan yang dijadikan sebagai SOP 
atau pedoman dalam melaksanakan tugas masing-masing dapat berjalan dengan 
efektif pula.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan pelaksanaan 
kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kulon Progo adalah sebagai berikut: 
1. Komunikasi 
Komunikasi kebijakan distribusi sarana dan prasarana pendidikan, tenaga 
pendidik dan pembiayaan pendidikan dilakukan melalui rapat koordinasi antara 
Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dengan pihak 
lain yang terlibat. Rapat koordinasi yang dilakukan disesuaikan dengan kegiatan 
dan kebutuhan, seperti dalam forum MGMP dan MKKS maupun rapat yang 
diadakan oleh Dinas Pendidikan. Dalam forum tersebut masing-masing sekolah 
maupun Dinas Pendidikan akan mengetahui informasi, kondisi setiap sekolah 
sehingga baik Dinas maupun sekolah dapat mempersiapkan hal-hal yang 
berkaitan dengan pelaksanaan distribusi sarana dan prasarana pendidikan, tenaga 
pendidik maupun pembiayaan pendidikan. 
 
2. Sumber Daya 
Sumber daya manusia yang terlibat untuk mendukung pelaksanaan 
kebijakan distribusi adalah seluruh staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
baik bidang sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan pembiayaan pendidikan 
Sumber daya fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan distribusi di 
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Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo adalah komputer, jaringan internet, dan 
alat transportasi.  
3. Disposisi 
Agen-agen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan memiliki komitmen 
yang cukup tinggi dalam melaksanakan kebijakan distribusi sarana dan prasarana, 
tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan dengan berusaha mengakomodir 
kebutuhan sarana dan prasarana, tenaga pendidik maupun biaya untuk sekolah-
sekolah dengan mengacu pada juknis peraturan pemerintah maupun peraturan 
daerah yang telah ditetapkan. Disposisi dan kinerja yang baik dari pelaksana 
kebijakan tidak terlepas dari struktur birokrasi. 
4. Struktur Birokrasi 
Agen pelaksana dalam melaksanakan distribusi sarana dan prasarana  
berpedoman pada SOP peraturan pemerintah yaitu Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. Dalam pelaksanaan distribusi tenaga pendidik, Dinas Pendidikan 
berpedoman pada peraturan pemerintah yang ada diantaranya adalah Peraturan 
Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
No. 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan 
angka kreditnya. Pelaksanaaan distribusi pembiayaan, untuk biaya BOS mengacu 
pada permendikbud No. 08 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Bantuan  
Operasional Sekolah.  
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B. Saran 
Berdasarkan hasil kajian penelitian mengenai implementasi kebijakan 
distribusi sumber daya pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 
dapat diajukan saran-saran sebagai upaya memberi masukan kepada 
penngambilan kebijakan sebagai berikut:   
1. Bagi Dinas Pendidikan 
a. Melakukan koordinasi rutin antara Dinas Pendidikan dengan sekolah untuk 
distribusi sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan pembiayaan 
pendidikan 
b. Melakukan analisis kebutuhan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing 
sekolah. 
c. Melakukan analisis kebutuhan Dinas Pendidikan, baik kebutuhan 
sumberdaya manusia maupun fasilitas.  
2. Bagi Sekolah 
a. Untuk mengurangi kesalahan dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban 
(SPJ)  terkait distribusi biaya pendidikan, sebaiknya kepala sekolah 
mengadakan pelatihan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam 
membuat laporan SPJ yang baik dan benar. 
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Lampiran 1. Pedoman Observasi, Wawancara dan Dokumentasi 
A. Pedoman Observasi 
No Aspek yang Diamati Keterangan 
1. Fisik Mengamati sarana dan prasarana 
yang dimiliki dalam pelaksanaan 
kebijakan, kondisi gedung maupun 
kondisi ruangan kerja. 
2. Non Fisik Mengamati interaksi yang terjadi 
antara pegawai atau pelaksana 
kebijakan. 
 
B. Pedoman Wawancara  
1. Pedoman Wawancara untuk Staf Dinas Pendidikan 
1) Bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan terkait dengan distribusi sarana dan 
prasarana? 
2) Siapa saja yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan distribusi 
sarana dan prasarana? 
3) Berapa jumlah  staf Dinas yang mengurus bagian sarana dan prasarana? 
4) Apakah dengan jumlah sedemikian sudah cukup atau tidak? 
5) Bagaimana bentuk koordinasi antara Dinas dengan sekolah? 
6) Apakah ada permasalahan yang sering diterima terkait distribusi sarana dan 
prasarana? 
7) Bagaimana Dinas menanggapi dan menangani permasalahan tersebut? 
8) Apakah Dinas memiliki SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan 
pendistribusian sarana dan prasarana? 
9) Terkait dengan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan, apakah ada 
anggaran yang dialokasikan khusus untuk pendistribusian? 
10) Kendala apa yang di hadapi dalam pendistribusian sarana dan prasarana? 
11) Bagaimana upaya Dinas dalam menghadapi kendala tersebut? 
12) Apakah Dinas memperoleh fasilitas khusus untuk melaksanakan kebijakan 
pendistribusian sarana dan prasarana? 
13) Bagaimana mekanisme pendistribusian sarana dan prasarana? 
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2. Pedoman Wawancara untuk Sekolah  
1) Bagaimana proses koordinasi terkait kebijakan distribusi tenaga pendidik 
dengan Dinas Pendidikan? 
2) Bagaimana proses koordinasi terkait kebijakan distribusi pembiayaan 
pendidikan dengan Dinas Pendidikan? 
3) Bagaimana proses koordinasi terkait kebijakan distribusi sarana dan prasarana 
dengan Dinas Pendidikan? 
4) Apa wewenang sekolah terkait kebijakan distribusi? 
5) Bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan distribusi di sekolah? 
6) Bagaimana dampak dari pelaksanaan kebijkan distribusi untuk sekolah? 
7) Apakah terdapat masalah terkait distribusi di tingkat sekolah? 
8) Bagaimana strategi Bapak/Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? 
9) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kinerja Dinas Pendidikan dalam 
melaksanakan kebijakan pendistribusian tersebut? 
C. Pedoman Dokumentasi  
No Aspek yang dicari Sumber Data 
1. Profil Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo 
Dokumen atau 
arsip 
2. Kegiatan Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Kulon Progo 
Dokumen atau 
arsip 
Foto 
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Lampiran 2. Catatan Lapangan 
CATATAN LAPANGAN  
Tanggal : Jumat, 17 Maret 2017  
Waktu  : 13.00 WIB 
Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
Kegiatan : Mengurus Surat Ijin Penelitian dan Membicarakan Rencana Penelitian 
 Pada hari Jumat, 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB peneliti datang ke lokasi 
penelitian. Sampai di lokasi penelitian, peneliti menuju ke subag umum Dinas Pendidikan. 
Sampai di ruang Subag Umum, peneliti bertemu dengan ibu N. Kemudian peneliti 
memberikan  surat penelitian dari kampus yang telah di proses oleh BPMPT (Badan 
Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu) Kabupaten Kulon Progo serta  menjelaskan 
maksud dan tujuan peneliti. Kemudian ibu N menerima dengan baik maksud dan tujuan 
peneliti.  Kemudian ibu N meminta peneliti untuk datang kembali ke Dinas Pendidikan pada 
hari Selasa 21 Maret 2017 atau Rabu 22 Maret 2017 untuk melihat apakah surat penelitian 
sudah selesai di disposisikan atau belum.  Setelah terjadi kesepakatan tersebut, peneliti 
langsung minta pamit.  
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CATATAN LAPANGAN 
Tanggal : Rabu, 22 Maret 2017 
Waktu  : 10.00 WIB 
Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
Kegiatan : Wawancara dengan Staf Dinas Pendidikan  
Hari Rabu, 22 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIB peneliti datang ke Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Peneliti menuju ke ruang subag umum Dinas 
Pendidikan untuk menanyakan disposisi surat. Sampai di subag umum, peneliti bertemu 
kembali dengan ibu N. Ibu N menjelaskan bahwa surat sudah selesai di disposisi dan dapat 
melakukan wawancara atau mencari data  pada hari itu juga. Ibu N juga mengarahkan peneliti 
untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi ketenagaan Dinas Pendidikan. Setelah 
mendapatkan pengarahan, peneliti pamit kepada ibu N untuk menuju ruang Kasi ketenagaan.  
Sampai di ruang ketenagaan Dinas Pendidikan, peneliti menjelaskan maksud dan 
tujuan peneliti kepada salah satu staf yang berada di ruang ketenagaan. Staf tersebut 
menjelaskan bahwa sedang ada rapat untuk jajaran Kepala Bidang maupun  Kepala Seksi. 
Kemudian sekitar pukul 11.30 peneliti bertemu dengan Ibu S selaku kepala seksi ketenagaan. 
Kemudian peneliti menjelaskan maksud dan tujuan, Ibu S menyambut peneliti dengan baik 
dan memperbolehkan peneliti untuk melakukan wawancara mulai hari itu. Pada saat itu juga, 
peneliti melakukan wawancara dengan ibu S. Setelah sesi wawancara dirasa cukup peneliti 
berpamitan dan mengucapkan terimakasih.    
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CATATAN LAPANGAN 
Tanggal : Senin, 27 Maret 2017 
Waktu  : 13.00 WIB 
Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
Kegiatan : Wawancara dengan Staf Dinas Pendidikan Bpk Eko Suratman 
 Pada hari Senin, 27 Maret 2017 peneliti kembali lagi ke Dinas Pendidikan untuk 
melakukan wawancara dengan Bapak ES selaku kepala seksi sarana dan prasarana 
pendidikan tingkat SMP. Peneliti lagsung mendatangi ruangan sarana dan prasarana.  Setelah 
bertemu dengan Bapak ES, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan peneliti. Peneliti 
kemudian melakukan wawancara dengan Bapak ES. Kegiatan wawancara dengan Bapak ES 
berlangsung cukup lama dengan dengan informasi yang di dapatkan juga sudah cukup. 
Peneliti juga memint ijin kepada Bapak ES selaku kepala seksi untuk melakukan wawancara 
dengan staf sarana dan prasarana yang lainnya. Kemudian Bapak ES menyambut dengan baik 
keinginan peneliti dan memperbolehkan peneliti untuk melakukan wawancara hingga data 
yang diperoleh cukup. Setelah data dan informasi yang diterima peneliti dirasa cukup, 
kemudian peneliti berpamitan untuk istirahat kemudian melakukan kegiatan wawancara 
kembali dengan salah satu staf sarana dan prasarana setelah jam istirahat.  
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CATATAN LAPANGAN 
Tanggal : Senin, 27 Maret 2017 
Waktu  : 13.30 WIB 
Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
Kegiatan : Wawancara Staf Sarana dan Prasarana (Bapak N)  
 Peneliti kembali lagi ke ruang sarana dan prasarana sekitar pukul 13.00 WIB pada 
hari Senin, 27 Maret 2017 dan bertemu langsung dengan Bapak N. Setelah menjelaskan 
maksud dan tujuan peneliti, Bapak N bersedia untuk diwawancarai. Kegiatan wawancara 
berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan kegiatan wawancara bersama Bapak ES. Akan 
tetapi, data dan informasi yang didapatkan sudah dirasa cukup. Bapak N juga menyampaikan 
apabila sekiranya peneliti membutuhkan data maupun informasi lagi, dapat langsung ke 
ruang sarana dan prasarana. Setelah penelitian dirasa cukup, peneliti mengucapkan 
terimakasih dan berpamitan. 
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CATATAN LAPANGAN 
Tanggal : Rabu, 10 Mei 2017  
Waktu  : 09.00 WIB 
Tempat : SMP N 1 Lendah 
Kegiatan : Mengurus Surat Ijin Penelitian dan Membicarakan Rencana Penelitian 
 Sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo agar 
melakukan wawancara di SMP N 1 Lendah. Peneliti datang ke SMP N 1 Lendah pada hari 
Rabu, 10 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah sampai di lokasi, peneliti bertemu 
dengan kepala sekolah dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan peneliti. Kepala 
sekolah menyambut dengan baik maksud kedatangan peneliti. Kemudian kepala sekolah 
mengarahkan peneliti untuk ke TU. Sesampai di TU peneliti bertemu dengan Ibu S. Setelah 
menyampaikan maksud dan tujuan peneliti kepada Ibu S, Ibu S mengarahkan peneliti agar 
melakukan wawancara di Hari Senin, 16 Mei 2017 saja. Karena ketika hari itu, SMP N 1 
Lendah sedang sibuk mengurus serah terima jabatan kepala sekolah baru. Setelah dirasa 
cukup, peneliti mengucapkan terimakasih dan ijin pamit.  
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Lampiran 3. Transkrip Wawancara 
TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal : Senin, 27 Maret 2017 
Pukul  : 13.00 WIB 
Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
Narasumber : Bapak ES 
Pekerjaaan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana   
 
1. Bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan terkait dengan distribusi sarana dan 
prasarana? 
Untuk kebijakan dari dinas, lebih mengorientasikan pada pemenuhan SPM (Standar 
Pelayanan Minimal) terlebih dahulu. Seperti pengadaan buku, alat peraga, mebel dll 
itu kan sudah ada SPM nya. Seperti setiap sekolah harus memiliki perpustakaan 
dengan ukuran sekian kali sekian dll. Meskipun juga ada standar nasional, tetapi mau 
memenuhi standar nasional bagaimana kalau yang standar minimal belum terpenuhi. 
Pendistribusian sarana dan prasarana juga tidak serta merta kita laksanakan sendiri, 
tetapi mengakomodir permintaan dari sekolah. Permintaan dari sekolah ini berwujud 
proposal yang diajukan oleh masing-masing sekolah yang membutuhkan sarana dan 
prasarana. Proposal yang telah kita terima kemudian kita sesuaikan dengan data 
dapodik. Setelah itu, staf dinas akan melakukan verifikasi dengan terjun langsung ke 
sekolah yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, kita akan melakukan 
evaluasi dari hasil verifikasi tadi. Kalau memang proposal dari sekolah sesuai dengan 
dapodik dan layak, ya kita terima. Kemudian kita komunikasikan ke yang 
bersangkutan. 
2. Siapa saja yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan distribusi darana 
dan prasarana? 
Dinas Pendidikan, pihak penyedia, pihak sekolah 
3. Berapa jumlah staf dinas yang mengurus bagian sarana dan prasarana? 
Empat staf dengan satu kepala seksi. Sehingga jumlahnya lima. 
4. Apakah dengan jumlah sedemikian apakah cukup atau tidak? 
Kalau dibilang tidak ya cukup. Kalau dibilang cukup ya tidak. Masing-masing staf 
sarana dan prasarana disini tidak hanya mengurusi pendistribusian sarana dan 
prasarana. Empat staf disini semua merangkap. Satu staf merangkap sebagai 
bendahara membantu mengurus SPJ atau surat pertanggungjawaban. Satu staf 
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menangani proposal-proposal dari sekolah yang masuk. Satu staf mengurusi bagian 
masuk keluarnya surat, dan yang terakhir mengurus pendataan. Padahal di kabupaten 
Kulon Progo ada 12 kecamatan dengan banyak sekolah baik negeri maupun swasta. 
Ketika semua staf harus terjun ke lapangan, kantor tidak ada yang menunggu. 
Sehingga sebenarnya kami kekurangan satu staf.  
5. Bagaimana bentuk koordinasi antara Dinas dengan sekolah? 
Dalam waktu-waktu tertentu biasanya kami mengumpulkan sekolah yang mengajukan 
proposal. Kami memanggil kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau bendahara 
sekolah yang telah mengajukan proposal.   
6. Apakah ada permasalahan yang sering diterima terkait ditribusi sarana dan prasarana? 
Kalau permasalahan itu jelas ada. Seperti sarpras yang kita adakan tidak semua 
sekolah memanfaatkannya dengan maksimal. Sehingga ada kasus barang yang masih 
bagus, tetapi karena tidak pernah dimanfaatkan sehingga justru rusak. Kalau masalah 
seperti itu, kami menyerahkannya kepada kebijakan sekolah masing-masing. Karena 
dinas juga tidak bisa memantau secara terus-menerus. Ada juga sekolah yang protes 
kenapa barang yang kami adakan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. 
Kembali lagi kepada kebijakan kami, bahwa kami berorientasi kepada SPM. Seperti: 
sekolah A mengajukan pembangunan Laboratorium IPA. Kemudian kami melakukan 
verifikasi ke sekolah tersebut, dan ditemukan bahwa Lab IPA sekolah A masih bagus, 
sedangkan perpustakaannya kurang memenuhi standar. Kemudian kami 
mengalokasikan pengadaan untuk perpustakaan sekolah A.  
7. Bagaimana Dinas menanggapi dan menangai permasalahan tersebut? 
Kami berusaha memberikan penjelasan kepada pihak sekolah dengan pertimbangan-
pertimbangan yang ada.  
8. Apakah Dinas memiliki SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan pendistribusian 
sarana dan prasarna? 
Kalau untuk SOP dari Dinas sendiri tidak ada, karena kami mengacu pada Peraturan 
Pemerintah No 70 tahun 202. Peraturan tersebut sebagai pedoman kami dalam 
melaksanakan pendistribusian. Mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan 
pengadaan kami mengacu pada peraturan tersebut. 
9. Terkait dengan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan, apakah ada anggaran 
yang dialokasikan khusus untuk pendistribusian? 
Tidak ada. Karena pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan merupakan 
kebijakan dari pemerintah pusat. Kalau di SD (Sekolah Dasar), Dinas Pendidikan 
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sudah mulai menerapkan regrouping sekolah, hal ini dikarenakan jumlah siswa yang 
semakin berkurang. Hal ini juga dilakukan untuk mengehemat pembiayaan entah itu 
pembiayaan sarpras maupun yang lainnya. Untuk tingkat SMP bisa dimungkinkan 
dua atau tiga tahun ke depan juga akan diadakan regrouping. Terutama untuk sekolah-
sekolah yang berada di perbukitan atau perbatasan.  
10. Kendala apa yang di hadapi dalam pendistribusian sarana dan prasarana? 
Kendala itu pasti ada. Seperti soal anggaran, kan anggaran kita ikut dari pemerintah. 
Anggaran yang ada belum mampu untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana 
untuk semua sekolah yang mengajukan proposal. Kendala juga terdapat pada aspek 
jarak dan komunikasi. Untuk sekolah-sekolah yang berda di perbatasan, seperti 
kecamatan Girimulyo, Kalibawang. Terkadang kami kesusahan untuk menjangkaunya 
dalam pengadaan barang.  
11. Bagaimana upaya Dinas dalam menghadapi kendala tersebut? 
Kami bekerja secara bersama-sama. Sebisa kami mengatasinya. Terjun ke sekolah-
sekolah yang mengajukan proposal untuk melakukan verifikasi. Empat staf yang ada 
dibagi ke dalam 12 kecamatan yang ada. Setelah melakukan verifikasi, kami 
melakukan evaluasi di kantor untuk menetapkan sekolah mana yang benar-benar tepat 
sasaran.  
12. Apakah Dinas memperoleh fasilitas khusus untuk melaksanakan kebijakan 
pendistribusian sarana dan prasarana?  
Tidak ada fasilitas khusus untuk pendistribusian sarpras. Untuk fasilitas seperti laptop 
kami membawa sendiri-sendiri. Disini yang fasilitas dari Dinas itu ada satu komputer 
dan satu printer. Koneksi internet Dinas juga menyediakann. Kalau dikatakan apakah 
sudah menunjang ya sudah. Tetapi kalau fasilitas pribadi digunakan untuk pekerjaan 
dinas itu kurang leluasa. 
13. Apa dampak dari adanya kebijakan pendistribusian sarana dan prasarana? 
Dampak yang bisa terlihat seperti terpenuhinya ruang-ruang belajar, fasilitas yang 
lebih baik yang lebih layak, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 
menunjang proses belajar yang lebih baik, sehingga tujuan pendidikan yang ada dapat 
tercapai. Meskipun pendistribusian belum tercapai secara maksimal. Sehingga Dinas 
mulai tahun depan mempunyai rencana untuk membuat kebijakan pendistribusian 
sarpras berdasarkan prinsip tuntas. Prinsip tuntas ini semisal ada dua sekolah yang 
mengalami kekurangan. Kita akan melihat sekolah mana yang sekiranya memang 
sangat kekurangan, kemudian sekolah tersebut kita adakan sarpras secara tuntas 
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dahulu. Kemudian baru beralih ke sekolah-sekolah yang lain. Selama ini kan 
berdasarkan prinsip pemerataan. Kalau bisa mulai tahun 2018 ya merata tapi tuntas. 
Untuk mendukung kebijakan tuntas tersebut kita juga berencana untuk membuat 
database. Jadi pihak dinas maupun sekolah itu sama-sama mempunyai up date kondisi 
sekolah masing-masing. Sehingga ketika dinas ditanya sekolah mana yang akan akan 
di alokasikan sarpras itu, Dinas sudah mempunyai pandangan.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal : Senin, 27 Maret 2017 
Pukul : 14.00 WIB 
Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
Narasumber : N 
Pekerjaan : Staf Sarana dan Prasarana 
 
1. Bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan terkait dengan distribusi sarana dan 
prasarana? 
Untuk pendistribusian sarana dan prasarana itu kaitannya dengan bantuan-bantuan 
untuk sekolah seperti rehab kelas atau ruang, pengadaan alat peraga, komputer. Dinas 
pendidikan mengacu pada data yang ada di dapodik, dimana sekolah itu masih 
membutuhkan untuk rehab-rehab fisik atau pembangunan-pembangunan yang 
dibutuhkan seperti ruang perpustakaan, ruang kelas, laboratorium dll. Kalau dari data 
dapodik, proposal, verifikasi sekolah itu memang memerlukan bantuan, kita akan 
bantu dengan memperhatikan SPM (Standar Pelayanan Minimal).  
2. Siapa saja yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan distribusi sarana 
dan prasarana? 
Tentunya kepala seksi nanti akan mengusulkan ke kepala bidang, kepala dinas. Akan 
berkoordinasi satu dengan yang lain, tetapi juga belum tentu usul dari bapak seksi 
selalu diterima. Kalau kita sebagai staf tingggal pelaksana keputusan dari kepala seksi 
saja, dimana masing-masing staf disini sudah mempunyai jobdesk nya masing-
masing.  
3. Berapa jumlah  staf Dinas yang mengurus bagian sarana dan prasarana? 
Lima, Empat staf dengan satu kepala seksi.  
4. Apakah dengan jumlah sedemikian sudah cukup atau tidak? 
Kalau dibilang kurang ya cukup, cukup juga kurang. Kalau kita sedang monitoring 
dan pak kasi juga ikut monitoring, atau ketika kita semua ke sekolah, ruangan akan 
kosong. Padahal paling tidak ada orang yang menjaga ruangan ketika kita bertugas di 
luar atau mengurus administrasi. Sehingga kita gantian biasanya.  
5. Bagaimana bentuk koordinasi antara Dinas dengan sekolah? 
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Setiap kali ada pendistribusian bantuan, kepala sekolah akan di undang oleh kepala 
seksi ke Dinas pemberitahuan bahwa sekolahnya mendapatkan bantuan sarana dan 
prasarana.   
6. Apakah ada permasalahan yang sering diterima terkait distribusi sarana dan 
prasarana? 
Ada beberapa sekolah yang mengeluh terkait dengan pendistribusian bantuan. 
Misalnya sekolah X meminta perbaikan untuk ruang kepala sekolah, guru dan TU 
tetapi kita memberikan bantuan untuk perbaikan ruang kelasnya. Hal ini kita lakukan 
sesuai dengan standar SPM sarana dan prasarana.  
7. Bagaimana Dinas menanggapi dan menangani permasalahan tersebut? 
Memberikan penjelasan baik-baik kepada pihak sekolah. Hal ini kita dasarkan pada 
juknis yang ada di DAK (Dana Alokasi Khusus) bahwa rehab yang bisa dilakukan 
dengan DAK adalah rehab ruang kelas, laboratorium, perpustakaan. Sedangkan untuk 
rehab seperti ruang kepala sekolah, ruang guru itu masuk pada anggaran APBD.  
8. Apakah Dinas memiliki SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan pendistribusian 
sarana dan prasarana? 
Ada, tapi untuk peraturannya nomor berapa Saya kurang tau. Yang mengetahui Bapak 
ES selaku kepala seksi. Tapi SOP tersebut kita jadikan acuan kami dalam proses 
melaksanakan tugas.  
9. Terkait dengan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan, apakah ada anggaran 
yang dialokasikan khusus untuk pendistribusian? 
Karena pendistribusian sarana dan prasarana merupakan kebijakan dari pusat, 
sehinggga tidak ada anggaran khusus. Anggaran ya kita manut dari pusat. Kalau 
anggarannya itu bersumber dari tiga dana yaitu APBD, DAK dan Hibah DAK Tahun 
sebelumnya.  
10. Kendala apa yang di hadapi dalam pendistribusian sarana dan prasarana? 
Ada, untuk kendala itu pasti ada. Contoh ya kendalanya ke daaraan. Seperti ketika 
kita ingin drop barang tetapi Dinas kendaraannya baru dipakai bidang lain. Kita harus 
antri.  
11. Bagaimana upaya Dinas dalam menghadapi kendala tersebut? 
Kita mendatangi sekolah yang bersangkutan. 
12. Apakah Dinas memperoleh fasilitas khusus untuk melaksanakan kebijakan 
pendistribusian sarana dan prasarana? 
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Nggak ada, ya kalau koneksi internet sudah ada. Kalau untuk komputer sebagian dari 
kita masih menggunakan komputer pribadi. Disini ada komputer sama print yang dari 
Dinas tapi masing-masing baru satu. Kalau dibilang cukup ya kurang, kalau dibilang 
kurang ya cukup. Kita memaksimalkan fasilitas yang ada saja. Cuma kadang kita 
merasa kesusahan dalam hal transportasi. Mobil Dinas itu cuma ada satu, kalau kita 
ingin mendistribusikan barang-barang yang cukup besar dalam jumlah yang banyak, 
mau enggak mau kita harus pakai mobil. Sedangkan terkadang mobil juga dipakai 
oleh seksi lain. Sehingga kadang kita harus antri dalam menggunakan mobil.  
13. Bagaimana mekanisme pendistribusian sarana dan prasarana? 
Alurnya: sekolah mengajukan proposal. Proposal kita cocokan dengan data yang ada 
di dapodik apakah sekolah itu benar-benar membutuhkan atau tidak. Kita juga 
melakukan pengecekan langsung ke lapangan, apabila sesuai dengan proposal, kita 
berikan bantuan. Setelah dana turun atau sarana prasarana turun, kita panggil sekolah 
yang bersangkutan. Dapodik itu mempunyai data dari update masing-masing operator 
sekolah.  Selain itu kita juga mengutamakan sekolah yang mengajukan roposal di 
tahun sebelumnya tetapi belum terealisasi. Kemarin tahun 2017 ini juga ada kasus 
dimana ada sekolah yang meminta rehab ruang ketrampilan, padahal menurut SPM 
ruang tersebut masih layak. Sehingga justru kita alihkan bantuannya untuk sekolah 
lain. Kita nggak bisa nentuin berapa sekolah yang bisa kita kasih bantuan. Kita hanya 
mengacu pada dana yang telah dianggarkan. anggaran semakin kesini juga semakin 
mepet. Dana telah ditentukan pusat.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Maret 2017 
Pukul  : 13.00 WIB 
Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
Narasumber : K 
Pekerjaan : Staf Sarana dan Prasarana  
 
1. Bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan terkait dengan distribusi sarana dan 
prasarana? 
Sejak tahun 2000 semenjak saya di sarpras. Kebijakan yang di program oleh sarpras 
baik dari pengadaan distribusi berjalan sesuai dengan waktu dan aturan yang telah 
ditentukan. Kita usahakan distribusi dapat merata untuk semua sekolah. Untuk 
sekolah mana yang kita distribusi kita mengacu pada beberapa hal. Yang pertama 
mengacu pada proposal yang masuk disesuaikan dengan dapodik. Yang kedua kita 
verifikasi langsung ke lapangan atau ke sekolah-sekolah. Kita ber  empat staf dan satu 
dengan bapak ES selaku kepala seksi sarpras terkadang kita bagi setiap kecamatan. 
Terkadang kita acak juga, supaya kita bekerja juga tidak jenuh. Ketiga dengan cara 
evaluasi, setelah kita verifikasi di lapangan. Kita kumpul untuk melakukan evaluasi. 
Mana-mana yang paling tepat sesuai dengan standar pelayanan minimal. Kita juga 
melakukan rehab melihat dari jumlah siswa.   
2. Siapa saja yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan disttribusi sarana 
dan prasarana? 
Bapak ES selaku kasi dengan kabid dengan kepala Dinas 
3. Berapa jumlah  staf Dinas yang mengurus bagian sarana dan prasarana? 
4 rang, 5 dengan kasi 
4. Apakah dengan jumlah sedemikian sudah cukup atau tidak? 
Kita cukup-cukupkan. Karena kalau tidak begitu kita tidak akan cukup sebenarnya. 
Kita melakukan pekerjaan secara gotong royong saja. Banyak pekerjaan kita, ada 
laporan SPJ, dll 
5. Bagaimana bentuk koordinasi antara Dinas dengan sekolah? 
Dari sekolahan kita panggil untuk ke Dinas. Misal sekolah A mendapat bantuan ini 
ini. Kita menghubungi sekolah selain lewat surat juga lewat WA. Kadang malah 
Cuma lewat WA, lebih praktis. Untuk koordinasi itu tidak tentu. Yang jelas untuk 
Dinas sebulan sekali dengan  UPTD masing-masing kecamatan. 
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6. Apakah ada permasalahan yang sering diterima terkait distribusi sarana dan 
prasarana? 
Untuk pengiriman barang di wilayah atas itu terkadang terkendala transportasi.  
7. Bagaimana Dinas menanggapi dan menangani permasalahan tersebut? 
Kita koordinasikan dengan sekolah yang bersangkutan, kita panggil.  
8. Apakah Dinas memiliki SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan pendistribusian 
sarana dan prasarana? 
Kita sesuai dengan juknis dari peraturan pemerintah saja mbk. Untuk peraturannya 
nomor berapa saya kurang tahu.  
9. Terkait dengan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan, apakah ada anggaran 
yang dialokasikan khusus untuk pendistribusian? 
Saya kira tidak ada. Ya anggarannya itu anggaran dari pemerintah yang kita pakai 
untuk pengadaan sarpras itu.  
10. Kendala apa yang di hadapi dalam pendistribusian sarana dan prasarana? 
Kendaraan Dinas yang kurang mbk. Paling kita punyanya roda dua. Ya kalau 
musimnya lagi bagus. Kalau baru musim hujan, kita kadang memang kerepotan mbk. 
Jadi kita nggak bisa sewaktu-waktu pakai kendaraan Dinas. Kita terkadang harus antri 
dengan bidang-bidang yang lain.  
11. Bagaimana upaya Dinas dalam menghadapi kendala tersebut? 
Ya balik lagi kita bekerja bareng-bareng, gotong royong. 
12. Apakah Dinas memperoleh fasilitas khusus untuk melaksanakan kebijakan 
pendistribusian sarana dan prasarana? 
Untuk fasilitas itu kalau di ruang ini ada satu komputer, satu printer. Untuk koneksi 
internet juga ada, meskipun kadang lemot. Untuk kendaraan kita kurang. 
13. Apakah sudah cukup? 
Belum cukup mbk kalau menurut saya. Ya seperti ini kita bawa laptop masing-
masing.  
14. Bagaimana mekanisme pendistribusian sarana dan prasarana? 
Untuk pengadaan alat, misal di kontrak berbunyi pengiriman langsung ke sekolah. 
Berarti pemborongkomputer itu langsung mengantarkan ke sekolah. Kalau 
kontraknya berbunyi pengiriman sampai ke Dinas. Kita drop di Dinas. Kemudian kita 
panggil masing-masing kepala sekolah.  
Proposal masuk, Dinas mendalami proposal masuk, verifikasi ke sekolah, misal 
meminta Lab: lahan untuk ruang lab ada belum, siswanya memenuhi tidak, apakah 
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bisa merawat atau tidak,  dan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang menjadi 
pertimbangan dasar. Kita sesuaikan dengan standar yang ada pokoknya. Karena ada 
kasus kita sudah memerikan bantuan komputer, tapi tidak ada yang merawat, sampai 
komputernya rusak. Kan itu sangat disayangkan. Kita juga sesuaikan dengan dapodik 
juga. Kemudian kita buatkan draft pengadaan masukkan dalam rencana kerja 
anggaran. Setelah anggran turun dari pusat, kemudian kita panggil kepala sekolah 
yang bersangkutan.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal : Selasa, 04 April 2017 
Pukul  : 11.00 WIB 
Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
Naraumber : AS 
Pekerjaan : Kepala Seksi Pembiayaan Pendidikan 
 
1. Bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan terkait dengan distribusi pembiayaan 
pendidikan? 
Untuk rehabilitasi gedung atau yang terkait sarpras itu yang mengurus sarpras. Untuk 
pembiayaan bagian saya siswa itu dari APBN itu dana BOS pusat dan APBD. Yang 
APBD itu PBP (Penyediaan Biaya Pendidikan). Untuk yang APBN yang dari pusat 
yang dari kemendikbud itu langsung di distribusikan ke masing-masing rekening 
sekolah, tapi tetap kita pantau. Selain itu, syarat pencairan dana yang APBN itu ketika 
kita sudah menandatangani surat perjanjian. Berapa jumlahnya itu sudah dialokasikan 
pusat, sehingga dinas manut saja dengan pusat. Kemudian itu yang APBD kita 
pencairannya lewat Dinas berupa SPJ, kalau SPJ sudah sesuai kemudian sudah kita 
revisi, sekolah bisa ambil ke bank. Untuk jumlahnya itu disesuaikan dengan jumlah 
siswa. Untuk tahun ini setiap siswa Rp250.000,00. Tapi itu diberikan ke sekolah, 
untuk dikelola sekolah. Kalau yang diterimakan siswa langsung itu yang APBN yang 
BOS. Misalnya yang PBP penentuan jumlah siswanya itu otomatis sekolah itu jumlah 
siswanya berapa, untuk anggaran 2017 kita usulkan tahun 2016 sesuai dengan jumlah 
siswa. Untuk pencairannya melalui SPJ, yang dibuat oleh masing-masing sekolah 
yang diseesuikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah juga disesuaikan dengan 
juknis yang telah kita buat. Kalau yang APBN, juknisnya dari kemendikbud. Untuk 
laporannya setiap triwulan. Untuk yang APBN langsung ke pusat. Untuk yang APBD 
ya lewat Dinas.  
2. Siapa saja yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan distribusi 
pembiayaan pendidikan? 
Kepala Dinas untuk yang PBP. Untuk yang BOS Pusat itu ya sekolah, tapi 
disesuaikan dengnan juknis. Jadi, tidak bisa seenaknya.  
3. Berapa jumlah  staf Dinas yang mengurus bagian sarana dan prasarana? 
3 orang dengan saya Kasi 
4. Apakah dengan jumlah sedemikian sudah cukup atau tidak? 
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Sangat kurang, karena untuk pembiayaan sendiri kita mengurusi banyak hal. Ada 
lomba-lomba juga. Memaksimalkan tenaga yang ada. Yang APBN kita meminta 
bantuan sekolah. 
5. Bagaimana bentuk koordinasi antara Dinas dengan sekolah? 
Kita otomatis koordinasi dengan bendahara-bendahara sekolah. Untuk yang PBP ya 
kita koordinasi dengan bendahara sekolah yang mengurus PBP. Karena sekolah itu 
tidak hanya mempunyai 1 bendahara. Kita koordinasi juga lewat kepala sekolah lewat 
MKKS, misal ada info-info atau kegiatan apa. Selain itu kita juga koordinasi dengan 
pengawas sekolah untuk yang PBP APBD. Untuk pembiayaan yang lomba-lomba kita 
koordinasi dengan pihak luar tidak hanya sekolah.  
6. Apakah ada permasalahan yang sering diterima terkait distribusi pembiayaan 
pendidikan? 
Kadang kita mengundang sekolah itu juga cukup susah.  
Kita baaru ada permasalahan terkait dengan syarat pencairan dana di Bank Pasar. 
Kemarin kan kita menggunakan bank BPD, untuk tahun ini kit menggunakan Bank 
Pasar. Untuk syarat pencairan itu harus ada fotocopy ijin pendirian sekolah. Mungkin 
karena administrasi sekolah kurang tertata rapi, untuk ijinnya itu ada beberapa sekolah 
yang ketlingsut. Sedangkan NPSN atau ijinnya itu langsung dari kemendikbud. Dan 
ternyata saya tanya ke kepala sekolah banyak sekali yang belum memperoleh 
sertifikat. Kalau BPD dulu itu hanya memakai fotocopy KTP kepala sekolah dan 
fotocopy KTP bendahara. Sehingga, banyak sekolah yang komplain pencairannnya 
susah. Jadi itu lebih ke kebijakan bank yang membuat sedikit rumit.  
7. Bagaimana Dinas menanggapi dan menangani permasalahan tersebut? 
Kita komunikasikan ke bank meminta untuk pencairan terlebih dahulu. Kalau kita 
nggak lewat bank, kita bingung mau naruh uang sebanyak itu dimana. Kemarin ada 
usul dari kepala sekolah untuk membuka rekening, sehingga kita membuka rekening. 
Jadi, misal SPJ dari bendahara sekolah dan rekening sama sudah tinggal mencairkan.  
8. Apakah Dinas memiliki SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan pendistribusian 
pembiayaan pendidikan? 
Yang APBD mengacu pada peraturan daerah, yang APBN ya mengacu pada peraturan 
pemeritah, seperti BOS itu juknis nya terbaru dari permendikbud No. 08 Tahun 2012, 
mbk nya bisa download sendiri. 
9. Terkait dengan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan, apakah ada anggaran 
yang dialokasikan khusus untuk pendistribusian? 
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Tidak ada, ya kita cuma menganggarkan dana yang digunakan untuk pembiayan 
masing-masing sekolah itu 
10. Kendala apa yang di hadapi dalam pendistribusian pembiayaan pendidikan? 
Paling ya itu SPJ, terkadadang SPJ yang dibuat sekolah itu masih salah, kita harus 
revisi. Dan revisi itu bisa 2-3 kali. Padahal pekerjaan kita banyak. 
11. Bagaimana upaya Dinas dalam menghadapi kendala tersebut? 
Kita kerja bareng-bareng sebisa kita. Memberikan pemahaman pada sekolah yang 
bersangkutan.  
12. Apakah Dinas memperoleh fasilitas khusus untuk melaksanakan kebijakan 
pendistribusianpembiayaan pendidikan? 
Jaringan internet ada, meski masih belum kenceng.  
13. Bagaimana mekanisme pendistribusian pembiayaan pendidikan? 
PBP: BKAD kemudian nanti dicairkan melalui keuangan, kemudian dari keuangan 
baru ke masing-masing sekolah, berapa rupiah tergantung dengan jumlah siswanya. 
Untuk dananya dialokasikan untuk apa itu sesuai juknis. Kalau untuk siswa yang 
berprestasi atau bantuan siswa miskin itu kita distribusikan langsung ke rekening 
siswa. Kalau yang BOS itu langsung ke sekolah, jadi kebijakan sekolah masing-
masing.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal : Rabu, 12 April 2017 
Pukul  : 09.00 WIB 
Tempat : Dinas Pendidikan Kbupaten Kulon Progo 
Narasumber : Sk 
Pekerjaan : Kepala Seksi Tenaga Pendidik  
1. Bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan terkait dengan distribusi sarana dan 
prasarana? 
Kita ya hanya sesuai dari BKPP, jadi kita sudah menerima surat tugas misal guru A 
ditempatkan dimana, guru B ditempatkan dimana. Kemudian kita memanggil guru 
yang bersangkutan tersebut untuk mengambil surat tugasnya. Tapi BKPP juga usul 
dari Dinas, nanti lewat kepala Dinas. Kan yang mengetahui sekolah mana kekuragan 
itu Dinas. Itu yang PNS, kalau yang swasta kan bisa mencari sendiri. Bisa juga yang 
swasta lewat BKPP.  
2. Siapa saja yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan disttribusi sarana 
dan prasarana? 
Dinas bersama BKPP, nanti ada usulan juga dari sekolah 
3. Berapa jumlah  staf Dinas yang mengurus bagian sarana dan prasarana? 
3 orang dengan saya. 
4. Apakah dengan jumlah sedemikian sudah cukup atau tidak? 
Iya bisa cukup, bisa tidak. Kegiatan-kegiatan tertentu kadang kurang mbk.  
5. Bagaimana bentuk koordinasi antara Dinas dengan sekolah? 
Ya paling kalau kurang, sekolah ada laporan untuk meminta. Kemudian kita usulkan 
ke BKPP. Tapi kalau misal ada yang tidak terpenuhi, nanti sekolah akan cari sendiri 
(tenaga bantu honor). 
6. Apakah ada permasalahan yang sering diterima terkait distribusi sarana dan 
prasarana? 
Mungkin cuma sekedar ada misal guru mapel yang jam nya kurang terus meminta 
untuk pindah sekolah yang asal jamnya tidak kurang. Atau ada guru yang meminta 
dipindahkan ke sekolah yang dekat dengan asal rumahnya. 
7. Bagaimana Dinas menanggapi dan menangani permasalahan tersebut? 
Ya kita bantu sebisa kita, tapi sesuai dengan juknis. 
8. Apakah Dinas memiliki SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan pendistribusian 
sarana dan prasarana? 
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Kita sesuai juknis dari peraturan pemerintah  saja, banyak banget. Nanti mbak nya 
bisa download sendiri peraturan-peraturan pemerintah terkait guru, pamong, 
pengawas dll. Karena kita disini sebagai fasilitator juga, jadi tinggal mengikuti 
peraturan yang ada saja.  
9. Terkait dengan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan, apakah ada anggaran 
yang dialokasikan khusus untuk pendistribusian? 
Tidak ada, karena itu sudah aturan dari pemerintah  
10. Kendala apa yang di hadapi dalam pendistribusian sarana dan prasarana? 
Sebenarnya untuk tenaga pendidik kalau dilihat dari yang PNS itu kurang, karena 
lama tidak ada pembukaaan PNS.  
11. Bagaimana upaya Dinas dalam menghadapi kendala tersebut? 
Nanti sekolah bisa cari sendiri, dikomunikasikan di MKKS, MGMP. Wewenag 
sekolah masing-masing untuk yang honor.  
12. Apakah Dinas memperoleh fasilitas khusus untuk melaksanakan kebijakan 
pendistribusian sarana dan prasarana? 
13. Ada, seperti komputer koneksi internet. Ideal nya satu orang satu komputer, tapi kita 
siasati. Ruangan kita sebenarnya kurang, karena ini 1 ruang untuk dua bidang  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal : Senin, 15 Mei 2017 
Pukul  : 09.00 WIB 
Tempat : Ruang BK SMP N 1 Lendah 
Narasumber : TW 
Pekerjaan : Staff Sarana dan Prasarana SMP N 1 Lendah  
 
1) Bagaimana proses koordinasi terkait kebijakan distribusi sarana dan prasarana dengan 
Dinas Pendidikan? 
Sekolah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan, kita juga diberi tahu mekanisme 
nya di Dinas bagaimana sehingga sekolah bisa menyiapkan proposalnya, nanti kalau 
memang mendapatkan, nanti kita akan dipanggil lewat surat. Tentunya apa yang kita 
minta itu yang sesuai, yang tersedia, anggaran di Dinas itu untuk apa. Untuk proses 
pengajuan sendiri biasanya sudah dibatasi tanggal sekian sampai sekian. 
2) Apa wewenang sekolah terkait kebijakan distribusi? 
Ya itu melakukan pengajuan ke Dinas. Nanti kepala sekolah yang berwenang 
tentunya saling koordinasi dengan yang lain.  
3) Bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan distribusi di sekolah? 
Mekanisme nya ya kita mengajukan apa yang sekiranya sekolah kita membutuhkan 
lewat proposal. Hal ini kita sesuaikan dengan prosedur dari Dinas. Kalau memang  
4) Bagaimana dampak dari pelaksanaan kebijkan distribusi untuk sekolah? 
Sarana dan prasarana kan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Ya 
terpenuhinya sarana dan prasarana di sekolah sehingga kita dapat melakukan kegiatan 
belajar mengajar dengan lancar. Karena bagaimanapun tanpa sarpras pmbelajaran 
akan berlangsung tidak efisien.  
5) Apakah terdapat masalah terkait distribusi di tingkat sekolah? 
Permasalahan itu karena sudah dikondisikan sedemikian rupa ya mbk, jadi kalau 
sejauh ini jarang. Tapi mungkin begini mbk. kadang ada permasalahan teknis. Misal 
kita dipanggil Dinas jam 10 pagi. Kita sanpai disana ternyata barang belum tersedia.  
6) Bagaimana strategi Bapak/Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? 
Kembali lagi kita komunikasikan bersama. 
7) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kinerja Dinas Pendidikan dalam 
melaksanakan kebijakan pendistribusian tersebut? 
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Dinas itu yang mengurusi sarpras sedikit dan banyak pekerjaan, tapi menurut saya 
sudah maksimal dalam bekerja. Mengusahakan agar semua terpenuhi dengan lancar. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal : Senin, 15 Mei 2017 
Pukul  : 09.30 WIB 
Tempat : Ruang TU SMP N 1 Lendah 
Narasumber : Sy 
Pekerjaan : Staff  TU SMP N 1 Lendah  
1. Bagaimana proses koordinasi terkait kebijakan distribusi tenaga pendidik dengan 
Dinas Pendidikan? 
Koordinasinya itu ketika sekolah sini kekurangan tenaga pendidik apa, guru bidang 
studi  apa kemudian mengusulkan ke Dinas. Yang menentukan dapat atau tidaknya 
nanti BKPP Kabupaten Kulon Progo. Usulannya ke Dinas langsung. Usulan ini dalam 
bentuk surat permohonan. Untuk tenaga non pendidik atau non guru juga lewat 
Dinas.Dalam proses menunggu itu kita bisa mencari sendiri tenaga bantu.  
2. Apa wewenang sekolah terkait kebijakan distribusi? 
Wewenang sekolah ya itu mengusulkan tambahan guru jika kekurangan guru, itu 
untuk yang PNS. Untuk yang non PNS itu saling komunikasi saja. Untuk yang non 
PNS ini biasanya karena  proses usulan sampai terpenuhinya guru itu membutuhkan 
waktu yang tidak cepat. Sehingga sebelum terpenuhi, biasanya di komunikasikan di 
MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) se Kabupaten Kulon Progo. Di MKKS 
ini kita akan mengetahui sekolah  mana yang kelebihan guru maupun kekurangan 
guru. Contohnya: untuk bulan Mei tahun 2017 ini guru PKn disini sudah pensiun, 
kemudian kami informasikan ke MKKS, selain itu kami juga komunikasikan ke antar 
guru atau pegawai disini apabila mempunyai saudara yang sekiranya masuk kualifikasi 
untuk mengisi kekosongan guru sementara. Kalau sekolah sudah dapat pengganti yang 
PNS dari BKPP, tenaga pendidik yang honor tadi kita berhentikan. Sehingga yang 
honor ini cuma untuk pemenuhan jam atau harian lepas.  
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan distribusi di sekolah? 
Ya itu tadi, sekolah mengirim surat ke Dinas. Nnati surat itu mau ditindaklanjuti 
bagaimana, prosesnya bagaimana disana kami tinggal menunggu. Karena kami juga 
tahu itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar juga. Sehingga ya sekolah juga harus 
berusaha sendiri seperti yang telah saya sampaikan tadi lewat MKKS atau saling 
komunikasi antar pegawai sekolah. Nanti kalau proses di Dinas sudah selesai, Dinas 
akan mengirimkan surat ke sekolah. 
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4. Bagaimana dampak dari pelaksanaan kebijkan distribusi untuk sekolah? 
Kalau untuk dampaknya ya jelas kebutuhan guru di masing-masing sekolah khususnya 
untuk tingkat SMP dapat terpenuhi dan merata. Tapi saya juga kurang tahu kalau di 
sekolah-sekolah lain. Tetapi untuk SMP N 1 Lendah sendiri sudah cukup baaik 
dampaknya. Sekolah sini juga belum pernah mengangkat honorer. Tuntutan dari SSN 
(Sekolah Standar Nasional) juga. 
5. Apakah terdapat masalah terkait distribusi di tingkat sekolah? 
Sejauh ini belum ada kendala berarti, semuanya berjalan cukup lancar.  
6. Bagaimana strategi Bapak/Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? 
Apabila ada masalah  ya kita komunikasikan lewat MKKS itu tadi. MKKS itu sangat 
membantu komunikasi antar SMP se Kabupaten Kulon Progo. Kalau untuk rapat 
MKKS itu juga sering banget diadakan. Kebetulan saya sering ikut rapat MKKS.  
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kinerja Dinas Pendidikan dalam 
melaksanakan kebijakan pendistribusian tersebut? 
Cepat sekali, meskipun prosesnya dari Dinas BKPP itu tidak langsung. Tapi kalau 
menurut saya sudah tergolong cepat dan langsung ditindaklanjuti. Selain itu, untuk 
pensiun normal juga sudah diantisipasi, kemudian di tahun ajaran baru langsung 
dikomunikasikan antara Dinas dan BKPP lewat Dikdas.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2017 
Pukul  : 11.00 WIB 
Tempat : Ruang Guru  SMP N 2 Galur 
Narasumber : D 
Pekerjaan : Guru Pendidikan Agama Islam dan Bendahara SMP N 2 Galur  
 
1) Bagaimana proses koordinasi terkait kebijakan distribusi pembiayaan pendidikan 
dengan Dinas Pendidikan? 
Untuk pembiayaan itu ada dari pusat namanya BOS reguker itu, yang BOS Provinsi 
namanya BPPD untuk BOS ini kemungkinan besok sudah tidak ada lagi, sama yang 
dari kabupaten. Untuk BOS reguler itu kan keluarnya 4 tahap yang setiap siswa 
mendapat Rp1.000.000,00 untuk 1 tahun. Triwulan pertama bulan Januari, terus bulan 
April dan seeterusnya. Setiap akhir triwulan kita laporan. Kemarin itu yang bulan 
April telat keluarnya. Pertengahan Mei baru keluar, padahal kita butuh untuk 
operasional. Untuk jumlah dananya sesuai dengan jumlah siswa sehingga masing-
masing sekolah berbeda. Kemudian kita pinjam dari dana lain. Kalau untuk proses 
koordinasi dengan Dinas Pendidikan lebih intens yang dana PBP, kita harus SPJ dulu 
ke Dinas. Jadi semacam istilahnya ganti uang. Nanti SPJ dikoreksi oleh Dinas 
Pendidikan. Koordinasi ini bisa lewat forum-forum rapat maupun non rapat.  
2) Apa wewenang sekolah terkait kebijakan distribusi? 
Nanti kita merancang RAPBS di dalamnya ada jangka pendek dan jangka panjang.  
sekolah yang membuat. RAPBS ini nanti juga akan kita ajukan ke Dinas Pendidikan 
sesuai atau tidaknya. Kita pada intinya saling bekerjasama dalam mengurus 
pembiayaan sekolah. 
3) Bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan distribusi di sekolah? 
Kita ikut saja juknis dari peraturan yang ada. Misal BOS ya kita mengacu pada 
peraturan pemerintah tentang BOS. Dari peraturan pemerintah kan sudah ada 
aturannya, misal mana yang tidak boleh masuk anggaran ini itu. Mbk nya nanti cari 
sendiri saja peraturan tentang pembiayaan, BOS.   
4) Bagaimana dampak dari pelaksanaan kebijakan distribusi untuk sekolah? 
Karena kita juga hanya bisa sekedar usul jumlah anggaran kemudian menerima, kita 
harus pandai-pandainya mengelolanya. Kalau untuk jumlah anggaran yang segitu ya 
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pandai-pandainya sekolah mengelola, karena sebenarnya itu kurang. Kita juga tidak 
boleh menarik dana. Aturan yang baru sekarang juga lebih diperketat.  
5) Apakah terdapat masalah terkait distribusi di tingkat sekolah? 
Masalah itu sebenarnya tergantung bagaimana sekolah menyikapinya. Seperti tadi, 
apabila dana terlambat turun, ya pintar-pintar nya sekolah dalam mengatur perputaran 
uang itu sendiri. Kalau untuk teknis, tidak ada masalah berarti, selama kita membuat 
laporan tepat waktu dan benar. Nanti Dinas Pendidikan juga membantu apabila masih 
ada yag salah laporannya.  
6) Bagaimana strategi Bapak/Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? 
Ya kita adakan rapat sekolah, bagaimana baiknya untuk menyelesaikan masalah yang 
ada.  
7) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kinerja Dinas Pendidikan dalam 
melaksanakan kebijakan pendistribusian tersebut? 
Kalau menurut saya sendiri sudah baik, ibu A selaku kepala seksi pembiayaan dan 
staf nya itu bersedia membantu kami dalam mebuat spj yang benar agar pencairannya 
tepat waktu.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Hari/Tanggal : Jumat, 18 Mei 2017 
Pukul  : 14.00 WIB 
Tempat : Dinas Pendidikan Kbupaten Kulon Progo 
Narasumber : JS 
Pekerjaan : Kepala Bidang Pendidikan SMP  
 
1) Bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan terkait dengan distribusi sarana dan 
prasarana, tenaga pendidik, dan pembiayaan? 
a. Sarpras itu kan terdiri dari sarana dan prasarana. Untuk prasarana itu kan aset 
yang tidak bergerak seperti tanah,  gedung sekolah. Nah itu kan sudah ada, berarti 
kita tidak mendistribusikan maka yang kita lakukan membangun yang baru atau 
merehab, atau mereka tidak punya kemudian kita beri sesuai dengan: 1 usulan 
sekolah, 2 kelayakan, 3 Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Pertama  kita mengacu 
pada dapodik. Nanti sekolah akan  mengusulkan  kepada kami dalam bentuk 
proposal, kemudian kita akan cek proposal tersebut dengan dapodik. Terkadang 
data yang ada di dalam dapodik belum tentu benar. Karenanya kemudian kita utus 
tim verifikasi, apakah sesuai atau tidak dan layak atau tidak. Misal sekolah 
mengusulkan ruang Laboratorium, kita cek kesana ternyata sekolahnya nggak 
punya tanah. Kemudian kita alihkan kepada sekolah yang membutuhkan dan 
memenuhi syarat. Kalau untuk Ruang Kelas Baru (RKB) kita tidak melayani, 
karena jumlah rombongan siswa SMP melebihi jumlah siswa SD yang lulus, 
sehingga tidak perlu, yang kami layani adalah rehab, kalau dia rusak, mengajukan 
ke kami, kami verifikasi, betul sesuai proposal, anggaran cukup, maka kami bantu. 
Untuk sumber pendanaannya itu APBD dan APBN. Kalau swasta boleh narik dari 
wali murid, kalau negeri kan tidak boleh.  
Tadi untuk yang prasarana. Untuk yang sarana misal komputer,  sekolah kita beri 
komputer 30 dengan catatan harus berani UNBK, ternyata banyak yang tidak 
berani tahun kemarin. Ternyata tahun ini semua harus UNBK, sehingga ada 
sekolah yang nunut. Kita kembali lagi mengacu pada dapodik, proposal usulan, 
verifikasi. Seperti yang kita lakukan pada prasarana. Kalau untuk buku kita tidak 
melayani karena itu masuk dana BOS yang setiap siswa tahun ini mendapat 
Rp250.000,00 setiap siswa.  
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b. Tenaga pendidik, sudah lama tidak ada pengangkatan baru. Sehingga untuk tenaga 
pendidik yang bukan pegawai negeri sekolah bisa mengupayakannya sendiri 
dengan cara mengangkat tenaga honorer, untuk tenaga pendidik yang PNS itu kita 
bekerjasama dengan BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan).  
c. Pembiayaan, ada dua yaitu APBD itu namanya PBP (Penyediaan Biaya 
Pendidikan)untuk negeri, swasta namanya BPPD. Kalau negeri itu langsung lewat 
dinas, sekolah belanja apa kemudian SPJ ke dinas, sesuai, kemudian kita ganti, 
kalau untuk swasta kita dalam bentuk hibah, sekolah buka rekening, sesuai, 
memenuhi syarat kemudian kita transfer.  dan APBN itu yang BOS Pusat. Kalau 
yang BOS pusat langsung lewat sekolah masing-masing, tapi tetep pantauan dinas.  
BOS pusat itu kan bisa cair kalau kita sudah menandatangani surat perjanjian.  
2) Siapa saja yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan disttribusi sarana 
dan prasarana, tenaga pendidik, dan pembiayaan? 
a. Dinas, kepala Dinas yang berwenang. Ya sebelumnya sesuai dengan mekanisme 
yang telah dilakukan. Kita juga koordinasi dengan pengaawas sekolah  
b. BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan), tapi usulan dari kami. 
Mereka kan tidak tahu SMP ini kurang berapa kurang berapa. 
c. Untuk yang PBP itu kepala dinas SMP  ini dapat berapa berapa, kalau yang bos 
kan tergantung jumlah siswa yang dimiliki setiap sekolah dari dapodik itu.  
3) Berapa jumlah  staf Dinas yang mengurus bagian sarana dan prasarana, tenaga 
pendidik dan pembiayaan? 
a. 5 dengan kepala seksi 
b. 3 dengan kepala seksi 
c. 3 dengan kepala seksi 
4) Apakah dengan jumlah sedemikian sudah cukup atau tidak? 
Kurang, nggak ada pengangkatan ini. Mereka itu bekerja sampai sore-sore terus.  
Kami mengatasinya dengan berkreasi, kalau harus lembur ya kami lembur sesuai 
kemampuan kita. Selian itu  kita membangun jejaring sosial, kita bekerjasama dengan 
pihak lain. Kita bekerjasama dengan MKKS, MGMP, maupun bidang lain.  
5) Bagaimana bentuk koordinasi antara Dinas dengan sekolah? 
Kita undang kepala sekolah atau yang mewakili untuk rapat koordinasi. Rapat ini 
sesuai kebutuhan. Bisa sebulan 1 kali atau bisa lebih dari 1 kali. Tergantung 
kebutuhan dan kegiatan juga.  
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6) Apakah ada permasalahan yang sering diterima terkait distribusi sarana dan prasarana, 
tenaga pendidik dan pembiayaan? 
Terkadang kalau berkaitan dengan laporan dari sekolah, sekolah terlambat 
pelaporannya. Terkadang itu juga akan menghambat. Kita juga harus me revisi, 
seperti pembiayaan, sarana dan prasarana. Kita pasti revisi. Ada juga sebenarnya 
sekolah yang tepat dan tidak banyak revisi. Kalau untuk tenaga pendidik khusus 
pendistribusiannya kita tinggal manut dari BKPP, tapi tetap usulan dari Dinas 
Pendidikan.  
7) Bagaimana Dinas menanggapi dan menangani permasalahan tersebut? 
Kita koordinasi dengan sekolah yang bersangkutan. Kita juga tidak bisa menyalahkan 
sekolah seutuhnya. Karena saya juga tahu sebenarnya sekolah itu juga kekuarangan 
tenaga. Mereka tidak hanya fokus pada 1 pekerjaan. Nyambi mengajar juga. Untuk 
yang tenaga pendidik nanti sekolah punya kewenangan untuk mencari tenaga bantu 
sendiri kalau semisal pihak BKPP belum mengeluarkan surat tugas.  
8) Apakah Dinas memiliki SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan pendistribusian 
sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan pembiayaan? 
Semuanya ada. Sarpras: sesuai data yang ada di dapodik, mengajukan ususl melalui 
proposal, kita verifikasi, evaluasi bersama, kalau misal benar dan ada anggarannya 
maka kita akan bantu. 
Tenaga pendidik melihat dapodik juga, kita melihat misal sekolah A kurang guru 
berapa, beban kerjanya berapa, bekerjasama dengan BKPP tadi 
9) Terkait dengan kebijakan pendistribusian  apakah ada anggaran yang dialokasikan 
khusus untuk pendistribusian? 
Tidak ada, ya kita mengganggrakan apa yang seharusnya kita  anggarkan untuk itu.  
10) Kendala apa yang di hadapi dalam pendistribusian? 
Kalau untuk tenaga pendidik itu, dinas tidak bisa berbuat apa-apa. Pengangkatan yang 
pegawai itu kan manut dari pemerintah kapannya. Sekarang kan sudah lama tidak ada. 
Untuk mengatasinya ya lewat sekolah mencari sendiri tadi.  
Kendala sarpras, untuk SMP UNBK kemarin masih banyak yang belum memiliki 
komputer memadai.   
11) Bagaimana upaya Dinas dalam menghadapi kendala tersebut? 
Numpang ke SMP atau SMA SMK yang memadai.  
Untuk pengadaan barang, seperti komputer kita suruh pemborng utuk mengantar 
sampai ke sekolah apabila biayanya cukup. Kalau biayanya tidak cukup, di drop ke 
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Dinas, nanti di antar Dinas atau sekolah suruh mengambil. Tetapi terkadang Dinas 
juga terkendala kendaraan roda empat.  
Apakah Dinas memperoleh fasilitas khusus untuk melaksanakan kebijakan 
pendistribusian? 
Internet, tapi belum mencukupi soalnya jaringannya lemot banger. Komputer 
sebenanya kita juga kurang. 
12) Bagaimana mekanisme pendistribusian sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan 
pembiayaan? 
Dapodik, kita akan mengetahui jumlah guru siswa ruang dll sekian. Proposal, 
verifikasi administrasi, visitasi teknis, data sudah sama. Kalau dana APBD tidak 
cukup, kita mengajukan dana PBN melalui kemendikbud.Kalau pengawas sekolah 
anytime. Kalau yang kami dari dinas by project, kapan dinas butuh  sesuai dengan 
tahapan pengelolaan keuangan. Bulan februari misalnya musyaarah perencanaan 
pembangunan, bulan Mei entri anggaran untuk APBD perubahan. Sesuai dengan 
pedoman pengelolaan keuangan daerah.   
Untuk yang pembiayaan ya seperti yang saya jelaskan tadi, baik APBD dan APBN 
kita transfer lewat Bank. Untuk distribusi sarpras yang pengadaan kita minta 
pemborong untuk sekalian mengantar ke sekolah. Kita juga memilih pemborong yang 
paling murah berkualitas.  Mekanisme pengadaan, kita ada evaluasi harga ya kita pilih 
harga yang paling rendah tapi kualitas baik, evaluasi teknis seperti apakah dia punya 
kendaraan untuk mengantar, evaluasi administrasi perusahannya 
  
 
Lampiran 4. Contoh Reduksi Data 
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No Pedoman 
Wawancara 
Informan  Deskripsi Data  Reduksi Data  
1.  Bagaimana 
kebijakan Dinas 
Pendidikan terkait 
dengan distribusi 
sarana dan 
prasarana 
pendidikan?  
Kepala 
Bidang 
Pendidikan 
SMP (JS) 
Sarpras itu kan terdiri dari sarana dan prasarana. 
Untuk prasarana itu kan aset yang tidak bergerak 
seperti tanah,  gedung sekolah. Nah itu kan sudah 
ada, berarti kita tidak mendistribusikan maka yang 
kita lakukan membangun yang baru atau merehab, 
atau mereka tidak punya kemudian kita beri sesuai 
dengan: 1 usulan sekolah, 2 kelayakan, 3 Dapodik 
(Data Pokok Pendidikan). Pertama  kita mengacu 
pada dapodik. Nanti sekolah akan  mengusulkan  
kepada kami dalam bentuk proposal, kemudian kita 
akan cek proposal tersebut dengan dapodik. 
Terkadang data yang ada di dalam dapodik belum 
tentu benar. Karenanya kemudian kita utus tim 
verifikasi, apakah sesuai atau tidak dan layak atau 
tidak. Misal sekolah mengusulkan ruang 
Laboratorium, kita cek kesana ternyata sekolahnya 
nggak punya tanah. Kemudian kita alihkan kepada 
sekolah yang membutuhkan dan memenuhi syarat. 
Kalau untuk Ruang Kelas Baru (RKB) kita tidak 
melayani, karena jumlah rombongan siswa SMP 
melebihi jumlah siswa SD yang lulus, sehingga tidak 
Sarpras terdiri dari sarana dan 
prasarana. Untuk prasarana itu kan aset 
yang tidak bergerak seperti tanah,  
gedung sekolah. Nah itu kan sudah ada, 
berarti kita tidak mendistribusikan 
maka yang kita lakukan membangun 
yang baru atau merehab, atau mereka 
tidak punya kemudian kita beri sesuai 
dengan: 1 usulan sekolah, 2 kelayakan, 
3 Dapodik (Data Pokok Pendidikan). 
Pertama  kita mengacu pada dapodik. 
Nanti sekolah akan  mengusulkan  
kepada kami dalam bentuk proposal, 
kemudian Dinas Pendidikan akan cek 
proposal tersebut dengan dapodik. 
Terkadang data yang ada di dalam 
dapodik belum tentu benar. Karenanya 
kemudian kita utus tim verifikasi, 
apakah sesuai atau tidak dan layak atau 
tidak. Misal sekolah mengusulkan 
ruang Laboratorium, kita cek kesana 
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perlu, yang kami layani adalah rehab, kalau dia 
rusak, mengajukan ke kami, kami verifikasi, betul 
sesuai proposal, anggaran cukup, maka kami bantu. 
Untuk sumber pendanaannya itu APBD dan APBN. 
Kalau swasta boleh narik dari wali murid, kalau 
negeri kan tidak boleh.  
Tadi untuk yang prasarana. Untuk yang sarana misal 
komputer,  sekolah kita beri komputer 30 dengan 
catatan harus berani UNBK, ternyata banyak yang 
tidak berani tahun kemarin. Ternyata tahun ini semua 
harus UNBK, sehingga ada sekolah yang nunut. Kita 
kembali lagi mengacu pada dapodik, proposal usulan, 
verifikasi. Seperti yang kita lakukan pada prasarana. 
Kalau untuk buku kita tidak melayani karena itu 
masuk dana BOS yang setiap siswa tahun ini 
mendapat Rp250.000,00 setiap siswa.  
 
ternyata sekolahnya nggak punya tanah. 
Kemudian kita alihkan kepada sekolah 
yang membutuhkan dan memenuhi 
syarat. Untuk sarana  misal komputer,  
sekolah kita beri komputer 30 dengan 
catatan harus berani UNBK, ternyata 
banyak yang tidak berani tahun 
kemarin. Ternyata tahun ini semua 
harus UNBK, sehingga ada sekolah 
yang nunut. Kita kembali lagi mengacu 
pada dapodik, proposal usulan, 
verifikasi. Seperti yang kita lakukan 
pada prasarana. Kalau untuk buku kita 
tidak melayani karena itu masuk dana 
BOS yang setiap siswa tahun ini 
mendapat Rp250.000,00 setiap siswa. 
Untuk kebijakan dari Dinas Pendidikan 
lebih mengorientasikan pada standar 
pelayanan minimal. Dalam melakukan 
pendistribusian sarana dan prasarana 
juga melihat pada berbagai aspek 
seperti jumlah siswa, luas lahan, 
kondisi sarana dan prasarana 
Kepala 
Seksi 
Sarana dan 
Prasarana 
(ES) 
Untuk kebijakan dari dinas, lebih mengorientasikan 
pada pemenuhan standar pelayanan minimal terlebih 
dahulu. Seperti pengadaan buku, alat peraga, mebel 
dll itu kan sudah ada standar  nya. Seperti setiap 
sekolah harus memiliki perpustakaan dengan ukuran 
sekian kali sekian dll. Meskipun juga ada standar 
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nasional, tetapi mau memenuhi standar nasional 
bagaimana kalau yang standar minimal belum 
terpenuhi. Pendistribusian sarana dan prasarana juga 
tidak serta merta kita laksanakan sendiri, tetapi 
mengakomodir permintaan dari sekolah. Permintaan 
dari sekolah ini berwujud proposal yang diajukan 
oleh masing-masing sekolah yang membutuhkan 
sarana dan prasarana. Proposal yang telah kita terima 
kemudian kita sesuaikan dengan data dapodik. 
Setelah itu, staf dinas akan melakukan verifikasi 
dengan terjun langsung ke sekolah yang 
bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, kita 
akan melakukan evaluasi dari hasil verifikasi tadi. 
Kalau memang proposal dari sekolah sesuai dengan 
dapodik dan layak, ya kita terima. Kemudian kita 
komunikasikan ke yang bersangkutan.  
 
sebelumnya apakah dirawat atau tidak. 
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(K) 
Sejak tahun 2000 semenjak saya di sarpras. 
Kebijakan yang di program oleh sarpras baik dari 
pengadaan distribusi berjalan sesuai dengan waktu 
dan aturan yang telah ditentukan. Kita usahakan 
distribusi dapat merata untuk semua sekolah. Untuk 
sekolah mana yang kita distribusi kita mengacu pada 
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beberapa hal. Yang pertama mengacu pada proposal 
yang masuk disesuaikan dengan dapodik. Yang 
kedua kita verifikasi langsung ke lapangan atau ke 
sekolah-sekolah. Kita ber  empat staf dan satu dengan 
bapak ES selaku kepala seksi sarpras terkadang kita 
bagi setiap kecamatan. Terkadang kita acak juga, 
supaya kita bekerja juga tidak jenuh. Ketiga dengan 
cara evaluasi, setelah kita verifikasi di lapangan. Kita 
kumpul untuk melakukan evaluasi. Mana-mana yang 
paling tepat sesuai dengan standar pelayanan 
minimal. Kita juga melakukan rehab melihat dari 
jumlah siswa.   
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(N) 
Untuk pendistribusian sarana dan prasarana itu 
kaitannya dengan bantuan-bantuan untuk sekolah 
seperti rehab kelas atau ruang, pengadaan alat peraga, 
komputer. Dinas pendidikan mengacu pada data yang 
ada di dapodik, dimana sekolah itu masih 
membutuhkan untuk rehab-rehab fisik atau 
pembangunan-pembangunan yang dibutuhkan seperti 
ruang perpustakaan, rehab ruang kelas, laboratorium 
dll. Kalau dari data dapodik, proposal, verifikasi 
sekolah itu memang memerlukan bantuan, kita akan 
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bantu dengan memperhatikan SPM (Standar 
Pelayanan Minimal).  
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(S) 
Untuk distribusi sendiri kan banyak sekali kaitannya. 
Dengan seksi lain kita juga saling bantu. Walaupun 
kita sudah punya pedoman, tetapi kita tetap ada 
kaitannya dengan bidang lain terutama bidang SMP. 
Pertama dari sekolahan membutuhkan, sekolahan 
melakukan permintaan, terus kita mempelajari. Tidak 
semata-mata langsung kita beri. Tapi kita melihat 
dari banyak aspek, dari jumlah murid, gedung, lokasi, 
guru sekiranya dapat memanfaatkan atau tidak. 
Seperti untuk alat-alat TIK komputer kita juga 
melihat dari aspek gurunya. Apakah guru yang 
bersangkutan dapat mengoptimalkan pemanfaatan 
sarpras atau tidak.  Koordinasi dengan bidang SMP, 
dari pak kepala dinas sendiri mungkin ada semacam 
pendelegasian, tambahan atau masukan-masukan. 
Sehingga kita bekerja dengan koordinasi dengan 
kepala dinas, kabid, kepala seksi dan bidang lain. 
Kemudian kita adakan semacam evaluasi. Yang 
memang dia membutuhkan dan digunakan. 
Koordinasi antara pengawas, dari sekolah ada juga 
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yang namanya komite sekolah, kepala sekolah 
maupun dari seksi lain untuk pertimbangan. 
Meskipun untuk finalnya itu dari kepala bidang 
dengan kasi. Tapi tidak menutup kemungkinan 
dengan kepala dinas dan orang-orang yang terkait. 
Sekolah mengajukan proposal. Untuk setiap sekolah 
sudah tau atau kita memberikan informasi untuk 
silahkan mengajukan. Kadang dari sekolah itu kan 
kebutuhannya banyak sekali, tetep kita pelajari dari 
evaluasi maupun pertimbangan dari pihak-pihak lain 
seperti yang telah saya jelaskan tadi.  Proposal itu 
banyak sekali karenanya harus kia pelajari. Apabila 
sekolah yang bersangkutan mendapat bantuan, 
kemudian kita memanggil kepala sekolah atau yang 
mewakili.  
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No Pertanyaan 
Wawancara 
Informan Deskripsi Data  Reduksi Data  
1.  Berapa jumlah 
staf Dinas 
Pendidikan 
yang mengurus 
bagian sarana 
dan prasarana 
Kepala 
Bidang 
Pendidikan 
SMP (JS) 
5 dengan kepala seksi 
 
Lima  orang yang terdiri dari satu 
kepala seksi dan empat staf sarana dan 
prasarana.  
Kepala 
Seksi 
Sarana dan 
Prasarana 
(ES) 
Empat staf dengan satu kepala seksi. Sehingga 
jumlahnya lima. 
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(K) 
4 staf, 5 dengan kasi 
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(N) 
Lima, Empat staf dengan satu kepala seksi 
Lampiran 4. Contoh Reduksi Data 
134 
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(S) 
Ber 5 dengan bapak kepala seksi.  
 
2.  Apakah dengan 
jumlah 
sedemikian 
sudah cukup 
ataukah belum? 
Kepala 
Bidang 
Pendidikan 
SMP (JS) 
Kurang, nggak ada pengangkatan ini. Mereka itu 
bekerja sampai sore-sore terus. Kami mengatasinya 
dengan berkreasi, kalau harus lembur ya kami 
lembur sesuai kemampuan kita. Selain itu  kita 
membangun jejaring sosial, kita bekerjasama 
dengan pihak lain. Kita bekerjasama dengan 
MKKS, MGMP, maupun bidang lain.  
 
Sumberdaya manusia Dinas 
Pendidikan bagian sarana dan 
prasarana masih  kurang, hal ini 
dikarenakan tidak hanya fokus pada 
pendistribusian melainkan merangkap 
dengan tugas lain. Hal tersebut diatasi 
dengan bekerjasama dengan pihak lain 
dan gotong royong antar staf maupun 
kepala seksi dalam melakukan tugas 
bidang sarana dan prasarana. 
Kepala 
Seksi 
Sarana dan 
Prasarana 
(ES) 
Kalau dibilang tidak ya cukup. Kalau dibilang 
cukup ya tidak. Masing-masing staf sarana dan 
prasarana disini tidak hanya mengurusi 
pendistribusian sarana dan prasarana. Empat staf 
disini semua merangkap. Satu staf merangkap 
sebagai bendahara membantu mengurus SPJ atau 
surat pertanggungjawaban. Satu staf menangani 
proposal-proposal dari sekolah yang masuk. Satu 
staf mengurusi bagian masuk keluarnya surat, dan 
yang terakhir mengurus pendataan. Padahal di 
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kabupaten Kulon Progo ada 12 kecamatan dengan 
banyak sekolah baik negeri maupun swasta. Ketika 
semua staf harus terjun ke lapangan, kantor tidak 
ada yang menunggu. Sehingga sebenarnya kami 
kekurangan satu staf.  
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(K) 
Kita cukup-cukupkan. Karena kalau tidak begitu 
kita tidak akan cukup sebenarnya. Kita melakukan 
pekerjaan secara gotong royong saja. Banyak 
pekerjaan kita, ada laporan SPJ, dll 
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(N) 
Kalau dibilang kurang ya cukup, cukup juga 
kurang. Kalau kita sedang monitoring dan pak kasi 
juga ikut monitoring, atau ketika kita semua ke 
sekolah, ruangan akan kosong. Padahal paling 
tidak ada orang yang menjaga ruangan ketika kita 
bertugas di luar atau mengurus administrasi. 
Sehingga kita gantian biasanya.  
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(S) 
Kalau dilihat dari rincian tugasnya kurang mbk 
bidang sarpras disini. Tetapi kita 
memaksimalkannya dengan bekerja bareng-bareng. 
Jadi saling membantu satu dengan yang lainnya.  
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3.  Terkait dengan 
kebijakan 
pendistribusian, 
apakah ada 
anggaran yang 
dialokasikan 
khusus untuk 
pendistribusian?  
Kepala 
Bidang 
Pendidikan 
SMP 
Tidak ada, ya kita menganggarkan apa yang 
seharusnya kita anggarkan. Seperti tadi, kalau 
sarana dan prasarana APBN, APBD dan atau 
sumber dana lainnya. 
Sumberdaya dana dalam distribusi 
sarana dan prasarana dari pemerintah 
karena kebijakan berasal dari 
pemerintah.  
Kepala 
Seksi 
Sarana dan 
Prasarana 
(ES) 
Tidak ada. Karena pendistribusian sarana dan 
prasarana pendidikan merupakan kebijakan dari 
pemerintah pusat.  
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(K) 
Saya kira tidak ada. Ya anggarannya itu anggaran 
dari pemerintah yang kita pakai untuk pengadaan 
sarpras itu.  
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(N) 
Karena pendistribusian sarana dan prasarana 
merupakan kebijakan dari pusat, sehinggga tidak 
ada anggaran khusus. Anggaran ya kita manut dari 
pusat. Kalau anggarannya itu bersumber dari tiga 
dana yaitu APBN, APBD, DAK dan Hibah DAK 
Tahun sebelumnya.  
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Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(S) 
Tidak ada mbk, manut dari pemerintah.  
 
4.  Apakah Dinas 
Pendidikan 
memperoleh 
fasilitas khusus 
untuk 
melaksanakaan 
kebijakan 
pendistribusian? 
Kepala 
Bidang 
Pendidikan 
SMP (JS) 
Internet, tapi belum mencukupi soalnya 
jaringannya lemot banger. Komputer sebenanya 
kita juga kurang 
 
Sumberdaya fasilitas dalam 
implementasi kebijakan distribusi 
sarana dan prasarana masih kurang, 
terutama alat transportasi roda empat 
yang digunakan untuk pendistribusian 
barang-barang dalam jumlah banyak 
maupun besar. Sehingga dalam 
melakukan pendistribusian ke sekolah-
sekolah harus antri alat transportasi 
dengan bidang lain. Sumberdaya 
fasilitas lain yang masih kurang adalah 
komputer dengan koneksi internet 
yang tidak lemot.  
Kepala 
Seksi 
Sarana dan 
Prasarana 
(ES) 
Tidak ada fasilitas khusus untuk pendistribusian 
sarpras. Untuk fasilitas seperti laptop kami 
membawa sendiri-sendiri. Disini yang fasilitas dari 
Dinas itu ada satu komputer dan satu printer. 
Koneksi internet Dinas juga menyediakann. Kalau 
dikatakan apakah sudah menunjang ya sudah. 
Tetapi kalau fasilitas pribadi digunakan untuk 
pekerjaan dinas itu kurang leluasa. 
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(K) 
Untuk fasilitas itu kalau di ruang ini ada satu 
komputer, satu printer. Untuk koneksi internet juga 
ada, meskipun kadang lemot. Untuk kendaraan 
roda empat kita baru mempunyai satu. 
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Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(N) 
Nggak ada, ya kalau koneksi internet sudah ada. 
Kalau untuk komputer sebagian dari kita masih 
menggunakan komputer pribadi. Disini ada 
komputer sama print yang dari Dinas tapi masing-
masing baru satu. Kalau dibilang cukup ya kurang, 
kalau dibilang kurang ya cukup. Kita 
memaksimalkan fasilitas yang ada saja. Cuma 
kadang kita merasa kesusahan dalam hal 
transportasi. Mobil Dinas itu cuma ada satu, kalau 
kita ingin mendistribusikan barang-barang yang 
cukup besar dalam jumlah yang banyak, mau 
enggak mau kita harus pakai mobil. Sedangkan 
terkadang mobil juga dipakai oleh seksi lain. 
Sehingga kadang kita harus antri dalam 
menggunakan mobil.  
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(S) 
Ada seperti koneksi internet itu sudah ada 
meskipun koneksinya belum cukup kenceng. 
Untuk komputer kita juga sudah ada meskipun di 
bidang ini baru ada  1 komputer dan printer. Yang 
lainnya komputer pribadi.  
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5.  Apakah ada 
permasalahan 
yang sering 
diterima terkait 
distribusi sarana 
dan prasarana? 
 
Kepala 
Bidang 
Pendidikan 
SMP (JS) 
Terkadang kalau berkaitan dengan laporan dari 
sekolah, sekolah terlambat pelaporannya. 
Terkadang itu juga akan menghambat. Kita juga 
harus me revisi, seperti pembiayaan, sarana dan 
prasarana. Kita pasti revisi. Ada juga sebanarnya 
sekolah yang tepat dan tidak banyak revisi. 
 
Permasalahan dalam distribusi sarana 
dan prasarana: 
a. Beberapa sekolah terkadang 
terlambat dalam membuat 
laporan dan revisi. Hal ini 
mengakibatkan keterlambatan 
pencairan dana sarana dan 
prasarana ke Dinas Pendidikan. 
b. Ada sekolah yang tidak 
memanfaatkan sarana dan 
prasarana dengan baik 
sehingga terdapat kasus 
prasarana yang masih bagus 
tetapi sudah rusak. Hal seperti 
ini dikembalikan kepada 
kebijakan sekolah masing-
masing 
c. Dalam pengiriman sarana dan 
prasarana ke sekolah-sekolah 
terutama sekolah yang berada 
di dataran tinggi terkadang 
terkendala oleh akat 
transportasi. 
Kepala 
Seksi 
Sarana dan 
Prasarana 
(ES) 
Kalau permasalahan itu jelas ada. Seperti sarpras 
yang kita adakan tidak semua sekolah 
memanfaatkannya dengan maksimal. Sehingga ada 
kasus barang yang masih bagus, tetapi karena tidak 
pernah dimanfaatkan sehingga justru rusak. Kalau 
masalah seperti itu, kami menyerahkannya kepada 
kebijakan sekolah masing-masing. Karena dinas 
juga tidak bisa memantau secara terus-menerus. 
Ada juga sekolah yang protes kenapa barang yang 
kami adakan tidak sesuai dengan proposal yang 
diajukan. Kembali lagi kepada kebijakan kami, 
bahwa kami berorientasi kepada SPM. Seperti: 
sekolah A mengajukan pembangunan 
Laboratorium IPA. Kemudian kami melakukan 
verifikasi ke sekolah tersebut, dan ditemukan 
bahwa Lab IPA sekolah A masih bagus, sedangkan 
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perpustakaannya kurang memenuhi standar. 
Kemudian kami mengalokasikan pengadaan untuk 
perpustakaan sekolah A.  
 
d. Miskomunikasi antara Dinas 
Pendidikan dengan sekolah 
tentang pengadaan sarpras. Hal 
ini diatasi dengan memberikan 
penjelasan bahwa Dinas 
Pendidikan melakukan 
distribusi sarpras sesuai dengan 
SPM ke sekolah yang 
bersangkutan.  
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(K) 
Untuk pengiriman barang di wilayah atas itu 
terkadang terkendala transportasi.  
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(N) 
Ada beberapa sekolah yang mengeluh terkait 
dengan pendistribusian bantuan. Misalnya sekolah  
X meminta perbaikan untuk ruang kepala sekolah, 
guru dan TU tetapi kita memberikan bantuan untuk 
perbaikan ruang kelasnya. Hal ini kita lakukan 
sesuai dengan standar SPM sarana dan prasarana.  
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(S) 
Dari seluruh kulomprogo ber 5 kita ini yang 
menangani. Komunikasi juga. Misalnya di daerah 
Nanggulan, Kokap, Girimulyo yang naik-naik jadi 
kendala kadang cuaca yang tidak baik juga 
mengharuskan kita kesana menggunakan mobil. 
Sedangkan mobil Dinas itu hanya ada satu. 
Komplain atau keluhan dari sekolah itu juga pasti 
ada. Misalnya jumlah yang kita bantu tidak sesuai 
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dengan yang diinginkan. 
 
Staf Sarpras 
SMPN 1 
Lendah 
Permasalahan itu karena sudah dikondisikan 
sedemikian rupa ya mbk, jadi kalau sejauh ini 
jarang. Tapi mungkin begini mbk. kadang ada 
permasalahan teknis. Misal kita dipanggil Dinas 
jam 10 pagi. Kita sanpai disana ternyata barang 
belum tersedia.  
Staf Sarpras 
SMP N 2 
Galur 
Terkadang pekerja yang diutus Dinas itu tidak 
seperti yang diharapkan. Karena sekolah sini baru 
mengurus rehab ruang-ruang kelas ini ya. Jadi, 
untuk masalahnya terkait dengan hal itu. Tapi 
untuk seluruhnya sudah berjalan cukup baik. 
 
6.  Bagaimana 
Dinas 
menanggapi 
dan menangani 
permasalahan 
tersebut? 
 
Kepala 
Bidang 
Pendidikan 
SMP (JS) 
Kita koordinasi dengan sekolah yang bersangkutan. 
Kita juga tidak bisa menyalahkan sekolah 
seutuhnya. Karena saya juga tahu sebenarnya 
sekolah itu juga kekuarangan tenaga. Mereka tidak 
hanya fokus pada 1 pekerjaan. Nyambi mengajar 
juga.  
 
Untuk menangani permasalahan 
dengan sekolah seperti miskomunikasi, 
keterlambatan sekolah dalam membuat 
laporan maupun keluhan sekolah, 
Dinas Pendidikan akan melakukan 
koordinasi dengan memberikan 
penjelasan baik-baik bahwa apa yang 
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Kepala 
Seksi 
Pendidikan 
SMP (ES) 
Kami berusaha memberikan penjelasan kepada 
pihak sekolah dengan pertimbangan-pertimbangan 
yang ada.  
 
dilakukan oleh Dinas berdasarkan pada 
Juknis yang ada. Untuk menangani 
masalah kekurangan staf, dengan cara 
bekerja gotong-royong maupun 
kerjasama dengan bidang lain. Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(K) 
Kita koordinasikan dengan sekolah yang 
bersangkutan, kita panggil.  
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(N) 
Memberikan penjelasan baik-baik kepada pihak 
sekolah. Hal ini kita dasarkan pada juknis yang ada 
di DAK (Dana Alokasi Khusus) bahwa rehab yang 
bisa dilakukan dengan DAK adalah rehab ruang 
kelas, laboratorium, perpustakaan. Sedangkan 
untuk rehab seperti ruang kepala sekolah, ruang 
guru itu masuk pada anggaran APBD.  
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(S) 
Ya kita berusaha menanganinya dengan kerja 
gotong-royong. Terkadang sekolah itu juga 
komplain terkait dengan bantuan sarana dan 
prasarana yang tidak sesuai dengan keinginan. 
Kemudian kita memberikan penjelasan, 
pemahaman baik-baik kepada pihak sekolah. Dari 
atasan kita juga selalu mengarahkan. Pada intinyata 
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saling koordinasi, kerja bareng-bareng biar semu 
terasa ringan.  
 
 
7.  
Siapa yang 
memiliki 
wewenang 
dalam 
melaksanakan 
kebijakan 
distribusi 
sarpras? 
Kepala 
Bidang 
Pendidikan 
SMP (JS) 
Dinas, kepala Dinas yang berwenang. Ya 
sebelumnya sesuai dengan mekanisme yang telah 
dilakukan. Kita juga koordinasi dengan pengaawas 
sekolah  
 
Yang memiliki wewenang dalam 
melaksanakan kebijakan distribusi 
sarana dan prasarana adalah seluruh 
staf Dinas Pendidikan bagian sarpras, 
untuk wewenang menentukan sekolah 
mana yang mendapatkan yaitu kepala 
Dinas Pendidikan berdasarkan usul 
kepala seksi yang telah 
dikoordinasikan sebelumnya dalam 
evaluasi dengan kepala bidang, 
pengawas sekolah dan staf.  
Kepala 
Seksi 
Sarpras 
(ES) 
Dinas Pendidikan koordinasi dengan pihak sekolah 
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(K) 
Bapak ES selaku kasi dengan kabid dengan kepala 
Dinas 
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Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(N) 
Tentunya kepala seksi nanti akan mengusulkan ke 
kepala bidang, kepala dinas. Akan berkoordinasi 
satu dengan yang lain, tetapi juga belum tentu usul 
dari bapak seksi selalu diterima. Kalau kita sebagai 
staf tingggal pelaksana keputusan dari kepala seksi 
saja, dimana masing-masing staf disini sudah 
mempunyai jobdesk nya masing-masing.  
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(S) 
Dinas sendiri, sebagai pelaksana. Sesuai dengan 
bidangnya masing-masing yang menangani di 
lapangan, seperti kalau disini SMP ya bidang SMP.  
 
Staf Sarana 
dan 
Prasarana 
SMP N 1 
Lendah 
Ya itu melakukan pengajuan ke Dinas. Nanti 
kepala sekolah yang berwenang tentunya saling 
koordinasi dengan yang lain.  
 
 
Sekolah mempunyai wewenang untuk 
membuat pengajuan sarana dan 
prasarana dalam bentuk proposal dan 
mengawasi bantuan sarana dan 
prasarana sudah sampai atau belum 
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Staf Sarana 
dan 
Prasarana 
SMP N 2 
Galur 
Membuat pengajuan lewat proposal itu tadi. Kita 
juga mempunyai wewenang untuk mengawasi 
apakah bantuannya sesuai belum. Kemudian kita 
melaporkannya.  
 
kemudian melaporkan ke Dinas. 
7.  Bagaimana 
bentuk 
koordinasi 
antara Dinas 
Pendidikan 
dengan sekolah 
Kepala 
Bidang 
Pendidikan 
SMP (JS) 
Kita undang kepala sekolah atau yang mewakili 
untuk rapat koordinasi. Rapat ini sesuai kebutuhan. 
Bisa sebulan 1 kali atau bisa lebih dari 1 kali. 
Tergantung kebutuhan dan kegiatan juga.  
 
Koordinasi antara  Dinas Pendidikan 
dengan sekolah dilakukan sesuai 
dengan kegiatan dinas kebutuhan, 
seperti Dinas akan mengumpulkan 
sekolah-sekolah yang mengajukan 
proposal dalam waktu-waktu tertentu.  
Terkait dengan pengadaan bantuan 
sarana dan prasarana, Dinas akan 
memanggil sekolah-sekolah  yang 
bersangkutan. Undangan ini 
disampaikan melalui surat maupun 
media sosial sepeti WhatsApp. 
Kepala 
Seksi 
Sarana dan 
Prasarana 
(ES) 
Dalam waktu-waktu tertentu biasanya kami 
mengumpulkan sekolah yang mengajukan 
proposal. Kami memanggil kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah atau bendahara sekolah yang telah 
mengajukan proposal.   
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(K) 
Dari sekolahan kita panggil untuk ke Dinas. Misal 
sekolah A mendapat bantuan ini ini. Kita 
menghubungi sekolah selain lewat surat juga lewat 
WA. Kadang malah Cuma lewat WA, lebih praktis. 
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Untuk koordinasi itu tidak tentu. Yang jelas untuk 
Dinas sebulan sekali dengan  UPTD masing-
masing kecamatan. 
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(N) 
Setiap kali ada pendistribusian bantuan, kepala 
sekolah akan di undang oleh kepala seksi ke Dinas 
pemberitahuan bahwa sekolahnya mendapatkan 
bantuan sarana dan prasarana.   
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(S) 
Ya seperti tadi kita memanggil sekolah yang 
bersangkutan melalui surat atau bisa melalui media 
sosial untuk datang ke Dinas. Kita juga melakukan 
rapat biasanya disesuaikan dengan kebutuhan.  
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Staf Sarana 
dan 
Prasarana 
SMP N 1 
Lendah 
(TW) 
Sekolah mengajukan proposal ke Dinas 
Pendidikan, kita juga diberi tahu mekanisme nya di 
Dinas bagaimana sehingga sekolah bisa 
menyiapkan proposalnya, nanti kalau memang 
mendapatkan, nanti kita akan dipanggil lewat surat. 
Tentunya apa yang kita minta itu yang sesuai, yang 
tersedia, anggaran di Dinas itu untuk apa. Untuk 
proses pengajuan sendiri biasanya sudah dibatasi 
tanggal sekian sampai sekian.  
 
 
Proses pengajuan pengadaan sarana 
dan prasarana dibatasi oleh waktu 
yang telah ditentukan. Dinas 
Pendidikan akan memberitahu 
mekanisme pendistribusian sarana dan 
prasarana sehingga sekolah dapat 
mempersiapkan pengajuan bantuan 
sarpras yang berwujud proposal. 
Staf Sarana 
dan 
Prasarana 
SMP N 2 
Galur 
Seandainya ada bantuan dari Dinas itu akan 
dikomunikasikan ke sekolah. Sekolah nanti bisa 
ngajuin proposal. Kalau proposal diterima, nanti 
bantuan akan di drop ke sekolah. Seperti sekarang, 
kan sekolah ini baru ada rehab ruang kelas. Dari 
Dinas sudah diberi bahan-bahan material dll. 
Untuk koordinasinya nanti biasanya lewat epala 
sekolah, kepala sekolah nanti akan menghubungi 
yang bersangkutan. Tapi kalau kepala sekolah ada 
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halangan tidak bisa datang, saya yang mewakili. 
 
8.  Apakah Dinas 
Pendidikan 
memiliki SOP 
sebagai 
pedoman dalam 
melaksanakan 
pendistribusian 
sarana dan 
prasarana? 
Kepala 
Bidang 
Pendidikan 
SMP (JS) 
Semuanya ada. Sarpras: sesuai data yang ada di 
dapodik, mengajukan ususl melalui proposal, kita 
verifikasi, evaluasi bersama, kalau misal benar dan 
ada anggarannya maka kita akan bantu. 
 
Dalam melaksanakan distribusi sarana 
dan prasarana, Dinas Pendidikan 
mengacu pada Peraturan Pemeritah 
No. 70 Tahun 2012. Akan tetapi, 
belum semua staf sarana dan prasarana 
yang mengetahui peraturan tersebut. Kepala 
Seksi 
Sarana dan 
Prasarana 
(ES) 
Kalau untuk SOP dari Dinas sendiri tidak ada, 
karena kami mengacu pada Peraturan Pemerintah 
No 70 tahun 2012. Peraturan tersebut sebagai 
pedoman kami dalam melaksanakan 
pendistribusian. Mulai dari perencanaan, 
penganggaran, sampai dengan pengadaan kami 
mengacu pada peraturan tersebut. 
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(K)  
Kita sesuai dengan juknis dari peraturan 
pemerintah saja mbk. Untuk peraturannya nomor 
berapa saya kurang tahu.  
 
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
Ada, tapi untuk peraturannya nomor berapa Saya 
kurang tau. Yang mengetahui Bapak ES selaku 
kepala seksi. Tapi SOP tersebut kita jadikan acuan 
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(N) kami dalam proses melaksanakan tugas.  
 
Staf Dinas 
Sarana dan 
Prasarana 
(S) 
Ada, mengacu pada peraturannya berapa itu bapak 
Kasi. Kalau saya berhubung baru jadi baru belajar.  
 
9.  Bagaimana 
dampak dari 
pelaksananaan 
kebijakan 
distribusi untuk 
sekolah?  
Staf Sarana 
dan 
Prasarana 
SMP N 1 
Lendah 
(TW) 
Sarana dan prasarana kan untuk menunjang 
kegiatan belajar mengajar. Ya terpenuhinya sarana 
dan prasarana di sekolah sehingga kita dapat 
melakukan kegiatan belajar mengajar dengan 
lancar. Karena bagaimanapun tanpa sarpras 
pmbelajaran akan berlangsung tidak efisien.  
 
 
Terpenuhinya sarana dan prasarana 
untuk menunjang kegiatan belajar 
mengajar di sekolah. 
Staf Sarana 
dan 
Prasarana 
SMP N 2 
Galur (MJ) 
Yang jelas terpenuhinya sarpras di sekolah guna 
menunjang efektifnya pembelajaran untuk siswa 
maupun guru mbk.  
 
10.  Bagaimana 
pendapat 
Bapk/Ibu 
mengenai 
Staf Sarana 
dan 
Prasarana 
SMP N 1 
Dinas itu yang mengurusi sarpras sedikit dan 
banyak pekerjaan, tapi menurut saya sudah 
maksimal dalam bekerja. Mengusahakan agar 
semua terpenuhi dengan lancar. 
Kinerja Dinas dalam melaksanakan 
kebijakan distribusi sarana dan 
prasarana sudah cukup bagus. Dinas 
juga tidak segan dalam memberikan 
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kinerja Dinas 
Pendidikan 
dalam 
melaksanakan 
kebijakan 
distribusi? 
Lendah  sanksi ke pemborong apabila kerja 
pemborong kurang baik.  Staf Sarana 
dan 
Prasarana 
SMP N 2 
Galur  
Menurut saya sudah bagus. Seperti saat ini kalau 
rehab ruang kelas ini tidak bagus. Nanti Dinas akan 
memberikan sanksi ke pemborong. Hal ini juga 
berdasarkan pantauan sekolah juga.  
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Lampiran 5. Dokumentasi Foto 
 
Keterangan: 
Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kulon Progo tampak dari halaman depan. 
Dari gambar terlihat bahwa halam gedung 
tampak rapi dan bersih. Hal ini 
mendukung kinerja yang kondusif. 
 
 
Keterangan: 
Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kulon Progo bagian belakang. Tampak 
dari gambar gedung sepi dan tertutup 
dikarenakan sedang ada rapat koordinasi 
antar pejabat Dinas Pendidikan. 
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Keterangan: 
Kondisi ruangan maupun halaman dalam 
Dinas Pendidikan Kulon Progo. Salah 
satu ruangan pembiayaan pendidikan 
yang terdiri dari satu kepala seksi dan dua 
staf pembiayaan. 
 
 
 
Keterangan: 
Peneliti melakukan wawancara terhadap 
staf sarana dan prasarana Dinas 
Pendidikan setelah melakukan wawancara 
dengan kepala seksi. Tampak fasilitas 
ruangan yang masih sederhana dan 
fasilitas komputer beserta print berjumlah 
satu. Hal ini sesuai dengan hasil 
wawancara yang diperoleh bahwa staf 
sarana dan prasarana masih merasa 
kekurangan fasilitas dalam melaksanakan 
distribusi sarpras. 
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